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PENGANTAR 

Pe ranan Masyarakat Desa Perjuangan Kemerdekaan d · 
Sumatra Baral 1945--1950, ini merupakan salah satu hasil pe laksanaan 
kegi atan penelitian / pen u lisan yang di sel enggaraka n Proy ek 
ln ventarisas i dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahu n 
1996/1 997. 

Buk u ini men guraik an tentan g parti s1 pasi dan pera n sert il 
masyarakat desa di daerah Sumatera Barat dan keterlibatan mcr:.:k::. 
da lam mempertahankan kemerdekaan RI yan g te lah diproklamasika:: 
pada 17 Agustus 1945 . Mereka itu adalah tokoh masyarakat, para 
ulama, santri bahkan petani yang tindakannya dinilai mengorbankan 
semanga t para pejuang pada masa mempe rtahankan prok lam as i 
tersebut . 

Penerbitan buku ini di maksudkan untu k menambah informasi 
kesej arah an mengen ai peran se rta masya rakat dalam periode 
perjuangan kemerdekaan dan dalam perjalanan bangsa Indonesia pada 
umu mnya . 

Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah 

sej arah Indonesia dan memberi infonnasi yang memadai bagi mereka 
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yang berminat pada kajian pedesaan. Disamping itu diharapkan dapat 
menjadi bahan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat terutama 
generasi penerus bangsa. 

Jakarta, September 1998 

Pemimpin Proyek lnventarisasi dan 
Dokumentasi Sejarah Nasional 

G.A. Ohorella 
N IP. 130 370 094 
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1.1 Latar 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan dalam kurun waktu 
I 945--1949 telah melibatkan hampir seluruh lapisan sosial masyarakat, 
mulai dari lapisan atas sampai bawah, mulai dari kota sampai ke 
pelosok desa. Perjuangan ini, yang sering sekali disebut sebagai perang 
kemerdekaan, atau revolusi kemerdekaan, mulanya meletus di daeran 
perkotaan. Dalam perkembangannya kemudian, terutama setelah 
terjadinya agresi militer Belanda yang pertama tahun 1946--1947, 
perjuangan kemerdekaan itu juga berkembang dan melibatkan desa­
desa. Bahkan desa-desa itulah yang kemudian dijadikan sebagai basis 
perjuangan, khususnya dalam kaitannya dengan perang gerilya . 
Namun perlu ditegaskan di sini, yang dimaksudkan sebagai basis 
perjuangan di sini tidak semata-mata tertuju pada aspek militer seperti 
sebagai daerah konsentrasi kekuatan tentara republikein atau tentara 
kib/ik, melainkan juga dalam arti sebagai sumber dukungan logistik, 
dapur umum, dukungan moral, dan lain sebagainya. 

Jika ditinjau dari segi persenjataannya, kekuatan tentara 
republikein ini, sejak awalnya bahkan sampai berakhimya perang 
kemerdekaan boleh dikatakan kalah dari segi kuantitas maupun 
kualitas dibandingkan dengan yang dimiliki pihak Belanda/NICA. Hal 
inilah antara lain yang menyebabkan terjadinya kekalahan demi 
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kekalahan dalam bulan-bulan atau tahun awal peperangan antara pihak 
lndonesa melawan Belanda. Se lain persenjataan yang relatif lebihjelek 
itu, taktik dan strateginya juga tidak mendukung alias tidak cocok 
dengan kondisi persenjataan pihak RI. Semula pihak Indonesia 
menganut sistem frontal dengan garis liniernya yang mengenal garis 
demarkasi sebagai tapal batas daerah "kita" dan daerah "musuh" . 
Setelah beberapa bulan bertempur pimpinan tentara waktu itu, 
khususnya di daerah Jawa Barat, mengubah "filosofi perang" yang 
dianutnya itu ke suatu sistem yang mereka namakan "werhkreise", 
yaitu sistem lingkaran dengan kantong-kantong gerilya, di mana dalam 
sistem ini tidak dikenal garis demarkasi atau garis depan (front) yang 
linier. Dengan sistem ini semua sudut atau garis luar lingkaran 
dianggap front alias garis depan . Jika musuh lemah, tentara kita datang 
menyerang, scdangkan jika kita lemah, kita menghindar, tapi terus 
mengganggu kedudukan musuh . Dalam sistem ini , seperti telah 
diungkapkan oleh penemunya, yaitu A.H. Nasution, tentara dan rakyat 
menyatu bagaikan ikan dan air.1 Artinya rakyat mendukung perjuangan 
tentara secara pro-aktif dalam berbagai bentuk dan cara, seperti 
memberi samaran agar tentara tidak terditeksi oleh pihak Belanda, 
atau memberikan dukungan logistik dan pengobatan serta perawatan. 

Demikan pula halnya di daerah Sumatera Barat, pada mulanya 
pusat kekuatan angkatan perang kaum republikein berada di pusat kota, 
antara lain di kota Padang dan Bukuttinggi. Pembentukan­
pembentukan Barisan Keamanan Rakyat (BKR), dan badan-badan 
perjuangan lainnya, juga berpusat di perkotaan . Namun dalam 
perkembangan kemudian karena kalah dalam persenjataan baik dalam 
jumlah maupun dalam kualitas, maka pasukan Republik Indonesia di 
Sumatera Barat ini terpaksa harus mengalihkan basisnya kedaerah 
pedesaan yang dianggap relatif aman . Hal ini terutama terjadi setelah 
terjadinya agresi militer Belanda yang pertama. 

Sebenarnya keterlibatan masyarakat pedesaan, Sumatera Barat 
dalam melawan kekuatan asing dalam arti kekuatan Belanda bukanlah 
masalah baru. Hampir seratus tahun sebelumnya, hampir semua 
pedesaan di wilayah ini , khususnya daerah Bonjol terlibat dalam 
perlawanan melawan kekuatan Kolonialis Belanda. Meskipun pada 
mulanya perang di daerah itu merupakan dampak dari pertentangan 
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pemikiran dalam masalah praktek keagamaan antara golongan 
reformis (Imam Bonjol d .k.k.) melawan kaum Adat. Namun dengan 
ikut campurnya kekuatan Belanda, maka pertentangan itu berubah 
menjadi perlawanan terhadap kekuatan asing yang ingin merampas 
kemerdekaan rakyat daerah Sumatera Barat.2 

Setelah Belanda berhasil mengalahkan kekuatan Imam Bonjol, 
pemerintah Belanda berusaha merangkul para penguasa adat agar 
berpihak kepadanya . Pada tahun 1914 m isalnya, diberlakukan 
Ordonansi Nagari 1914 yang membatasi keanggotaan dewan nagari 
pada "penghulu inti" , yaitu mereka yang diakui pemerintah sebagai 
"penghulu pucuk" . Hanya mereka inilah yang diperbolehkan 
memegang kekuasaan di nagari . Artinya para pemangku adat ini 
mempunyai kekuasaan penuh selama mereka berdiri di pihak 
pemerintah penjajah Belanda. 

Namun semangat pembaruan yang dicanangkan Imam Binjol. 
pernerintah Belanda kawan-kawannya, rupanya tidak dapat dibendung 
begitu saja. Apalagi dengan munculnya sekolah-sekolah modern pada 
awal abad ke-20, yang bukan saja mengajarkan Islam, melainkan juga 
sernangat nasionalisme, terrnasuk di dalamnya adalah paham Komunis. 
Tokoh intelektual Islam yang bergabung dengan gerakan Komun is 
a ntara lain Haji Datuk Batuah, seorang guru mucfa terkenal di 
Surnatera Thawalib Padang Panjang. Kemudian dia menyebarkan 
paham Komunis melalui pengajaran di bangku sekolah dan lewat 
tulisan-tulisannya.3 

Oleh karena itu tidak begitu mengherankan jika di daerah yang 
terkenal penduduknya sangat fanatik terhadap agama Islam, muncul 
pemberontakan Komunis menentang pemeri ntah Belanda seperti 
terjadi pada tahun 1927. Walaupun perlawanan tahun tersebut lebih 
dikenal sebagai pemberontakan Komunis, namun seperti halnya di 
Banten pada setengah tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa 
keterlibatan masyarakat dalarn perlawanan atau pemberontakan itu, 
bukan sernata-mata karena pengaruh PKI atau Komunisnya, melainkan 
karena adanya semangat lslami dan keinginan untuk merdeka. 

Pada masa pendudukan Jepang, semangat nasionalisme di 
kalangan masyarakat Sumatera barat se rn akin tumbuh subur. 



4 

Keinginan untuk merdeka semakin kelihatan jelas. Hal ini antara lain 
terlihat dari tulisan Gubernur Yano : 

"Sebelumnya pihak militer telah mencoba sistem tentara 
bayaran untuk membantu kekuatan militer, tetapi gaga!. Hal itu 
hanya karena semata-mata demi "impian kemerdekaan" belaka, 
dan bukanlah uang yang mendorong penduduk pribumi bersedia 
untuk ikut berperang. Oleh karena itu pada kampanye pengerahan 
tenaga sukarela ini, saya bebas menbangkitkan impian-impian 
mereka akan kemerdekaan dengan persetujuan atasan saya 
(Komandan Tanabe) .... .. "4 

Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa keterlibatan rakyat 
pedesaan melawan aksi pasukan Kolonialis Belanda beserta antek­
an teknya dalam periode 1945- 1950, dapat dikatakan sebagai refleksi 
adanya keingirnm masyarakat Sumatera Barat untuk merdeka. Dan 
kei nginan itu tidak hanya di daerah perkotaan, melainkan juga di 

daerah pedesaan . Spontanitas mereka terlihat jelas, misalnya sewaktu 
di umumkan agar para mantan Giyugun, heiho, seinendan, dan para 
mili ter lainnya mendaftar kembali untuk menjadi anggota BKR, maka 
berduyun-duyunlah mereka datang, bahkan para pemuda yang bukan 
mantan Giyugun dan sernacamnya pun ikut datang mendaftar. Para 
pemuda di masing-masing nagari secara s pontan ikut rnengambil alih 
tanggung jawab penjagaan keamanan nagarinya. Meskipun dem ikian 
mas ih ada yang berpendapat bahwa keterlibatan desa pada perang 
kemerdekaan adalah karena faktor kebetulan (by accident), bukan 
ka rena faktor yang direncanakan (by design). Mungkin saja pendapat 
itu benar,jika kita lihat tidak adanya persiapan yang matang di daerah­
daerah kantong gerilya ataupun di daerah yang kemudian dijadikan 
bas is pertahanan pihak Republik . Ta pi dapat juga pendapat itu 
di anggap sa lah jika hal ini antara lain dikaitkan dengan adanya 
semacam perintah ya ng dikeluarkan o leh Pang lima Besar Jenderal 
Sudirman , yang mengatakan agar semua tentara yang berasal dari 
daerah kantong agar kembal i ke daerahnya mas in g- mas ing jika pihak 
Be landa menyerang pihak RI kembal i. Ten tu saja masalah itu masih 
per lu penelitian yang lebih mendalam dan lebih komprehensif. 
Se mentara penelitian ini sifatnya lebih ke arah inventarisasi sehingga­
pembuktian masalah yang telah disinggung di atas bukan menjadi 
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tuj uan uta manya. Meskipun demikian tidak berarti penelitian in i 
menghindar i permasalahan semacam itu . 

Berbed a dengan periode-periode se be lumnya yang boleh 
d ikatakan sebagai satu peristiwa yang lokal si fatnya, maka keterlibatan 
dcsa dan rakyatnya dalam periode 1945--1 949 berupa perlawanan 
nas ional. Artinya peristiwa-peristiwa yang te rjadi di daerah pedesaan 
ka la itu , da n membahas perubahan besa r. baik dalarn struktur 
masyarakat, rnaupu n struktur politik . Oleh karena itu perjuangan 
masyarakat di Sumatera barat dapat pula dimasukkan pada katagori 
revolusi. Artinya peristiwa-peristiwa yang terj adi di daerah pedesaan 
Surnatera Barat merupakan sebagian dari revolusi kemerdekaan 
Indonesia. 

1.2 Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk rnengungkapkan 
peristiwa-peristiwa bersejarah, khususnya keterlibatan desa-desa 
dalam perjuangan kernerdekaan Indonesia . Hal ini dirasakan penting 
bahkan cukup mendesak, rnengingat masalah semacam ini masih 
Ja rang dikaj i, baik oleh para penulis dalam negeri maupun luar negeri. 
Padahal seperti telah disinggung di atas, keterlibatan desa dal am 
menegakkan kemerdekaan Indonesia tidaklah sedikit. Sewaktu kota­
k.ota republi k satu persatu j atuh ke tangan Belanda, daerah pedesaan lah 
ya ng ke mudian dijadikan sebagai tulang punggung atau basi s 
pertahanan perjuangan bangsa Indonesia. Semangat dan nila-n ilai 
luhur masyarakat yang hidup di daerah-daerah pedesaan saat itu secara 
langsung maupun tidak langsung telah rnemberikan dukungan yang 
tidak sediki t kepada para pejuang Indones ia untuk tetap berjuang 
me nentang pihak Belanda dan antek-anteknya yang mencoba untuk 
menegakkan kembali negara Hindia Belanda di bumi Pertiwi . Nila i­
ni la i dan data-data faktua l sepert i ini tentu saja perlu dilestarikan, tidak 
saja untuk mengenang jasa para pahlawan terdahulu, melainkan juga 
untuk bahan-bahan inspirati f bagi pembinaan generasi rnuda bangsa 
Indonesia . Di samping it u. has il penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi sa lah satu bahan acuan bagi peminat atau peneliti berikutnya 
vang berrninat dan tertar ik untuk mengkaj i masalah ini . 
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1.3 Ruang Lingkup 

Sejalan dengan tujuan penelitian tadi ruang lingkup penelitian ini 
dbatasi secara geografis hanya mencakup daerah provinsi Sumatera 
Barat (Sumatera Tengah), dengan beberapa desa sebagai contoh 
kasusnya. Adapun kurun waktunya disesuaikan dengan temanya, yaitu 
tahun 1945--1950 yang sering disebut sebagai periode perang 
kemerdekaan. 

Perlu dijelaskan di sini , Sumatera Barat pada masa perang 
kemerdekaan berbeda statusnya dengan masa sekarang. Dulu Sumatera 
Barat merupakan salah satu keresidenan yang ada di provinsi 
Sumatera.5 Luas daerah Sumatera Barat sekarang pada dasarnya masih 
sama dengan masa perang kemerdekaan . Pada awal kemerdckaan RI, 
Sumatera Barat terdiri dari 4 (em pat) afdeeling (setingkat kabupaten) 
dan dua gerneente (kotamadya). Yang terpilih sebagai Residen pertama 
Sumatera Barat di aiam kemerdekaan adalah M. Syafe i. 

Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pihak Be Janda, provinsi 
Sumatera dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu : Sumatera Utara 
dengan ibukota Medan, Sumatera Tengah dengan ibukota Bukittinggi, 
dan Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang. Provinsi Sumatera 
Tengah mencakup tiga keresidenan, yaitu keresidenan Sumatera Barat, 
Riau, dan Jambi. Setelah adanya perubahan ini, M. Syafei tetap duduk 
sebagai Residen Sumatera Barat.6 

Kemudian pada pertengahan tahun 50-an, Keresidenan Sumatera 
Barat berubah statusnya dari keresidenan menjadi satu provinsi. Luas 
geografinya praktis tidak mengalami banyak perubahan dengan status 
barunya ini. Namun jumlah kabupaten dan kotamadyanya mengalami 
perubahan, sesuai dengan rencana induk pembangunan pemerintah 
daerah dan pusat. 

Pada masa Orde Baru, jumlah kabupaten dan kotamadya yang 
berada dalam lingkungan provinsi Sumatera Barat adalah 8 (delapan) 
kabupaten dan 6 ( enam) kotamadya. Oleh karena dalam kenyataannya 
pertambahan,jumlah kabupaten maupun kotamadya, sebenarnya tidak 
mengubah batas-batas geografis wilayah yang bernama Sumatera 
Barat, maka dalam penulisan ini, nama Sumatera Barat tetap dipakai, 
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bai k untu k menyebut Sumatera Barat sebaga1 keresidenan maupun 
Su matera 8arat sebagai provinsi . 

1.4 Metode dan Metodologi Penulisa11 

\1et odc penelit ian yang dipergunakan dalam pene li tia n dan 
pen ulisan ini ada lah metode sejarah yang men) angkut em pat tahapan, 
)aitu: 

Heuristik, yaitu proses pengumpulan da ta mentah yang diduga 
atau dia ngga p sesuai dengan keran gk a konseptual yan g 
dipergunakan dalam penelitian dan pen ulisan in i. 

l\rit1k , yai tu pro~cs menguj i secara ilmiah data-data mentah ) ang 
te lah terk umpul untuk rn ene1apkan kredib il itas serta val idi tasn\a 

l nterpretasi, yait u pros es meneta pk an da ta-d ata yan 
kred ibi litasnya te lah teruji secara ilmiah tad i ke dalam suatu k 1~<1l ' 

yang bermakna, sesua1 dengan kerangka konseptual yang telah 
ditentukan . 

..i Historiografi, yaitu proses penulisan hasil yang sesuai dengan 
pembabakan dalam bab-bab yang telah di tentukan. 



Ca tat an 

A.H Nasution Pokok-Pokok Geri/ya. 

2 Sartono Kartodirdjo (ed.). Sejarah Perlawanan-per/awanan 
Terhadap Kolonialisme Departemen Pertahanan Keamanan. Pusat 
Sejarah ABRI, 1973, bah.iv.; Li hat juga Christine Dobbin, 
Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Sedang Berubah, 
Suma/era Tengah, 1784--1847. Jakarta : INIS, 1992, h. 189--263. 

3 Hamka, Ayahku, Djakarta: Djajamurni, 1967, h. 130--131. 

4 Lihat Audrey Kahin, Perjuangan Kemerdekaan : Sumatera Baral 
Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945--1950. Tanpa tahun (tt) 
bab 2, catatan kaki no. 70. 

5 Berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Wilayah 
Republik Indonesia dibagi menjadi 8 (delapan) provinsi. Pulau 
Sumatera dan pulau-pulau kecil disekitarnya menjadi satu 
provinsi, yaitu provinsi Sumatera yang beribukota di kota Medan. 
Mr.T. Muhammad Hasan diangkat menjadi gubernur kepala 
daerah yang pertama untuk provinsi ini. Adapun ketujuh provinsi 
lainnya adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil 
(Nusatenggara), serta Daerah Istimewa Jogjakarta dan Surakarta. 
Lihat R.Z. Leirissa dan Saleh As'ad Djamhari (peny). Sejarah 
Nasional Indonesia VI. Republik Indonesia : dari Proklamasi 
sampai Demokrasi Terpimpin. Jakarta : Departemen Pendidikan 
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dan Kebudayaan . Dire l-. torat Sejarah dan Nil a1 Tradisional. Proyek 
lnventarisasi dan Do umentasi Sejarah as ional , 1993, h. 31 --32 

6 In dra Mulyana , "Gema Kemerdekaan di S umatera Tengah" . 
BinKkisan Kenangan JO Tahun Revolus1 fndonesia 17-8-1 9451 
17-8-1955. Djakarta : P.T Upeni , h .54 . 



BAB II 

SE LINT AS SUMA TERA BARA T 

2. I lk/im dan Geog raft 

Propins i Sumatera Barat terletak di pantai barat Pulau Sumatera . 
Luas nya kurang lebih 4229730/m 2

• Propim i ini , di sebelah utara 
ba batasan dengan propinsi Sumatera Utara, d i sebelah timur dengan 
propinsi Riau dan Jambi , di sebelah selatan dengan propinsi Bengkul u 
dan di sebelah barat dengan Samudra Indonesia. 

Secara geografis, sebagian besar wilayah propinsi Sumatera Barat 
merupaka n dataran tinggi dengan beberapa gunung berapinya ya ng 
mas ih aktif. Daerah pegunungan itu sendiri merupakan rangka ian da ri 
Buki t Bar isan yang membentang di sisi barat pulau Sumatera mula i 
dar i bagian utara terus memanjang sampai ke ujung selatan . Beberapa 
gunungnya yang berada di wilayah Sumatera Barat antara Iain: Merapi , 
S inggalang, Sago, Talang dan Pasaman. Di samping itu, di daerah in i 
j uga terdapat beberapa danau yang relatif besar dan indah, sepert i 
Danau Maninjau, Danau Atas dan Danau Bawah. Seperti umumnya 
dae rah-daerah gunung berapi, tanahnya merupakan tanah vulkani s 

yang subur. Demikian pula halnya tanah di Sumatera Barat. 

Daerah Sumatera Barat merupakan sa lah satu dari beberapa 
p rop ins i di Indon esi a yang dilalui gari s Khatulistiwa . Umumnya 
dacrah di lalu i gari s Khatuli st iwa mempunya i temperatur yang re latif 
t inggi . N a m un k a ren a da e rah Republik Indonesia merupaka n 
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kepulauan, ditambah lagi dengan kondisi geograti Sumatera Barat 
sendiri yang merupakan daerah pegunungan; maka suhu udara di 
daerah ini re lat if sejuk. Temperatur suhunya rata-rata berkisar antara 
22-26,5°C. Temperatur di daerah Tebing misalnya, selama 9 tahun 
berturut-turut ( 1970-1978), menunjukkan angka rata-rata 24,8°C. 
Temperatur terendah tercatat sekitar 20°C, yaitu pada bulan Januari 
1970. Sedangkan angka tertinggi te rcatat pada bulan Pebruari 1973 , 

yaitu 26,8°C. 7 

Seperti umumnya daerah tropis, di w ilayah Republik Indones ia 

hanya mengenal dua musim , yaitu musim kemarau dan hujan. Tinggi 
rendahnya c urah hujan di setiap daerah sangat bervar ias i. Di daerah 

Sumatera Barat sendiri , cu rah hujann ya per tahun relatif tinggi. 
Sebagai contoh, rata-rata jum lah hari hujan perbulan pada tahun 1979 
;a iah 13,5 ~ari. Jum lah hari hujan terpendek terjadi pada bu Ian Juli, 
yakni 5 hari hujan, sedang yang terpanjang pada bulan Oktober dan 
November sebanyak 23 hari hujan .8 

Jadi curah hujan cukup tinggi terjadi dari bu Ian September hingga 
Dese mber. Artinya periode itu merupakan bulan-bul an basah bagi 
daerah S umatera Barat. Sedang kan da ri bulan Mei sampai dengan 
Agustus mempakan b ul an-b ulan kerin g . J umlah har i hujan dalam 
setahun tidak merata d i se luruh pelosok Sumate ra Barat. Jumlah har i 
h ujan d i pedalaman berki sar antara 182--1 86 hari, sedangkan di daerah 
yang re lat if dekat dengan pantai berki sar anta ra 190--200 hari. 

C urah hujan tahunan in i dapat dikelo mpokkan menjadi kategori 
2000--3000 mm/tahun , dan kategori 4000 mm/tahun . Daerah dengan 
c u rah hujan antara 2000-3000 mm / tah un mel iput i kabupaten­
ka bupaten Agam , T anah Datar, Li ma p ul uh ko ta , So lok , dan 
Sawahlunto yang scbagai besar d ikel ili ng i dan te r letak di daerah 
peg unungan . Sedang daerah dengan curah hujan sek ita r 4000 mm/ 
tahun adalah kabupate n Pes is ir Se latan yang menghada p ke panta i 
Samudra Indonesia. Daerah-daerah in i merupakan da taran rendah 
dekat pantai . 

Kondisi alam seperti inilah yang mampu mengikat sebagian 
penduduk Sumatera barat untuk tetap tinggal di daerahnya dan hidup 
sebagai petani . Jen is tanaman yan g mereka tanam terutama merupakan 
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bahan pokok kehidupan mereka, yaitu padi, bai k di sawah maupun di 

ladang (tegalan). Se lain padi mereka juga menanam sayur-sayuran, 

se rta komoditi lain untuk dijual seperti : cengkeh, tembakau, kopi 
kelapa , karet, dari kulit manis . Hasil hutan seperti damar, rotan , dan 
kayu juga mereka eksploras i. 

2.2 Stratifikasi Sosial dan Mata Pencaharian 

Hampir seluruh wilayah di Sumatera Barat, sebagian besar 
penduduknya dengan perkecualian di kepulauan Mentawai, adalah 

suku bangsa Minangkabau . Oleh karena itu tidak terlalu berlebihan 

ji ka orang membicarakan Sumatera Baral hampir identik dengan 
mem bicarakan masya rakat Minangkabau. Dan oleh karena pula, tidak 

hera n jika pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930-an 
mem berikan hak oto nomi kepada masyarakat ini tidak berdasarkan 
geograti s atau hukum ketatanegaraan yang um um diterapkan d i pulau 
Jav. a, m e lainkan atas dasar kesatuan go longan atau kelompok 
( Groepsgemeenschap ). 

Pada Pembangunan Lima Tahun ( Pelita I), di propinsi Sumatera 
Barat terdapat sekitar 543 nagari .9 Menurut kepercayaan masyarakat 
setempat, bagian dataran tinggi yakni darat (derek) merupakan daerah 
asa l suku bangsa Minangkabau . Kemudian mereka mer1yebar di desa­
desa yang dikenal dengan sebutan nagari, t idak terbatas di dae rah 
dataran tinggi saja, melainkan juga sampai ke daerah dataran rendah, 
seperti daerah pesi sir. Secara tradisional nagar i-nagari ini terikat ke 
da lam kesatuan yang secara budaya di Minangkabau terdapat t iga 
luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam , dan Luhak Lima Puluh 
Kota . Secara budaya antara satu luhak sebenam ya banyak mempunya i 
kesamaan , namun ada juga perbedaannya yan g sekaligus menjadi c iri 

khas dar i masing-masing luhak . Perbedaan yang cukup menco lok 
misa lnya terlihat dari pakaian adat yang mereka pergunakan , gaya 
bahasa, dan rumah gadang .10 

Daerah di luar luhak, oleh orang-ora ng Minangkabau pad a 
umumnya, dianggap sebagai daerah rantau . Mengenai batas antara 
daerah luhak dan rantau ini pada dasarnya d ikenal secara budaya . 
Seperti umumnya pada masyarakat tradisi ona l d i Asia Tenggara, tidak 
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mengenal batas-batas geografis secarajelas seperti halnya masyarakat 
Eropa atau Barat. Faktor daerah rantau ini secara tradisional menjadi 
penting, terutama bagi kaum lelaki muda. Umumnya, lelaki yang 
sudah dewasa, dianjurkan untuk pergi ke rantau atau merantau . Dasar 
filosofis orang Minangkabau mengenai rantau ini adalah di mana bumi 
d ipijak, di sanalah langit dijunjung. Artinya di mana tempat mareka 
merantau, diibaratkan seperti kampung halamannya sendiri. Mereka 
berusaha membaur dan memahami adat setempat, sehingga terjadilah 
proses akulturasi budaya dalam dirinya. Sewaktu mereka kembali ke 
kampung halamannya, ke nagarinya, nilai-nilai baik yang mereka 
dapatkan semasa merantau itu, berusaha diterapkan demi kemajuan 
nagarinya . 11 

Su ku bangsa Minangkabau menganut garis keturunan ibu atau 
m at ri lineal. 12 Artinya keturunan ditarik berdasarkan garis ibu . 
Dem ikian pula <lalam hal pembagian harta, khususnya harta pusaka, di 
!!hat berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu. Jika dilihat secara 
hu kum Islam, sudah tentu sistem keturunan dan sistem warisnya tidak 
cocok. Walupun demikianjustru suku bangsa in i terkenal sebagai suku 
bangsa yang fanatik terhadap Islam, di sam ping kukuh terhadap 
Adatnya. Menurut mereka, antara Adat dan Islam sating mengisi , 
~ebagaimana yang pepatah Minang mengatakan bahwa "Adat Basandi 
Sarak, Sarak Basandi Kitabullah" dan Syarak Mangato, Adat memakai 
masjid sebuah, balairung seruang. 

Adapun yang dimaksud dengan pepatah di atas adalah Adat 
be rsandi/berlandasan kitabullah (Al Quran), dan Syarak menjadi 
hukum serta adat yang menjalankannya. Suatu wilayah setingkat desa, 
barulah dapat dikatakan sebagai sebuah Nagari apabila di wilayah itu 
te rdapat sebuah masjid dan sebuah Balairung/ Ruang pertemuan. 3 Oleh 
karena itu di daerah Minangkabau hampir dapat dipastikan di setiap 
Nageri ada mesjid dan ba lairung . Kebe radaan ini se kaligus 
mere fleka s ikan keteg uhan mereka terhadap Adat dan Islam. Begitu 
patuh nya mereka, sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa 
seorang pejabat (penghulu) yang paling sekulerpun akan tersinggung 
harga dirinya jika dikatakan tidak beragama. Sebaliknya seorang 
Syai kh yang paling fanatik pun tidak akan menerima jika dikatakan 
tidak tahu Adat. 14 



15 

Di sa mp ing hal di atas sendi kehidupan lainnya yang sangat 
rn eresap ke dalam keh1dupan rnasyarakat M in angkabau ialah "harta 

pusa ko". Yang dim aksud de ngan "harta pusako" ialah berupa tanah 

(h arta) ya ng dim ilik i bersama-sam a ol eh su ku-suku Mingakabau 

tc rtentu secara turun-temurun . Pemanfaatannya harta pusaka itu baik 

) an g berbentuk tanah pertanian seperti sawa h dan kebun, maupun 

da lam bentuk lainnya seperti rumah, dilakukan secara bergilir oleh 

anggota masyarakat suku tersebut, dalam jangka waktu yang telah 

d ipe kati bersama. Harta pusako tidak boleh d ij ual atau digadai kepada 

pe ndudu k lai n tanpa adanya kesepakatan anggota suku . Umumnya 

harta kekayaan di Minangkabau merupakan tanah pusaka dan beberapa 

saja yang merupaka n harta pribadi .15 

Di da lam masyarakat Min angkabau t ida k ada golongan yan g 

menumpang. Kedud ukan mereka sama (setingkat) dan bersama-sama 

merupakan suatu badan persekutuan teritoria l (Nagari ), ka rena it u 

sering d isebut sebagai masyarakat geneologis teritorial. Atas dasar 

pertimba ngan geneo logi s semacam itulah maka pada tahun 193 7, 
wi laya h in i d iberikan hak otonomi yang didasa rkan kepada kesatuan 

ke lo mp o k a tau go lon g an , yang diseb ut groepsgemeenscap 
ordonantie. '" Art in ya otono m i itu tidak didasarkan kepada kesatuan 

hu kum b iasa , me lainkan ata s dasar gol o ngan atau komu n ita s 

masyarakat. Wilayah satu nagar i kadangkala terbagi atas dasar suku­

suku tertentu. Namun terdapat juga satu nagari yang tetap utuh 
w i layahnya berdasarkan kesepakatan semua suku yang menganggap 
dae rah itu m ilik bersam a.17 

C iri geneo/ogis-teritorial di atas identik dengan penghidupan yang 

be rc irikan komunal. Rasa kebersamaan yang tumbuh tercermin dalam 

landasan dar i bersama, o leh bersama, dan untuk bersama. Masyarakat 

M inangkabau juga terkena l sebagai masyarakat kedudukan sederaj at, 
se rta me mpunyai hak yang sama dalam memberikan pendapat. 

Keputusan- keputusan yang menyangkut hajat h idup anggotanya selal u 

d 1a m bil berdasarka n mu syawa rah dan m u fa ka t. Bi sa dikataka n 
seseorang tidak dapat rnemaksakan kehendaf... nya kepada orang la in 

apab il a f... eb ijaksanaan tersebut t idak d isukai oleh anggota masyarakat. 
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Stratifikasi sosial dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat 
digambarkan secara umum dan menyeluruh, karena pada kenyataannya 
stratifikasi sosial itu hanya berlaku dalam kesatuan sebuah desa 
(nagari) tertentu saja, atau sekelompok desa yang berdekatan. 
Pelapisan itu membagi masyarakat menjadi: urang asa (bangsawan), 
orang biasa.18 

Perbedaan lapisan sosial dapat dihubungkan dengan perbedaan 
kedatangan suatu keluarga ke dalam suatu tempat tertentu. Keluarga 
yang mula-mula datang dinggap sebagai keluarga bangsawan. Karena 
itu mereka dalam masyarakat Minangkabau juga dikenal sebagai 
urang asa (orang asal). Penghulu umumnya diangkat dan dipilih dari 
golongan ini oleh kaum yang bersangkutan. Namun dapat pula berasal 
dari golongan orang biasa. 

Pada awal abad ke-19 masih ada golongan menumpang pada 
keluarga yang datang lebih dahulu dengan cara menghambakan diri. 
Golongan ini sering dianggap lapisan paling rendah dalam masyarakat 
yang bersangkutan. Jumlah orang menghambakan diri sangat sedikit, 
dan makin lama makin berkurang, karena mereka kemudian dianggap 
sebagai anggota keluarga oleh para tuannya. Bahkan semenjak tahun 
1876 golongan ini boleh dikatakan tidak ada lagi dalam masyarakat.19 

Menurut konsepsi orang M inangkabau, perbedaan lapisan sosial 
ini dinyatakan dengan istilah "kamanakan tali paruik, kemanakan tali 
budi, kamanakan tali ameh dan kamanakan bawah lutuik", yang 
terutama dilihat dari sudut seorang urang asa. Seorang kamanakan tali 
budi adalah keluarga yang datang kemudian, tetapi karena kedudukan 
mereka yang tinggi di tempat asalnya, mereka dapat membeli tanah 
yang cukup luas di tempat yang baru. Mereka kemudian dianggap 
sederajat dengan keluarga urang asa. "Kamanakan tali ameh" adalah 
pendatang baru yang mencari hubungan "lutuik" adalah orang yang 
menghamba pada keluarga, "Urang asa" . "Kamanakan bawah lutuik" 
adalah orang yang menghamba pada keluarga urang asa, mereka 
sungguh-sungguh tidak punya apa-apa dan hidup dari membantu 
rumah tangga urung asa.20 

Disamping istilah kamanakan juga lazim digunakan kata "anak 
buah" yang berarti orang suruhan dari penghulu. Mereka melakukan 
kerja berat dan berbahaya seperti membuka hutan untuk dijadikan 
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sawah atau ladang dan menjaga keamanan nagari seba~ai pagar 
kampung. Tiap-tiap nagari mempunyai sejumlah anak buah barisan 
pengawal yang anggota-angotanya ahli menggunakan senjata tajam 
dan bersilat. Mereka, lazim disebut "dubalang" (hulubalang), mereka 
ini umumnya terdiri dari lapisan sosial yang paling bawah. ~ 1 

Pada umumnya mata pencaharian poko k rakyat adalah dari 

pertanian , terutama sebagai petani di sawah dan ladang. Jauh sebelum 

Be landa mas uk ke daerah ini, sebagian besar mata pencaharian 

pcnduduk Sumatera Barat adalah dari sektor pertanian, terutama 
pertanian sawah dan ladang dengan padi sebaga i tanaman utama. Di 
sa mping bertani, beberapa keluarga petani J uga membuka usaha 
industri rumahan, seperti pertenunan, kerajinan logam. 

Kegiatan pengrajin dan tukang-tukang di daerah pedesaan , 
terutama di dataran tinggi , umumnya skala kecil , dan usaha itu 
ditujukan untuk sekedar melengkapi kebu tuhan hidup. Adapula 
se bagian penduduk yang hidup sebagai pedagang, baik sebagai 
pedagang keliling, atau pedagang yang menetap di pasar-pasar atau 
membuka toko sendiri. Sedangkan penduduk di sekitar pesisir atau 
danau, banyak pula yang hidup sebagai nelayan . 

Di daerah pegunungan secara berkala di buka pasar-pasar, yang 
dilakukan secara bergilir dari satu desa ke desa lainnya. Pasar bergi li r 
ini dalam dialek Minangkabau disebut "Pakan", (artinya pasar yang 
diadakan sekali seminggu pada hari tertentu) . Kegiatan "pakan" in i di 
mata penduduk tidak semata-mata sebagai keg iatan ekonom i dal am 
arti jual-bel i saja, melainkan juga sebagai peristiwa sosial, yaitu 
pertemuan antar kerabat, teman dan lain-lain . 

Pedagang-pedagang keliling yang biasan ya berdagang keluar 

masuk kampung atau desa-desa, sedangkan mengikuti kegiatan pasar 
bergilir itu , terutama untuk menjual barang dagangannya seperti 
paka ian. a lat rumah tangga, perlengkapan petanian dan kebutuhan 
hidup lainnya. Para pengrajin-pengrajin datang selain untuk menjual 
barang-barangnya yang sudah jadi, dalam kesempatan itu juga 
menerima pesanan untuk membuat perh iasan, pakaian, atau 
rncmperbaiki perhiasan serta alat-alat perlengkapan kehidupan lainnya 
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yang dibawa para pengunjung atau langganannya. Tak ketinggalan 
dalam kegiatan ini adalah para petani setempat yang menjual hasil 
pertan iannya. 

Dari kegiatan di atas, Nagari memperoleh bagian berupa pajak 
yang dipungut dari pedagang yang datang untuk berniaga di pasar 
tersebut. Pajak yang terkumpul biasanya dipergunakan oleh nagari 
untuk perayaan nagari, memperbaiki gedung kerapatan nagari dan 
sekedar uang lelah bagi penghulu di dewan nagari. 

Ada satu tradisi yang sedikit banyak agak mempersulit kaum laki­
laki yang hidup dari tanah pertanian. Di Sumatera Barat, sampai 
dengan awal berdirinya Republik Indonesia, seperti telah disebutkan 
di atas, sebagian besar merupakan tanah pusaka. Dan tanah pusaka ini 
dimiliki dan dikuasai oleh kaum wanita, sehingga ada semacam 
ketergantungan kaum pria terhadap kebijakan kaum wanita dalam 
masalah ini. Memang ada tradisi "abuan" yaitu semacam pemberian 
modal kepada anak laki-laki oleh orang tuanya bentuk abuan itu bisa 
berupa beberapa ekor ternak, tanaman, atau uang celengan. Namun 
jumlah itu, jika dikaitkan dengan modal usaha, tentu saja tidak begitu 
besar. Hal semacam inilah antara lain yang menjadi salah satu 
pendorong bagi laki-laki Minang untuk pergi merantau. Karena jika 
seorang laki-laki Minang tidak berilmu dan tidak berharta, akan 
mengalami kesulitan, terutama dalam mencari pasangannya. Sebagai 
catatan, sebelum Perang Dunia II, umumnya yang melamar adalah 
pihak perempuan. 

Pada masa pendudukan Jepang, para petani banyak dipaksa oleh 
pemerintah pendudukan Jepang untuk mengerjakan kepentingan­
kepentingan Jepang, misalnya memperbaiki landasan kapal terbang di 
Bukittinggi (Gadut) di Payakumbuh (Piobang) dan bergotong royong 
membuat jalan kereta api di Logas. Akibatnya banyak tanah 
pesawahan dan peladangan yang terlantar sehingga para petani pun 
banyak yang menderita. 

Daerah Payakumbuh dan sekitar terkenal dengan pertanian 
tembakau rakyatnya, begitujuga ladang gambir dan cengkeh di Solok, 
semuanya tidak terurus. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan bahan 
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ma kanan nya, para petan i pada khususnya, dan masyarakat Sumatera 
Barat pada umumnya, terpaksa beralih pada umbi-umbian, sepert i 
umb i ka y u dan umbi rambat y ang mas ih dapat tumbuh dengan 
pengolah an ~eadanya . Ada pula yang pergi ke hutan untuk mencari 
jenis tanaman hutan yang dapat d imakan . Penduduk yang tinggal di 
p111gg ir su nga i dan di tepi panta i sedikit agak beruntung karena dapat 
menangka p ikan yang tidak habi s-habisnya untuk kebutuhan mereka. 
Se la in kekurangan bahan makanan , bahan sandang pun sulit didapat di 
pasaran . 

Pada masa pendudu k Jepang ada semacam gejala baru , yai tu 
munc ulnya pedagang-pedagang yang sama sekali tidak mempunyai 
to ko ata u ka ntor, tetap i men g uasai pasaran dagang. Pedagan g­
pedagang ini di sebut dengan ist ilah "Saudagar Kilat" atau Pedagang 
Kelil ing .' Mereka ini umumnya melaku kan perdagangan nya secarn 
harte r. Dan barang yang mercka bawa umum nya disesuai kan dengan 
kebut uhan masyarakat yang didatanginya. Misa lnya orang-o rang kota 
mem butu hkan say ur- mayur dan la uk-pauk, maka mereka bawa adalah 
::.ay uran dan lauk pauk yang se belum nya mereka pero leh dari orang 
desa dan para ne layan. Denga n cara itu lah mereka me ngel ilingi pasar­
pasar d i S umate ra Barat, ka rena itu sebutan mereka te rkenal den gan 
"saudagar Kilat". Tetap i dam paknya kehadiran para "Saudagar Ki lat" 
bagi rakyat itu tem yata sangat merug ikan . Sebab, mereka menetapkan 
harga jual di pasaran dengan seenaknya. Bahkan mereka sern 1g -
menggu nakan kata- kata "dem i kepent ingan Jepang" sebaga i ancaman 
bagi rak ) at yang ti dak mau membeli barangnya, atau mena war 
ba rangnya dengan harga-harga yang d ianggap terlalu murah. 

2.3 Perkembangan Singkat Daerah Administrasi Sumatera Baral 

Daerah )ang sekaran g dikenal sebagai Dae rah propinsi Sumatera 
Barnt dalam admin istrasi Hind ia Belanda dikenal sebagai Keresidenan 
S um ate ra Barat. Kemud ian pada tahun-tahu n awal keme rdek aan 
masuk menjadi bagian dari prov insi Sumatera dengan status yang 
sa ma , yaitu ke residena n. Kem udi a n setela h adanya pe ngak uan 
kt:da ulatan, provins i Sumatera dimeka rka n menj ad i tiga provinsi , yaitu 
prov in s i Sum atera Utara, provinsi Sumatera Tengah , dan provin si 
Su mate ra Se lata n . Setelah ada nya pemek aran ini, Keres idena n 
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Sumatera Barat ikut menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. 
Selain Keresidenan Sumatera Barat, masih ada dua keresidenan lagi 
yang tergabung menjadi bagian Provinsi Sumatera Tengah, yaitu 
Keresidenan Riau dan Keresidenan Jambi. 

Pada masa Hindia Belanda, wilayah pulau Sumatera, termasuk 
Sumatera Barat dimasukan sebagai wilayah gubememen dalam arti 
wilayah-wilayah yang langsung diperintah oleh pejabat-pejabat 
gubememen. Kekuasaan Residen waktu itu tidak terbatas pada bidang 
administrasi pemerintahan saja, melainkan juga dalam bidang 
kepolisian dan hukum. Dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari 
Residen dibantu oleh : 

I) Asisten Residen 
2) Demang 
3) Sekretaris daerah 
4) Panitia 
5) Ambtenaar karesidenan 
6) Kepala dan wakil kepala kepolisian dan reserse 
7) Wedana dan asisten wedana polisi . 

Secara administratif, wilayah Keresidenan Sumatera Barat terdiri 
dari empat afdeeling (setingkat kabupaten) dan dua staadsgemeente 
(kotamadya). Keempat afdeeling itu adalah : 

Ajdeeling Zuid Benedenlanden 
Afdeeling Tanah Datar 
Afdeeling Lima Puluh Kota 
Afdeeling Solok 

Sedangkan kedua Staadsgemeente atau kotamadya itu adalah : 

Padang 
Fort de Kock 

Pembentukan kedua kotamadya itu bo leh dikatakan hampir terjadi 
dalam waktu yang bersamaan, se suai dengan undang-undang 
desentralisasi tahun 1905 untuk kedua daerah itu . 

Setiap daerah administrasi afdeeling, terbagi lagi atas beberapa 
kesatuan adm inistrasi yang disebut onder a/dee ling. Pembagian daerah 
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admi nistras1 di wilayah Sumatera yang dilakukan pemerintah Hindia 
13elanda memang berbeda dengan pembagian yang telah dilakukannya 
di pulau Jawa. Di Jawa dan Madura, kesatuan daerah administratif 
onder afdeeling tidak ada . Yang ada adalah kewedanaan dengan 
seorang wedana sebagai kepala daerahnya . 

Di bawah onder afdeeling adalah dist nk yang kemudian di 
kalangan masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kademangan , sesuai 
denga n 1- epala daerahnya, yang disebut Demang Y Setiap distr ik 
terbagi atas beberapa daerah administrasi onder distrik. Daerah onder 
dist rik dikepalai seorang Asisten Dernang. 

Kedudukan Asi sten Demang ini cukup unik jika dibandin gkan 
pejabat yang setingkat dengannya, seperti camat di daerah pulau Jawa. 
Sebagai kepala daerah, ia bertanggung jawab kepada Demang. Akan 
tc tapi dalam masalah keamanan ia bertan ggung jawa b kepada 
Magistraat. 'Duali sme' seperti ini terjadi karena adanya aturan yang 
yang tertuang dalam staatsb/ad No. 398 tahu n 1916. Berbeda pu la 
dcngan di pulau Jawa, umumnya pejabat setingkat kabupaten sepert i 
halnya afdeeli ng, selalu d ipegang oleh orang Bumiputera. Sementara 
di Sumatc ra Barat j abatan itu, bahkan sampai j abatan Demang sela in 
dipegang o leh orang Belanda. 

Di Sel ur uh Sumate ra Ba rat terdapat 2 0 buah dis trik ya ng 
me mbawahi 56 buah daerah onder distrik . Seorang Demang ~ebat,ai 
kcpala daerah dan pemerintahan distrikjuga merangkap sebagai kepa la 
polisi . 

Adapun kesatuan daerah terkecil di Sumatera Barat adalah nagari. 
Kedu dukan nagari ini kurang lebih sama dengan desa di pulau Jawa. 
Kesatuan adm inistrasi terkeci l ini boleh dikatal-.a n merupakan kesatuan 
ad ministrasi tradisional da lam arti sudah ada jauh sebelum pengaruh 
Belanda masuk ke daerah ini . Sebuah nagari d ikepalai oleh seorang 
Kepa la Nagari . Menurut ad at, seorang kepala nagari diangkat secara 
musyawarah dalam suatu rapat adat nagari yang terdiri dari penghulu­
penghulu adat, alim ulama, cerdik pandai dan pemuda . Artinya mereka 
dip ilih secara demokrati s. 

Sewaktu Bel a nda rnasuk ke daerah 1111, kemud ian 
mem anfaatkannya untuk ke pentingan pem e rintahannya. Sistem 
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pengangkatan kepala nagari melalui sistem rapat adat yang demokratis 

itu secara resminya tetap dipelihara, namun dengan satu ketentuan 
tertentu yang sangat menguntungkan pemerintah ko lonial Belanda. 
Seperti telah disinggung di atas sejak tahun 1914, pemerintah Belanda 
te lah rnemberlakukan Ordonansi Nagari 1914 yang membatas i 
keanggotaan dewan nagari pada "penghu lu inti" , ya itu mereka yang 
di akui pemerintah sebagai "penghulu pucuk". Hanya mereka inilah 
y ang diperbolehkan m e megan g kekuasaan di na gar i. Da lam 
perjalanannya nanti kelompok adat ini memprakarsai berdirinya dewan 
perwaki lan Sumatera Barat, yang mernperkuat kedudukan mereka 
terhadap kelompok lain, yang kurang kooferatif dengan pemerintah . 

Pada tahun 1938 di Sumatera Baral dibent uk satu lembaga 
sernacam dewan penasehat, yang diberi nama Minangkabau Raad. 
Ketua dew an ini dipegang ole h orang Belanda , sedangkan 
sekretarisnya adalah orang Indones ia. Pada tahun itu yang menjabat 
sebagai sekretaris Minangkabau Raad adalah Roesad Dt. Perpatih 
Bari ngek . Berdasarkan Staatsblad 1938 No. 132, Minangkabau Raad 
beranggotakan . 49 orang yang terdiri dari. 

a. 9 orang Onderdaanen Nederlandees. 
b. 2 orang Onderdaan 
c. 38 orang bumi putera. 

Meskipun orang Indonesia atau Burniputera yang duduk di dalam 
dewan itu rnerupakan mayoritas, namun tidak berarti mereka dapat 
meny uarakaan suara rakyat Indonesia pri bumi secara bebas. Sebab 
mereka dipilih setelah melalui seleksi yang ketat. Di sarnping itu 
pemerintah juga rnernbatasi isu-isu yang boleh dibicarakan dalam rapat 
dewan. 25 

Dengan kondisi semacam itu tidak aneh jika banyak usul yang 
terlontar dari kalangan rnasyarakat Minangkabau yang ditolak oleh 
pemerintah Belanda. Oleh karena itu satu kelompok di bawah 
pi mpinan Chatib Sulaeman mencoba merencanakan demonstasi untuk 
me nuntut kepada pemerintah Belanda agar peran rakyat Minangkabau 
untuk menentukan nasibnya sendiri dipulihkan kembali, termasuk di 
antaranya dalam menentukan sikap terhadap kemungkinan datangnya 
kekuatan Jepang. Namun usaha Chatib Sulaeman dan kawan-kawan 
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ini mengalami kegagalan . la bersama-sama dengan teman-temannya 
d it angka p dan dibawa ke Kutacane dan di penjarakan di sana . 
Kemudian mereka diadil i dengan tuduhan berusaha menggantikan 
pemerinta ha n yan g sah dalam situasi darurat. Ketik a Jepang 
menduduki daerah-daerah Sumatera Barat dan secara kebetulan Bung 
Karno (Soekarno) berada di kota Padang, dia telah meminta pada 
ba latentara Jepang untuk mencari informasi tentang Chatib Sulaeman 
dan kawan-kawannya sampai ketemu . Usaha itu berhasil , Chat ib 

ulaeman dibebaskan di Kabanjahe lalu dibawa kembali ke Sumatera 
Barat. 26 

Setelah balatentara Jepang berhasil mengambil al ih kekuasaan dari 
Belanda atas wilayah Hindia Belanda, mereka sege ra membentuk satu 
pe merin tah milite r, ya ng lebih d ikenal sebag a i pem e r in tah 
pend udukan, mengingat suasana darurat perang waktu itu. Walaupun 
nam a nya Pe merin tah pendudu kan , nam un usaha- usa ha untuk 
melakukan penjajahan memang terlihat di da lamnya. Dalam menyusun 
pemerintahan di Indonesia, Jepang melak ukannya sesuai den gan 
pasukan yang berhasi l menguasa i daerah tersebut. Atas dasa r itulah 
maka wi layah Indonesia dibagi atas tiga wilayah mi liter, ya itu : 

I) Jawa dan Madura dikuasai dan diawasi o leh Tentara Angkatan 
Darat (Riku-gun) keenambelas yang berpusat di Jakarta .27 

2) Sumatera dikuasai dan diawasi o leh Tentara Angkatan Darat 
keduapuluhlima yang berpusat di Bukitti nggi. 

3) Daerah bekas Hindia Belanda lainnya di luar kedua wilayah di 
atas dikuasai dan d iawas i oleh Angkatan Laut (Kai-gun) kedua 
dengan kantornya te rdapat di tiga daerah yaitu: Balikpapan 
(Kal imantan), Makasar (S ulawesi ), dan Am bon (Ceram).28 

Pembag ian semacarn ini sudah bara ng tentu membawa 
konsekuensi , yaitu munculnya pengaturan pemerintahan di daerah 
yang beraneka ragam . Penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya 
d ise suaikan dengan kepentingan angkatan perang Jepang yang 
bersangkutan . Mulanya seperti halnya di daerah pulau Jawa, Jepang 
mencoba mengganti semua aparatur pemerintahan dari masa Hindia 
Be landa. Namun karena yang datang kc Indonesia dalam gelombang 
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pertama umumnya adalah kaum mi liter yang serba sedikit mengetahui 
tentang administrasi pemerintahan sipil, maka terpaksa mereka 
merekrut kembali para ambtenar lama. Tentu saja dalam beberapa hal 
pemerintah pendudukan Jepang melakukan beberapa perubahan 
sekaligus dimaksudkan untuk menarik hati bangsa Indonesia. Salah 
satu perbedaan yang cukup menonjol adalah dalam korp pegawai 
negerinya. Pada masa Hindia Belanda terdapat dua macam korp 
pegawai negeri, yaitu korp pegawai bangsa Belanda yang disebut 
Nederlandse Binnenlands Bestuur, dan korp pegawai bangsa Pribumi 
yang disebut ln/andse Binnenlands Bestuur atau lebih terkenal dengan 
sebutan Pangreh Praja . Dua perbedaan ini oleh pemerintah 
pendudukan Jepang dihapuskan. Dan untuk menguatkan kedudukan 
para pegawai serta lembaga-lembaga pemerintah itu dikeluarkan 
O samu Seirei No. I 11942. Dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 3 
d ije laskan : 

Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum 
dan undang-undang dari Pemerintahan yang dahulu, tetap diakui 
sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan 
aturan pemerintah militer. 

Perubahan lainnya yang cukup kentara adalah dalam hal nama­
nama kesatuan administrati f. Nama-namanya mulai dari tingkat desa 
(bahkan RT) sampai dengan tingkat keres idenan (provinsi dihapuskan) 
se mua dijepangkan . Keresidenan menjadi Sy uu (Residen menjadi 
Sy ucokan ), Kabupaten menjadi Ken (Bupati menjadi Ken-c o), 
Kotamadya menjadi Si (Walikota menjadi Si-co), Kewedanaan atau 
Distrik menjadi Gun (Wedana menjadi Gun-co ), Kecamatan menjad i 
Son (Camat menjadi Son-co), dan Desa menjadi Ku (Kepala Desa 
menjadi Ku-co). 

Seperti telah disinggung di atas, bahwa orang Jepang yang datang 
ke Indonesia pada gelombang pertama adalah kaum militer, sedangkan 
kaum s ipilnya baru datang kemudian. Sebenarnya pemerintahan 
Jepang di Tokyo juga telah mengirimkan tenaga-tenaga sipilnya cakap 
da lam bidang pemerintahan ke Indones ia guna mengambil alih tugas 
administrasi pemerintahan setempat. Namun kapal yang 
mengangkutnya tenggelam diserang angkatan perang Sekutu. 
Ak ibatnya, o rang sipil Jepan g yang ada di lndonesiaj umlahnya relatif 
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kecil, sehingga tidak dapat memenuhi kebutu han. Kondisi seperti in i 
ternyata cukup mengu ntungkan kaum Pribum i, khususnya para ulama 
Islam yang semasa pemerintahan Kolonialis Be landa sering dianggap 
sebagai biang kerusuhan dan pemberontakan . Pada masa Jepang ini , 
tidak sedikit dari bangsa Pribum i yang duduk sebagai Residen atau 
Wakil Resi den, satu kedudukan yang sebenarnya selalu dijabat oleh 
bangsa Belanda. Bahkan adapula dari kalangan ulama Islam yang 
menj abat sebagai Wakil Residen .29 kalangan ulama yang ditarik 
menjadi penasehat oleh pemerintah pendud ukan Jepang setempat . 
Bahkan ada pula ulama yang duduk dalam pemerintahan . Sebagai 
contoh, jabatan wak il residen, bahkan residen, belum pemah dij abat 
oleh orang Pribumi . Paling tinggi jabatan orang Pribumi adalah 
sebagai bupati . Sedangkan pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang 
karena kekurangan tenaga s ipil Jepang, maka lowongan itu kemudian 
diserahkan kepada orang Indonesia. 

Semul a daerah Sumatera berad a d i bawah Depart eme n 
Pemerintahan Militer (Gunsei-bu) Tentara ke-25 yang berpusat di 
Shonanto (S ingapura), yang selama tahun pertama pendudukan 
memerin tah Sumatera dan Malaya.Jo Pada tanggal 27 Maret 1945, 
Te ntara ke - 25 d i Singapura in i me ng irimkan 31 orang 
administratomya ke pulau Sumatera guna mengambi l alih jabatan­
jabatan pemerintah yang sem ula dipegang oleh orang-orang Belanda. 
Namun j umlah itu terlampau sedikit sehi ngga mereka terpaksa 
menempuh cara yang dilakukan di pulau Jawa, yaitu mengizinkan para 
bekas pegawai Hindia Belanda untuk melanj utkan tugasnya. Lalu, 
pada bulan April Gunsei-hu mengirimkan mantan Kolonel Fujiyama 
bersama tiga orang asistennya ke Padan g untuk menguru s 
pemerintahan di sana. Dia lah yang kemudian mengambil alih 
kekuasaan atas daerah Sumatera Barat dari Residen Belanda G .A. 
Bosselaar di Padang.Ji 

Menurut Audrey Kahin, ketika pertama kali Jepang menduduki 
Sumatera Barat, pasukan mereka tidak begitu kuat dan tidak begitu 
meyakin i kekuatannya untuk mampu melanj utkan kebijakan yang 
akomodatif terhadap aspirasi nasionalis seperti di daerah lainnya di 
Indonesia. Dalam hat ini misalnya menyangk ut pengibaran bendera 
sang saka merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. 
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Dalam membentuk aparatur pemerintahannya di Sumalera Baral, 
seperti lelah disinggung di alas, Jepang tidak banyak melakukan 
perubahan . Susunan struktur pemerintahan Sumatera Barat pada masa 
pemerintah pendudukan Jepang adalah sebagai berikut : 

• Sumatera Neishi Kaigan Syu (Keresidenan Sumatera Barat) 
dikepalai oleh Syucokan. 

• Bun (luhak) atau afdeeling dikepalai Bun-Syuco 

• Fuku-bun (onder-afdeeling atau Distrik/ Kademangan) dikepalai 
oleh Fuku-bun-co. 

• Gun (Onder distrik) dikepalai oleh Gun-co. 

• Fuku-gun (kecamatan) dikepalai oleh Fuku-gun-co. 

• Negari (kepala negeri) .3
" 

Perbedaan yang mendasar adalah posisi jabatan fuku-bun-co 
sebagai kepala Kademangan yang biasanya dipegang oleh orang 
Belanda (controleur), pada masa pendudukan Jepang ini diserahkan 
kepada orang Pribumi. 

Di samping mempercayakan jabatan Fuku-bun-co kepada orang 
Indonesia, akhirnya pemerintah pendudukan Jepangjuga mengizinkan 
o rang-orang Indonesia mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih 
di seluruh wilayah Sumatera Barat, berdampingan dengan bendera 
Jepang, Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh pula dinyanyikan di 
samping lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. 

Tindakan pemerintah Jepang lainnya yang cukup mendapat 
sambutan rakyat setempat adalah diberikannya izin kepada para tokoh 
masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan suatu perkumpulan yang 
dinamai Komite Rakyat. Menurut beberapa sumber, pembentukan 
Komile Rakyat ini adalah atas anjuran bung Karno sewaktu ada di 
Sumatera Barat yang bekerja sama dengan beberapa tokoh setempat. 33 

Perkumpulan ini umumnya bergerak dibidang sosial , seperti 
mengurangi ekses perang terhadap masyarakat Sumatera Barat. Para 
pendiri Komite itu adalah : Suska, Mr. Abu Bakar Jaar, Abdullah St. 
S inaro, Syarif Usman, Ismail Lengah dan beberapa orang lain, yang 
semuanya berjumlah 17 orang. Pendirian Komite ini juga mendapat 
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bantuan dari Persatuan Saudagar Indonesia di Padang, Dan rakyat 
Sumatera barat peda umumnya juga menyambut dengan gembira 
adanya Komite tersebut. Apalagi Komite terse but tidak semata-mata 
sebagai badan yang membantu kepentingan perang Jepang, melainkan 
banyak membantu rnasyarakat seperti mendirikan sekolah-sekolah dan 
memelihara semangat masyarakat dalam menghadapi situasi sulit 
karena perang .34 

Sejak awal tahun 1943 , situasi perang di kawasan selatan semakin 
tidak menguntungkan pihak Jepang. Dalam ha l ini, khususnya Tentara 
angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Singapura merasa kesulitan 
dalam menerapkan kebijakan tunggal terhadap dua daerah yan g 
berbeda-beda seperti Sumatera dan Malaya, khususnya dalam memberi 
perlindungan terhadap daerah sekitar kilang minyak di Palembang. 
Pertimbangan-pertimbangan seperti itulah akh irnya yang memaksa 
Tentara ke-25 in i memindahkan markas besarnya ke Buk itt ingg i 
tepatnya sejak tangga l I Mei 1943. 35 Malaya sendiri sejak itu berada 
di bawah Tentara angkatan Darat ke-29. 

Perta hanan wilayah Sumatera barat sendiri secara khu sus 
k.e mudian diberikan kepada Div isi ke-14 (Osaka atau Yodo) setelah 
divis i ini d ipindahkan markasnya ke Padang. Namun beberapa bu lan 
kem udia n kekuata nn ya berkurang kare na beberapa uni t nya 
d iperbantukan ke Tentara Wilayah ke-7. Kem udian sejak awal tahun 
1945 sebag ian besar pasukan dari divisi ini di pindahkan ke dataran 
Asi a guna memperkuat pertahanan Jepang di sana dan kemungkinan 
datangnya serangan Sekutu. Dengan berkurangnya kekuatan Divis i 
Osaka in i, w ilayah Sumatera Barat kemudian ditempatkan di bawah 
yurisdiks i Brigade Campuran ke-25 yang bermarkas di Tapanu li . 
Brigade inilah yang berkuasa sampai dengan menyerahnya Jepang ke 
pihak Sekutu bu Ian Agu stus 1945 .36 

Setelah Indonesia merdeka, struktur pemerintahan di wilayah ini 
mas ih dipertahankan seperti semula. Statusnya pun pada mulanya 
masih tetap d ipertahankan, yaitu sebagai satu ke residenan. Orang yang 
dipi lih masyarakat sebagai Residen pertama Sumatera Barat di alam 
ke me rd ek aan adalah M. Syafe i. 37 Pilihan rakyat ini mendapat 
persetujuan G ubernur provonsi Sumatera Teuku Moh , Hasan yang 
berkedudukan di Medan . 
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Kemudian untuk menyelaraskan dengan berdirinya Komite 
Nasional (KNI) Pusat, maka di Sumatera Barat pun didirikan KNI 
Daerah yang selanjutnya bertugas memperjuangkan kemerdekaan. 
Oleh karena itu lembaga ini menjadi tempat berkumpulnya tenaga.­
tenaga pejuang dari segala golongan dan jabatan. Ketika KNI Pusat 
berstatus legislatif dan bersifat perwakilan, maka KN I Daerah berubah 
pula menjadi Dewan Perwakilan Keresidenan. Sejalan dengan itu 
di tiap-tiap nagari dirikan pula KNl-Nagari . Setelah KNID terbentuk 
selanjutnya didirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai 
realisasi dari perintah Presiden tanggal 25 Agustus I 945 di Jakarta. 

Setelah perang kemerdekaan usai, pemerintah pusat melakukan 
reorganisasi . Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga, yaitu Provinsi 
Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan . Keresidenan 
Sumatera Barat bersama-sama dengan Keresidenan Jambi dan Riau 
masuk ke dalam provinsi Sumatera Tengah dengan ibukota 
Bukittinggi. 

Kemudian ketika terjadi pemekaran, Keresidenan Sumatera Barat 
berubah statusnya menjadi Provinsi Sumatera Barat dengan ibukotanya 
di kota Padang. Yang tercakup dalam daerah ini adalah delapan daerah 
Swatantra tingkat II (kabupaten) dan enam Kotamadya. Adapun 
kedelapan kabupaten itu adalah : 

I . Kabupaten Tanah Datar 
2. Kabupaten Agam 
3. Kabupaten 50 Kota 
4. Kabupaten Solok 
5. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung 
6. Kabupaten Pasaman 
7. Kabupaten Padang/ Pariaman 
8. Kabupaten Pesisir Selatan 

Sedangkan kedelapan Kotamadya adalah sebagai berikut : 

I . Kotamadya Padang 
2. Kotamadya Bukittinggi 
3. Kotamadya Payakumbuh 
4 . Kotamadya Solok 
5. Kotamadya Sawahlunto 
6. Kotamadya Padang Panjang.3q 
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BAB Ill 

MASA TRANSISI 

3.1 Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 

Dalam bab sebelumnya telah disinggung bahwa sejak awal tahun 
1943, posisi Jepang telah berubah, dari posisi ofensif menjadi def ens if. 
Keka lahan demi kekalahan di setiap fron t menimpa balatentara 
Jepang, seh ingga pemerintah militer Jepang waktu itu mulai me lirik 
kepada po tensi penduduk di daerah-daerah yang dikuasainya. Di In­
dones ia , mereka mencobanya dengan cara mendekati tokoh-tokoh 
aga ma dan kaum nasionalis setempat. Mercka mencoba mc ngajak 
serta dan menjadikan politik perang "Perang As ia Timur Raya" Jepang 
sc bagai perang bersama untuk mengalahkan kaum kapitalis impenalis 
Baral. Jika di Jawa ada Jawa hokokai, maka, d i Sumatera di dibentuk 
pu la Sumatera Hokokai ( Kebaktian rakyat Sumatera). Tokoh-tokoh 
yang terlibat dalam Hokokai ini antara lain: Mohammad Safei, Chatib 
Su laeman , Mr.Mohammad Rasjid, Dr. Madjo Urang, Roesad Dt 
Pepatiah Baringek, dan Syeik Djamil Djambek.40 

Sejak akhir tahun akhir tahun 1944, penguasa Jepang di Sumatera 
juga berusaha keras untuk menarik dukungan tokoh-tokoh nasiona lis 
Indonesi a melalui janji Koiso, seperti halnya di Jawa. Namun dalam 
beberapa hal ternyata penguasa mi liter di Sumatera mempunyai sedikit 
perbedaan pandangan dengan rekannya di Jawa. Panglima Tentara 
kc-25 tidak sependapat mengenai adanya kemerdekaan bagi satu 
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wilayah yang meliputi seluruh bekas Hindia Belanda. Mereka 
menginginkan wilayah Sumatera terpisah dari Jawa, dalam arti berdiri 
sendiri. Dalam rangka menciptakan Sumatera yang berdiri sendiri itu, 
Tentara ke-25 mengambil langkah-langkah persiapan, antara lain 
dengan mendirikan Chuo Sangi In (Dewan Penasehat) bagi seluruh 
Sumatera. Lembaga itu diresmikan pada awal tahun 1946. Berbeda 
dengan di Jawa, Chuo Sangi In di Sumatera tidak pernah mengadakan 
pertemuan sampai akhir Mei 1945 yang disebabkan oleh adanya 
pembatasan agenda dari penguasa militer. Usaha untuk pemisahan 
Sumatera ini pun akhimya ditinggalkan begitu saja oleh tentara ke-26 
karena situasi dan kondisi yang dianggap tidak memungkinkan lagi 
untuk maksud itu. Dalam beberapa m inggu sebelum Jepang menyerah, 
Tentara ke-25 mau menerima usu! koleganya di Jawa, sehingga 
kemerdekaan untuk Indonesia pun semakin bulat. Sebagai bentuk 
persetujuannya terhadap usul rekannya dari Jawa, penguasa Tentara 
ke-25 mengirimkan tiga orang tokoh sebagai wakil Sumatera ke Jawa 
untuk mengikuti pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI). Ketiga orang itu ialah: Mr. Teuku Mohammad Hasan 
(Pengacara asal Pidie, Aceh), Dr.Mohammad Amir (dokter asal 
Minangkabau), dan Mr Abdul Abbas (Pengacara asal Batak 
Mandailing). 41 

Sebenamya ketiga orang itu tidak ada yang betul-betul mewakili 
daerahnya. Mohammad Hasan dan Mohammad Amir misalnya, tidak 
pamah diangkat menjadi anggota Chuo Sangi In Sumatera. Ketiga 
orang ini tidak langsung di kirimkan ke Jakarta, melainkan ke 
Singapura, dengan pertimbangan akan bertemu dengan para pemimpin 
PPKI di kota itu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ketiga wakil 
Sumatera itu bertemu dengan Sukarno Hatta yang baru kembali dari 
Dalat, Vietnam. Pada tanggal 14 Agustus, sewaktu Jepang menyatakan 
menyerah tanpa syarat, pesawat militer Jepang telah berangkat 
mengangkutnya menuju Jakarta. Oleh karena itu, delegasi Sumatera 
itu ikut hadir ketika Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia 
memproklam irkan kemerdekaan bangsa lndonesia. 42 

Melihat kondisi geografis Sumatera Baral, ditambah adanya sikap 
Tentara ke-25 seperti telah disinggung tadi, yang sedikit banyak telah 
menghambat lancarnya hubungan dan arus komunikasi antara wilayah 
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in i denga11 Jawa pada khususnya, sebenarnya sangat rnencengangkan 
melihat sikap dan tanggapan rnasyarakat seternpat terhadap datangnya 
bcrita kekal ahan Jepang yang kernudian di susul dengan datangnya 
bcrita Prokl amasi Kernerdekaan bangsa lndonesia.4

; Mereka den gan 
cepat rnengambil sikap dan dengan inisiati f yang relatif cepat juga, 
segcra rn embentuk pemerintahan yang pro Republik Indonesia . 

Serita kekalahan Jepang dari pihak Sekutu sarnpai ke tangan 
tokoh-tokoh rnasyarakat Surnatera Barat harnpir sarna waktunya 
dengan yang dialarni para tokoh rnasyarakat di pulau Jawa, khususnya 
kota Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, seorang pejabat 
Kejaksaan Jepang telah rnernberitahukan tentang peristiwa penyerahan 
itu kepada Mr. St. Moh . Rasyid, yang kemudian rnernberitahukannya 
kepada beberapa rekannya. Dengan adanya berita itu, para tokoh 
tersebut berkeyakinan bahwa dalarn waktu yang tidak lama lagi aka11 
tcrj adi s ua tu perubahan po litik di wilyah itu, khususnya Sumatera 
Baral. Perkiraan itu semakinjelas dengah sam pa inya berita Proklama:>i 

Kerne rdekaan RI. pada pada rnalarn di hari ber ikutnya. Para pern uda 
) ang bekerj a di kantor P.T.T di Padang dan Bukittinggi dan yang 
bek erja di kantor berita Jepang, Dome S umatera Baral, telah 
rnenangkap pembacaan teks proklarnasi yang dipancarluskan oleh 
pcm anc ar Jakarta Ho so Kyoku. 4 4 Setel ah itu rnereka se gera 
mernberitahu tokoh-tokoh Surnatera Barat, dan dalam waktu dt1a dan 
t1ga hari , sali nan teks proklarnasi itu pun te lah beredar d i kalangan 
rnasyarakat luas, termasuk di markas Hokokai di Padang, dan kantor 
Giy ugun di Bukittinggi .45 

Seperti telah disinggung d i atas, Moh . Rasyid telah menerima 
berita kekalahan Jepang dari orang Jepang sendiri. Sebenarnya bukan 
hanya Moh. Rasyid saja yeng rnendengar berita kekalahan itu. Sebab, 
pada waktu itu ada beberapa pejabat sipil dan instruktur mi liter Jepang 
ya ng memberitahukan perihal kekalahan itu kepada para koleganya 
yang berbangsa Indonesia . Namun, sampai dengan tanggal 21 Agustus 
1945, penguasa Tentara ke-25 :Jepang belum mau mengumumkannya 
sccara resm i. Barulah pada tanggal 22 Agustus secara terbuka lewat 
siaran radio penguasa militer Jepang nnengatakan bahwa telah dicapai 
kah sepakat untuk melakukan gencatan senjata antara Tokyo dengan 
Sek utu .4

" Beberapa hari sebelumnya Pemeri ntah, Pendudukan Jepang 
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di Sumatera Barat telah membubarkan Giyugun, dan telah melucuti 
sebagian besar tentaranya yang berasal dari bangsa Indonesia dan 
memulangkan ke kampung-kampungnya masing-masing. 

Pada tanggal I 8 Agustus I 945, sejumlah pemuda yang beberapa 
di antaranya adalah mantan Giyugun, mengadakan pertemuan rahasia 
di rumah A, Muluk, yang dikenal sebagai seorang guru di Alanglawas, 
Padang. Dalam pertemuan itu dibicarakan perihal berita proklamasi 
kemerdekaan yang telah mereka terima sebelumnya, sekaligus untuk 
mengecek kebenaran dan berita tersebut. Andaikata berita itu benar, 
mereka memperkirakan berbagai kemungkinan yang akan muncul, 
baik bersifat positif maupun negatif, sejalan dengan semakin 
menyebamya berita tersebut di kalangan masyarakat.47 

Pertemuan berikutnya diadakan pada tanggal 20 Agustus dengan 
mengambil tempat di Pasar Gadang, Padang. Dalam pertemuan ini, 
terutama para pemuda mantan Giyugun beserta anggota-anggota 
organisasi pendukungnya, yaitu Giyugun Ko enkai, mendorong untuk 
didirikannya satu organisasi yang dapat menyatukan para pemuda, 
sekligus sebagai lembaga penerangan bagi masyarakat Sumatera Barat, 
khususnya yang berkaitan dengan masalah kemerdekaan bangsa Indo­
nesia. Dalam pertemuan itu disepakati pembentukan satu badan yang 
diberi nama Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di bawah 
pimpinan Ismail Lengah, mantan perwira Giyugun . 

Di bawah pimpinan Ismail Lengah ini BPPI pada awalnya 
me mang menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat 
Padang, sekaligus pos terdepan untuk melakukan tindakan-tindakan 
yang bersifat radikal. Dan yang cukup penting untuk dikemukakan di 
s ini, para pemuda BPPI segera menjadi pemimpin dari kekuatan BKR 
yang kemudian dibentuk di Sumatera Barat. Bahkan dapat dikatakan 
BPPI itu sendiri berkembang menjadi kantor penghubung antara 
badan-badan sipil dan BKR.48 

Sementara itu para pemuda di Bukittinggi tidak mau ketinggalan 
dari para pemuda di kota Padang. Pada tanggal 26 Agustus 1946 
mereka mengadakan satu pertemuan yang dihadiri oleh seluruh 
organisasi pemuda, yang pada masa pendudukan Jepang umumnya 
tidak dapat bergerak, seperti HW (Kepanduan), SIAP, PM!. HPJI 
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organisasi pernuda di setiap daerah, seperti RK dan RT. Mereka secara 

spontan berk urnpul di Ja lan Te rnbok 32 . Dalarn pertemua n itu 

diputuskan untuk mendirikan suatu organ isas i pemuda yang bernama 

pem uda Indo nesia ( Pl) . Beberapa minggu kemudian Pl diubah 

menj adi Pemuda Repub lik Indonesia (PRI) . PRI ini bertindak untuk 

menj aga dan menetapkan keamanan daerah Bukittinggi . Selanjutn ya 

PR! di seluru h daerah Surnatera Barat sarnpai ke nagari-nagari. PRI 

ini berti ndak sebagai penjamin kearnanan daerah rnasing-rnasing 

dalarn rangka menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang 

baru saja diproklamasikan . 

Menurut Kahin , dalam banyak hal PR I mempunyai perbedaan 

dibandingkan dengan BPPI. Dapat dikatakan dalam beberapa hal PR! 

lebih menyerupai organi sasi pemuda d i pulau Jawa.4 9Selama rninggu­

m inggu pertama revolust, an ggota PRI ak ti f mendoron g pejabat 

pemerintah loka l dalam membentuk aparat Republik d i kota-kota dan 

pedesaan Be berapa cabang PRI bahkan me mainkan peran utam a 

dalarn pembentukan Komite Nasional Indones ia ( KNI) d i daerahnya 

masi ng-m asing. Tidak jarang mereka bertindak selaku "kelom pok 

pene kan " un tuk m em buat agar KN! le bi h bercirikan badan 

perti mbangan ketimbang semacam Hokokai. ' 0 

Meskipun sejak tanggal 18 Agustu s I 945 berita proklam;i s i 

kemerdekaan telah tersebar luas di kalangan masyarakat Sumatera 

Barat, terutama karena adanya tindakan cepat dari para pemuda yang 
te rgabung dalam BPPI dan PRi , namun sikap dan dukungan resmi 

masyarakat Sumatera Barat atas isi proklamas i kemerdekaan itu baru 

muncul pada tanggal 29 Agustu s I 945. Pada tanggal itu diedarkan 
satu selebaran yang isinya antara lain seperti berikut : 

PERMAKLUMAN KEMERDEKAAN INDONESIA 

Mengikuti dan menguatkan pernyataan kemerdekaan 

Indonesia oleh Bangsa Indonesia seperti proklamasi 
pemimp in-pemimpin besar kita Soekarno Hatta atas nama 
Bangsa Indonesia sebagai berikut : 
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PROKLAMASI 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan 
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan 
kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara 
seksama dan sesingkat-singkatnya. 

Jakarta, 17 Agustus 1946 

ATAS NAMA BANGSA INDONESIA 

SOEKARNO-HA TTA 

Maka kami Bangsa Indonesia di Sumatera dengan 1111 

mengakui kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam 
proklamasi di atas dan menjunjung keagungan kedua 
pemimpin Indonesia itu. 

Bukittinggi hari 29 bulan 8 tahun 1945 

Atas nama Bangsa Indonesia di Sumatera 

Mohammad Sjafei. 51 

Para Pemuda mencetak teks proklamasi kemerdekaan sebanyak 
mungkin untuk disebar-luaskan ke seluruh pelosok Sumatera Barat. 
Percetakan dilakukan di kantor Padang Nippo, dan percetakan Gazaira 
di Pasar Batipuh, Padang. Percetakan ini dilakukan pemuda dengan 
sangat hati-hati untuk menghindari razia Kempetai. Walaupun sudah 
bertindak hati-hati, tapi pada akhirnya pihak Jepang dapat 
menciumnya juga, sehingga para pemuda sempat berurusan dengan 
Kempetai. Percetakan surat kabat Padang Nippo yang sebelumnya 
merupakan milik Jepang, yang kemudian diambil alih para pemuda 
untuk mencetak selebaran tadi, pada suatu hari dikepung tentara 
Jepang. Namun karena kelihaian tokoh pemuda serta pengaruh 
beberapa tokoh masyarakat waktu itu, peristiwa pengepungan itu tidak 
sernpat pecah rnenjadi insiden berdarah.52 

Dengan dukungan masyarakat itulah para pernuda yang tergabung 
dalam BPPI Padang dan Pernuda Rakyat Indonesia (PR!) Bukittinggi 
mendatangi kantor-kantor pemerintahan dan menuntut agar Jepang 
menyerahkan gedung-gedung itu serta persenjataan yang ada kepada 
rnereka. 
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Gerakan para pem uda unuk men g uasai kantor-kantor 
pemerintahan di Sumatera Barat dirnulai dengan rnenaikkan bendera 

Merah Putih dan menurunkan bendera Hinomaru di kantor balai kota 

Padang. Sernentara pengumpulan senjata dari tangan Jepang dilakukan 
de ngan perundingan , membeli, rnencuri , merampas atau bahka n 
menyerbu gudang-gudang persenjataan Jepang. 

Penyerbuan pertarna yang rnemakan korbanjiwa terjadi di Sungai 
Peruh, Painan . Pasukan Jepang yang ada di daerah ini tidak mau 
rnenyerahkan gedung dan persenjataan mereka begitu saja, sernentara 
para pernuda pun mernaksanya. Akhirnya pecahlah bentrokan antara 

mereka . Oleh karena persenjataan serta pengalaman yang tidak 
seirnbang, banyak korban berjatuhan dari ka langan pemuda.51 

Gedung-gedung perkantoran maupun ru rnah-rurnah bekas tempat 
ked iaman orang-orang Jepang yang berhas il d iam bi I alih para pemuda, 

!..em udi an d iserahkan kepada KNID, yang pada waktu itu bert indak 
sebagai pemerintah RI. Penyerahan barang-barang rarnpasan itulah 
yang sangat membantu modal perjuangan da lam rnenegakkan negara 
Re publik Indonesia di daerah Sumatera Barat. 

Satu ha l yang rnenguntungkan bagi pihak republikein adalah sikap 

pemerintah pendudukan Jepang yang masih ke lihatan bingung dengan 
s ituasi po litik yang dihadapinya. Sebagai pihak yang kalah perang dan 

te rikat perjanjian dengan pihak sekutu, Jepang harus menjaga status 
quo. Namun rnengingat janjinya sendiri yang sebelumnya te lah 
diberikan kepada rakyat Indonesia, ditambah lagi dengan keadaan 
rnoralnya yang sedang jatuh ke tingkat yang paling bawah, rnembuat 
sebagian besar tentara Jepang bertindak ragu- ragu. Banyak perwira 
Je pang yan g rnendiarnkan saja proses pe ngarnbilalihan gedung­
gedung, persenjataan , dan kendaraan berrnotor yang sangat dibutuhkan 
pihak RI waktu itu. Oleh karena itu, sewaktu tentara Sekutu mendarat 
di Padang, rnereka mendapati hampir seluruh j awatan di kota tersebut 
telah diserahkan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia. Orang-orang 
Republikein telah menduduki fungsi-fungsi pemerintahan lokal dan 
kepolisian, walaupun harus diakui pula bahwa konsolidasi kekuasaan 
aparat perne rintahannya belum terlihat baik .54 
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Cabang-cabang PRI dan BPPI di daerah Iainnya mengikuti 
langkah-langkah para pemuda di kota Padang dan Bukittinggi. 
Misalnya PRI cabang Solok, Batusangkar bersama-sama KNI setempat 
mengambil alih penjagaan keamanan di wilayah itu terutama dari 
tindakan-tindakan liar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Sebenarnya berita proklamasi kemerdekaan sampai ke daerah 
Solok hampir sama datangnya dengan ke kota Padang. Sebab di 
daerah ini ada kelompok gerakan bawah tanah di bawah pimpinan 

Sultan St. Malako yang selalu berhubungan dengan Jakarta. Melalui 

para anggotanya yang datang dari Jakarta itulah berita proklamasi 
sampai ke daerah Solok. Bahkan berita kekalahan Jepang sudah 

diketahuinya sebelum berita proklamasi itu mereka terima. Oleh 
karena para pemuda dan tokoh masyarakat di daerah ini relatif sudah 
siap menghadapi perubahan politik yang mungkin terjadi menyusul 
kekalahan Jepang itu . Hal ini terbukti, sejak tanggal 19 Agustus 1946 
Sang Saka Merah Putih telah berkibar di daerah Solok. 55 

Di Padangpanjang berita proklamasi kemerdekaan itu, pada 
dasarnya telah diterima pada tanggal 17 Agustus 1945 itu juga. 
Seorang tokoh masyarakat setempat, yaitu K. Dt. Radjo Sikumbang 
tela mendengamya melalui siaran radio yang dipancarkan dari Jakarta. 
Serita itu kemudian disampaikan kepada sahabatnya, antara lain : 
Ibrahim Gandi, Muin Dt. Radjo Endah Adam BB, Buyung D. Asri, 
dan Raner Dahlan. Oleh orang-orang ini kemudian disebarluaskan ke 
kalangan masyarakat. Mereka pula yang memutuskan untuk segera 
mungkin mengibarkan bendera Merah Putih di rumah masing-masing 
sambil memberi penjelasan pada masyarakat sekitarnya. Selain itu 
mereka menghubungi para pemuda mantan Giyugun dan minta agar 
segera membentuk barisan keamanan. 

Semangat mereka bertambah menggelegak setelah adanya 
penegasan dari Chatib Sulaiman dan dr. Rasyidin yang mengatakan 
bahwa Indonesia memang telah merdeka. Seperti telah disinggung 
sebelumnya, Chatib Sulaiman merupakan tokoh pergerakan yang 
pernah merencanakan demonstrasi menuntut kepada pihak Belanda 
agar masyarakat Minangkabau diberi kebebasan untuk menentukan 
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nas ibnya send iri. Dua hari kemudian di kota Padang panjang diadakan 
aks i pengibaran Merah Putih di setiap rumah penduduk. 

Di Payakumbuh, berita proklamasi kemerdekaan diterima agak 
tcrlambat dibandingkan dengan kota-kota yang telah disebutkan d i 
atas . Berita itu baru sampai pada tanggal 19 Agustus 1946, yaitu 
me lalui para tokoh dan utusan yang datan g dari kota Padang dan 
Bukittinggi . Keterlambatan ini antara lain karena di Payakumbuh 
pengawasan Jepang terhadap pemakaian radio relatif lebih ketat 
dibandingkan dengan d i tempat lainnya . Di daerah ini banyak radio 
milik penduduk yang diamb il alih oleh pemerintah pendudukan 
Jepang. 

Setelah menerima berita itu para pe muda dan tokoh-tokoh 
masyarakat Payakumbuh terus melakukan pertemuan-pertemuan untu k 
me mbicaraka langkah-langkah apa yang haru s mereka am bi I. Tokoh­
to koh yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan itu antara la in. 
Daramis Taram, Arisun, Fachruddin AS, Makinuddin, dan Muin Dt. 
Rangkayo Maradjo . Sedangkan dari para pe muda tidak begitu jelas 
s iapa yang datang. Hanya diketahui bahwa um umnya yang hadir dalam 
pembicaraan itu merupakan para pemuda mantan Giyugun dan Heiho. 

Pembicaraan di antara mereka terutama berkisar pada masalah 
pengambilalihan kantor-kantor pemerin ta h, persenjataan dan 
penjagaan keamanam. Mereka mencari pemecahan baga~mana caranya 
agar pihak Jepang di Payakumbuh mau bekerjasama dengan mereka, 
terutama dalam menjaga keamanan rakyat. 

Begitu juga di Batusangkar, datangnya berita proklamas i 
kemerdekaan itu datang agak terlam bat. Berita itu baru terse bar 
melalui desas-desus dan pamflet-pamflet yang dibawa oleh Zainuddin 
St dan Chatib Sulaiman. 

Hal yang samajuga terjadi di daerah Sijunjung dan Sawah Lunto, 
berita proklamasi itu datang cukup lambat. Bahkan di daerah Sijunj ung 
berita proklamasi itu justru mereka terima pertama kali dari orang­
orang Jepang, dan kemudian dari Demang. 

Wal aupun di beberapa daerah berita proklamasi itu datang lebi 
la mbat be be rapa ha ri di ban di ng daerah la innya, namun secara 
kese luru han berita froklamasi sampai ke pelosok-pelosok nagari relatif 
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dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan . Sambutan masyarakat 
Sumatera Barat terhadap berita itu umumnya sangat menggembirakan . 
Sebagai retleksi kegembiraan mereka, seperti telah disinggung di atas. 
banyak penduduk yang secara spontan langsung mengibarkan bendera 
Merah Putih di depan rumahnya masing-masing, 56 dan para pemuda di 
tiap-tiap nagari yang tergabung dalam Seinendan, Keibodan, dan 
Bagodan ikut bergerak mengatur keamanan nagari masing-masing. 
Spontanitas yang ditunjukkan sebagian besar masyarakat Sumatera 
Barat ini sekaligusjuga mencerminkan, betapa mereka sudah demikian 
lama merindukan datangnya kemerdekaan itu . 

3.2 Pemhentukan Lembaga Pemerintalt dan Badan Kelasykaran 

3.2. l Pembentukan Lembaga Pemerintahan 

Dalam bab sebelumnya telah disinggung sedikit banyak mengenai 
proses pembentukan KNI D. Rapat-rapat yang mengarah kepada 
pembentukan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan di Sumatera 
barat sebenamya sudah dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1946 namun 
pada waktu itu belum ada kejelasan, lembaga-lembaga apa yang harus 
mereka bentuk. Sebab, selain berita proklamasi, para tokoh dan 
pemuda Sumatera barat belum menerima lagi berita lain dari Jakarta. 
Sementara itu di Jakarta sendiri pembicaraan mengenai pembentukan 
lembaga negara dan pemerintahan baru terjadi pada tanggal 19 
Agustus 1945. Pembicaraan itu diadakan di Jalan Gambir (sekarang 
Merdeka Se Iatan) No. 10. Salah satu agenda yang dibicarakan waktu 
itu adalah mengenai pembentukan sebuah komite nasional yang 
bertugas membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Akhimya pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk sebuah badan yang 
bernama Komite Nasional Indonesia Pusat yang kemudian lebih 
dikenal dengan sebutan KNIP. 

Pembentukan KNIP ini sebenamya merupakan pelaksanaan pasal 
4 aturan Peralihan UUD 1945, yang isinya menyebutkan bahwa 
sebelum masyarakat yang mengibarkan bendera merah putih setelah 
mendengar berita kemerdekaan terbentuk Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan 
Pertimbangan Agung (DPA) sesuai dengan ketentuan UUD ini, maka 
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segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah 
komite nasional. Dengan demikian pembentukan komite itu adalah 
sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Setelah KNIP terbentuk, maka 
kepada daerah-daerahjuga diinstruksikan agar secepatnya membentuk 
KNID untuk membantu pelaksanaan tugas Gubemur, Residen, atau 
Bupati, sesuai dengan tingkatannya. 

Di Sumatera Barat pembicaraan mengena i pembentukan KNID 

diadakan pada tanggal 29 Agustus 1945 d i Gedung Seikangansyu 
Hokokai di jalan Muara, Padang. Empat pu lu h satu mantan anggota 
Hokokai di tingkat keresidenan bertemu d i tempat itu . Dari rapat 

tersebut diperoleh tiga keputusan yan g ditandatangani oleh 
Mohammad Syafei atas nama bangsa Indones ia di Sumatera Barat. lsi 
dari keputusan tersebut sebagai berikut : 

I) Menyiarkan proklamasi kemerdekaan un tuk seluruh Sumatera 

dengan anjuran bahwa dengan ini seluru h rakyat Sumatera yang 
diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta menjunjung 

tinggi keagungan kedua pemimpin besar Indonesia Soekamo­
Hatta . 

2) Mengeluarkan maklumat pembubaran Seikeigansyu Hokokai dan 
menyerahkan segala harta benda yang akan meneruskan cita-c ita 

pergerakan nasional Indonesia. 

3) Membentuk suatu Komite Nasional Daerah Sumatera Barat sesuai 
dengan ketentuan Presiden RI tanggal 22-8-1945 dengan 

ketentuan bahwa untuk Sumatera waktu anggota terdiri dari 
anggota pengurus mantan Hokokai sebanyak 41 anggota. 57 

Keesokan harinya KNID Sumatera Barat dibentuk melalui suatu 

rapat yang diselenggarakan di rumah A. Muluk, di Alang Lawas, 
Padang. Komite ini dibentuk oleh suatu komisi yang terdiri dari 
Mohammad Syafei, SM Rasyid, A. Arif Dt Madjo Urang, dan Dr. M. 
Djamil. Rapat ini sekaligus juga merupakan rapat KNID tingkat 
keresidenan yang pertama Adapun susunan anggota pengurus KNID 
Sumatera Barat adalah : 
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Ketua I 

Ketua II 

Ketua Muda II 

Seks i Usaha/Bendahara 

Bagian Persatuan dan 
Pendidikan 

Sadan Penolong Kurban 

Sadan Keamanan Rakyat 

Kesejahteraan Rakyat 

Kaum lbu 

Mohammad Syafei 

Roesad Dt. Perpatih Saringek 

dr . Moh.Jamil Dt. Rangkayo Tuo 

Mr. St. Mohammad Rasyid 

Mr. M. Nasroen, Saaduddin Jambek 

Chatib Sulaiman, Ismail Lengah, 
Perang Sulaiman, H. Abdul Wahab 
Amin, dr.Barhanuddin 

Ismail Lengah Ahmadin Dt 
Berbangsa,Suleiman Raden Suleiman 

Dt. Madjo Urang, Umar Merah 
Alamsyah, dr, Athos Ausri , Mr 
Nazaruddin . 

Rangkayo Dt. Tumenggung, 
Rangkay o Syamsidar Yah ya , 
Rangkay o Zubaidah Munaf 
Rangkayo Hapoah Lanjunin, Hasan 
Qalby, H. Hasan Syarif Gani .58 

Pada kesempatan itu para pemimpin KNI rnenginstruksikan 
kepada para anggotanya agar secepatnya menyebarluaskan berita 
proklamasi kemerdekaan ke seluruh daerah dan rnengawasi 
pembentukan KNI di setiap tingkat-tingkat kewedanaan dan nagari . 
D itegaskan pula bahwa tu gas KNI D Sumatera Barat adalah 
rnenjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, sebelum Residen belum ada. 

Setelah KNID Keresidenan Sumatera Barat di Padang terbentuk, 
kemudian dibentuk pula ranting-ranting KNI di daerah-daerah tingkat 
afdeling (kabupaten), kecamatan sampai ke nagari-nagari, misalnya di 
Sukittinggi, Batusangkar, Solok, Payukumbuh, Sawahlunto dan lain­
lain. 

Tugas dari KNI di daerah-daerah tingkat kabupaten atau afdeling 
ke bawah, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan di tingkat 
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kcres ide nan, yaitu mcmbantu pelaksanaan pe merintahan o leh kepal a 

daerah, sepcrti bupat i dan camat. Selain it u juga bertugas untuk 

keamanan masyarakat. Sebab, pada waktu itu banyak terjadi bentrokan 
anta ra pemuda dengan pihak Jepang. Selanjutnya KN! di daerah juga 
berfungs i sebagai lembaga penerangan . Un tuk menjalankan tugas­

tugasnya tersebut dalam KNI di Kawedanan dibentuk bagian-bagian 

yang mengurus masalah-masalah tersebut antara lain : 

I . bagian penerangan 

2 . bagian perbekalan 

3. bagian keamanan 

4. bagian wanita 
5. bagian pemerintahan, dan lain-lain menurut kebutuhan waktu itu .5

q 

Di Bukittinggi , KNID dibentuk da la m suatu rapat yang 

diselenggarakan di Bioskop Rex. Rapat di hadiri oleh tokoh-tokoh 

masyarakat Bukittinggi , seperti Ninik Mamak (kepala suku), Alim 

Ulama, Cerdik Pandai, pemuda dan saudagar-saudagar. Dari rapat 

tersebut yang berhasil terpilih sebagai pengurus adalah : 

Ketua A. Rivai 

wakil ketua lskandar Tejakusuma 

Sekretaris N .J. Dt. Mangkuto Arn eh 

Adapun susunan KNID di Batusangkar adalah : 

Ketua 

Ketua I 

Wakil Ketua I 

Wakil ketua II 

Anggota 

Ahmad Syuib, 

St. Utnar Said 

Zainuddin St kerajaan 

Ibrahim Agus 

H.A .K.Gunung Hij au Juir Muhammad 

Di Payakumbuh, KNI mengambil tempat d i sekolah Taman Siswa, 

yang menghasilkan susunan pengurus sebagai berikut : 
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Ketua 

Anggota 

H. Darwis Dt. Tumenggung 

dr. H.I. St. AlamsyahH.Z. HamidyAbu BakarH. 

Asmaun FackuddinDt. Madjo Baso Zainal Abidin 

Di Padang Panjang, pembentukan KN! dihadiri oleh anggota 

KNID Sumatera Barat, bertempat di Sekolah Diniyah Putri. Dalam 

kesempatan itu terpilih susunan pengurus, yaitu : 

Ketua 

Wakil ketua 

Ketua I Setia Usaha 

Ketua II Setia Usaha 

M .Arit 

dr. Rasyidin 

K. Dt. Rajo Sikumbang 

Ha ska 

Sedangkan di Solok KNID menempati dan sekaligus menjadikan 

sebuah rumah seorang kepala polisi sebagai kantornya. Anggota 

pengurus KNID Solok terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang 

sudah dikenal di kota tersebut antara lain : 

Ketua I A . Darwis 

Ketua II Sulaiman St. Malak 

Sekretariat Nurhakim Taniman60 

Kehadiran KNI di daerah-daerah ini adalah suatu keinginan dari 

rakyat Sumatera Barat untuk segera mempunyai tatanan pemerintahan 

sendiri. Jadinya selama bulan-bulan pertama proklamasi 

pembentukan KNI di Keresidenan dan di setiap kewedanaan sampai 

ke tingkat nagari merupakan peristiwa-peristiwa sipil paling penting 

di seluruh wilayah ini. 6 1 Adanya KNI sampai ke tingkat nagari telah 

membuktikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar 

kehendak segelintir orang yang oportunistis seperti yang dituduhkan 
pihak Belanda, melainkan kehendak rakyat yang realistis. 

Dengan kata lain bahwa Komite Nasional Indonesia merupakan 

refleksi dari kebulatan tekad bangsa Indonesia pada umumnya, dan 

masyarakat Sumatera barat pada khususnya untuk menegakkan 
kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. 
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Kemudian diterima satu instruksi dari Jawa bahwa anggota KNI 
harus ditingkatkan jumlah anggotanya menJadi 100 orang. Sesuai 
de ngan in struksi tersebut. pada pertemuannya tanggal 4 dan 5 Oktober 
1945, KNID Sumatera barat mengangkat satu komisi sebanyak lima 
orang yang bertugas memilih anggota tam bahan bagi wakil-wakil 
kelompok fungsional terkemuka di Sumatera Barat. Setiap KNID di 
tingkat kewedanaan yang berjumlah 22 buah, juga memiliki dua orang 
wakilnya di tingkat keresidenan, sehingga sejak itu ada 44 orang wakil 
kewedananan di dalamnya.62 

Pada mulanya sebagian besar anggota KNID Sumatera Barat 
terdiri dari para mantan anggota Hokokai. Tetapi sejak akhir Septem­
ber keanggotaannya itu sering mengalami perubahan sebagai hasil dari 
pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan kelompok-kelompok 
wakil adat , agama, cerdik pandai, dan pemuda di daerah-daerah 
termasuk daerah pedesaan . 

Sesuai dengan perintah para pemimpin KNID tingkat keresidenan , 
kebanyakan wakil-wakil KNID kewedanaan membentuk cabang KNI 
di berbaga i nagari . Namun di beberapa desa, umumnya para 
pemudalah atau tokoh masyarakatlah yang berinisiatif mendirikan -
KN I pada rapat-rapat umum nagari. Sebagaimana halnya KNI pada 
tingkat keresidenan, maka KN! Iokal membagi keanggotaannya ke 
dalam wakil-wakil fungsional dan wakil daerah. Dan perlu dicatat d i 
s ini , rasa tidak puas terhadap setiap unsur yang sebelumnya pemah 
memegang kekuasaan di zaman Jepang atau Belanda seringkali 
menjadi faktor konstan yang mendorong instabilitas di beberapa 
daerah d i Sumatera Barat seperti akan dibicarakan nanti . 

3.2.2 Pembentukan Badan Kelasykaran 

Setelah pembentukan KNI, maka dilaksanakan dekrit Presiden 
tanggal 25 Agustu s tentang pembentukan BKR (Badan Keamanan 
Rakyat) . Para pemimpin BPPI di bawah pimpinan Ismail Lengah, lalu 
mengirim kurir ke desa-desa untuk memanggil kembali para mantan 
Giy ugun. Heiho, Seinendan, dsb, untuk segera mendaftarkan diri 
menjadi anggota BKR. Di samping itu mereka pun pergi mengunjungi 
desa-desa di sekitar kota Padang guna mengumpulkan teman-teman 
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lama atau bekas bawahan mereka. Kemudian mereka 

mengkordinasikan berdirinya BKR setempat. Kebanyakan anggota 

BKR itu berasal dari kompi-kompi Giyugun yang lama, yang 
kemudian dipersatukan dengan mantan Heiho, Seinendan, dan 

lembaga para militer lainnya. Di daerah daerah tertentu kadangkala 

para pemuda mengambil langkah-langkah sendiri dalam membentuk 

badan kelasykaran, tanpa memperdulikan anjuran atau propaganda 

bekas atasannya dahulu . 

Sebagai satu catatan, sebelum Indonesia merdeka, pihak Jepang 

telah membubarkan kesatuan-kesatuan pemuda atau para militer, 

seperti Seinendan, Giyugun, dan PETA . Mereka dilucuti senjatanya 

dan dipersilahkan untuk kembali ke kampungnya masing-masing 

dengan membawa uang pesangon atau semacamnya. Setelah ada 
panggilan itu banyak mantan Giyugun. Heiho, dan lain-lainnya datang 

berduyun-duyun ke pusat-pusat kabupaten dan kawedanaan 

mendaftarkan diri untuk menjadi anggota BKR. Secara umum, 

kesatuan-kesatuan tentara yang teroganisir baik pada awal 

kemerdekaan itu, baik yang berada di kota Padang atau di luar kota 

tersebut, adalah tempat-tempat yang sebelumnya merupakan pusat 

perekrutan dan sekaligus tempat latihan Giyugun. 

Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 terbit maklumat 

pemerintah mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). 

Sejalan dengan terbitnya maklumat tersebut, maka semua anggota 

BKR di Sumatera Barat secara otomatis menjadi TKR. Sebagai 
konsekuensi dari perubahan ini , maka susunan kesatuan juga ikut 

dibenahi. Kesatuan-kesatuan yang tadinya lebih banyak mirip 

gerombolan liar, mulai ditata sesuai dengan jenjangnya dalam kesatuan 

tersebut seperti regu seksi atau peleton, kompi, dan batalyon. Menurut 

Ismail Lengah, pada waktu itu dia menentang pemberian pangkat 

begitu saja kepada anggota tentara sampai mereka dapat menunjukkan 

kemampuannya. 63 Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa 
pendirian TKR di Sumatera Barat agak berbeda dengan yang terjadi di 

Jawa. Di daerah ini hal itu tidak lebih dari sekedar perubahan nama 
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BKR yang telah ada.64 Pada akhir bulan Oktober 1945, komando 

rniliter di Jawa menunjuk A.K. Gani , Residen Palembang sebagai 

koordinator seluruh kekuatan TKR di Surnatera. Setelah itu Gani 

menunjuk Suhardjo Hardjowadojo sebagai panglirna TKR Sumatera. 

Secara keseluruhan, di Surnatera telah berdiri 6 divisi TKR, satu 

di antaranya, divisi Ill yang diberi narna Divisi Banteng berada di 
Sumatera Tengah . Divisi Banteng ini dibagi dalarn empat res1men, 

yaitu : 

Rcsirnen Komandan Mark as Wilayah Operasi 

Rcsimen Syarif Usman di Bukittinggi Sektor Utara 

Resirnen 2 Dahlan Ibrahim di Sawahlunto Sektor Selatan 

Rcsimen 3 Ismail Lengah, di Lubuk Alung Padang Area 

Resimen 4 Hasan Basri, di Pekanbaru Riau 

Dalarn rapat Kornando Surnatera bulan Januari 1946, ditetapkan 

Dahl an Jam bek sebagai Kornandan Divisi 111 Banteng. Sejak saat itu 

TKR Sumatera resrni menjadi tentara regule r. 65 

Adapun bagi para pemuda yang tidak bergantung ke dalam TKR, 

rnereka tetap dalam kesatuan-kesatuan kelasykaran yang masih tetap 

diakui pemerintah sebagai mitra TKR dalam mempertahankan 

kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedudukan badan­

badan kelasykaran ini diperjelas dengan munculnya ketetapan Presiden 

RI tanggal 6 Mei 194 7 agar kesatuan-kesatuan kelasykaran itu dapat 

bekerjasama dengan TKR. 

Pihak kelasykaran sendiri menyambut gembira keputusan 

Presiden itu . Di Sumatera Barat kesatuan-kesatuan kelasykaran ini 

mengadakan rapat membicarakan langkah-langkah yang harus mereka 

tcmpuh berkaitan dengan ketetapan Presiden itu. Rapat yang diadakan 

pada bu Ian Juli 194 7 akhimya mengeluarkan satu keputusan untuk 

rnembentuk Dewan Kelasykaran . Dewan ini kemudian bergabung ke 

dalarn Legiun Sahid. 

Badan-badan kelasykaran yang berdiri pada waktu itu adalah 

sebagai berikut : 
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3.2.2.1.Pemuda Republik Indonesia (PR!) Bukittinggi 

Seorang pemuda bemama Nusyirwan dan temannya Zainal berarti 
pemuda-pemuda lainya pada tanggal 21 Agustus 1945 bertempat di 
kantor. Majelis Islam Tinggi/Surau Syekh Jamil Jambek di Bukittinggi 
untuk mengadakan pertemuan. Kemudian dilanjutkan di Jalan Tembok 
No. 32 Bukittinggi tepatnya di kantor Perseroan Dagang Bumi Putera 
untuk melanjutkan rapat sebelumnya yaitu dalam rangka pembentukan 
organiassi pemuda. Rapat ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi 
kepanduan, Hizbulwathan, Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) dan 
organisasi pemuda HPPI yang pada masa pendudukan Jepang tidak 
boleh bergerak. Para rapat yang kedua ini terbentuklah organisasi 
Pemuda Indonesia (Pl) di Bukittinggi yang kemudian menjadi Pemuda 
Republik Indonesia (PRI) meliputi kota Bukittinggi dan Agam Tua. 

Susunan pimpinan Pemuda Republik Indonesia waktu itu ialah : 

Ketua I 

Ketua II 

Sekretaris 

Mara Karma 

Sabaruddin Syamsuddin 

Adriansyah Jeni dan Syofyan Tamar 

Segera setelah PR! Bukittinggi terbentuk, didirikanlah cabang 
serta ranting-ranting PRI di Bukittinggi dan Agam Tua. PRI ini 
disamping memberi penerangan tentang situasi tanah air tetapi juga 
mengobarkankan semangat perjuangan rakyat dan mempelopori 
tindakan pengambilalihan gedung-gedung yang masih dikuasai Jepang. 

3.2.2 .2 "Badan Keamanan Rakyat" (BKR) Bukittinggi 

Dalam rangka mengkonsolidasi tenaga perjuangan di seluruh 
Sumatera Barat pada umumnya yang dipelopori oleh bekas opsir 
dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan di Bukittinggi dibentuk 
pula BKR yang dipimpin oleh Dahlan Jambek mantan Letnan I 
Giyugun. Mereka adalah bekas anggota Giyugun, Seinendan dan Heiho 
dan pemuda, pemuda lainnya yang terhimpun dalam suatu badan yang 
terorganisir. 

Pada mulanya BKR Bukittinggi ini hanya merupakan kelompok­
kelompok kecil saja, setelah itu baru disusun sesuai dengan susunan 
organisasi kemiliteran yang ada. Karena jumlah anggota semakin 
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bertarnbah banyak , maka ke rnudian anggota BKR di ditempatkan pada 
be be rapa asrama da larn kota Bukittinggi -;eperti San ur Pinang, 
Kampung Pu lasan, dan Uj un g Karang. Persenjataan BKR urnum nya 
diperole h da ri pihah. Je pang, baik hasil negosias i maupun basil 
ra rnpasan 

3.2 .2.3 Bari san Hizbull ah 

Di Sumateta Barat, seperti halnya di daerah-daerah lainnya di 
pulau Jawa, pembentukan kesatuan-kesatuan rn iliter ini pada mulanya 
di lakukan pula oleh kekuatan-kekuatan organ isasi politik. Salah satu 
badan kelasykaran yang cukup terkenal di luar BKR/TKR adalah 
Hi::b ullah. Pembentukan kesatuan kelasykaran ini berasal dari ini siatif 
pirnp inan Muhammadiyah . Pada tanggal I Oktober 1945 pimpi nan 
Mu harn madi yah Sumatera Barat mengu mpulkan para pem ud a 
Muha rnm adiyah dan mantan pandu Hizbulwathan di Padang Panjang 
untuk memperoleh penje lasan mengenai pem bentukan satu badan 
perj uangan di Sumatera Barat, yang kemudian dinamai Hizbullah . 
Para pemuda yang ikut tergabung ke dalam badan perjuangan ini 
mendapat lati han selama I 0 hari . Se lesai mengikut i latihan , mereka 
disebarkan ke tem pat mas ing- masing un tuh. membent uk bari san 
lli::b ullah di daerah nya masing-masing. Pada tanggal 22 November 
1945 diresmikanlah berdi rinya Barisan Hizbullah di kota Padang 
Panjang, yang kemudian juga menyebar ke Bukittinggi . 

3.2.2.4 Bari san Hulubalang 

Para tokoh masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebe lum 
golongan Adat juga tidak ketinggalan dalam pembentukan badan 
perj uangan. Pada tanggal I 0 Oktober 194 5 mereka mere smikan 
berdirinya Barisan Hulubalang yang diorgani sir oleh Dt.Simandjo . 
Barisan Hul ubalang in i berdi ri pertama di Padang Panjang dengan 
pim pinan R.O, Gando S inard kemudian rn enyusul kota-kota lain . 
Di Bukittingg i para Ninik Mamak ikut menghimbau agar seluruh 
warga rn enghimpu n an ak kemenaan da n mernbentu k Bar isan 
I lulu balang. 
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3.2.2.5 Barisan Sabilillah 

Barisan Sabilillah ini merupakan lanjutan dari organisasi sosial 
yang pada masa pendudukan Jepang lebih terkenal dengan M.I.T dan 
pernah berfatwa perang sabil dan mati syahid dalam membela bangsa 
dan agama kemudian lebih menjadi partai politik. MIT dalam 
gerakannya membahu satu barisan yang bernama Sabilillah dan 
bermarkas di Bukittinggi. Barisan ini dibawah pimpinan A, Gafar 
Jambek dengan cabang-cabangnya yang tersebar hampir seluruh 
Sumatera Barat. Secara keseluruhan Sabilillah di Sumatera Barat 
mencapai satu divisi, yang terdiri dari 4 resimen, yaitu : 

Resimen I berkedudukan di daerah Padang Panjang 
Resimen II berkedudukan di daerah Solok. 
Resimen III berkedudukan di daerah Pesisir Selatan. 
Resimen IV berkedudukan di daerah Payakumbuh. 

Latihan "khusus" diberikan kepada calon perwira, yang diadakan 
pada awal tahun 1946. Pada tanggal 16 Maret 1946 bertempat di 
lapangan Atas Nagari Bukittinggi dilantik beberapa perwira yang 
dianggap telah lulus. 

3.2.2.6 Tentara Merah Indonesia (TEMI) 

TEMI atau Tentara Merah Indonesia dibentuk tanggal 2 Januari 
1946 oleh PKI kemudian Barisan ini berubah nama menjadi BAMI 
(Barisan Merah Indonesia) yang tersebar hampir di seluruh Sumatera 
Tengah, termasuk Bukittinggi. 

3.2.2.7 Lasykar Muslimin Indonesia (LASYMI) 

Tanggal 24 Desember 1945 PERTI Persatuan Tarbiyah Jslamiyah 
membentuk LASYMI (Lasykar Muslimin Indonesia) yang kemudian 
dilengkapi dengan barisan puteri lasykar muslimat. Pada tiap cabang 
dan ranting PERT! pasti terdapat barisan ini. Di Bukittinggi, Syekh 
Suleman Arrasuli melantik para opsimya pada tanggal 23 Juni 1945 
dan sekaligus lasykar muslimatjuga dilantik. LASYMI di Bukittinggi 
dipimpin oleh Sofyan Siraj . 
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Sewaktu kembali ada reorganisasi TKR yang diubah menjadi 
Tentara Nasional Indonesia (TNI), legiun itu ikut bergabung ke 
dalamnya. Namun hanya sebagian saja anggotanya terserap ke dalam 
TNI, sedangkan sisanya bergabung ke datam Badan Pengawal Nagari 
dan Kota (BPNK). 66 

3.3. Aksi Pengibaran Bendera Merah Putih dan Aksi Dau/at 

Seperti telah disebutkan di atas, di beberapa daerah di Sumatera 
Baral, datangnya berita proklamasi disarnbu t masyarakat setempat 
dengan penuh sukacita, antara lain dengan bentuk pengibaran bendera 
merah putih di depan rumahnya masing-mas ing. Hal ini antara lain 
te rlihat di Padang Panjang. Selain aksi pengibaran bendera di Padang 
Panjang, masih ada beberapa aksi pengibaran bendera yang cukup 
dramatis di daerah-daerah lainnya, misalnya d i Bukittinggi. 

3 3. I Pengibaran Sang Me rah Putih di Puncak Jam Gadang 
Bukitlinggi. 

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang penting di 
Sumatera Barat pada masa pendudukan Jepang rakyat di kota dan di 
daerah sekitarnya menyambut proklamasi kernerdekaan I 7 Agustus 
1945 dengan penuh semangat. Salah sat u aksi mereka adalah 
mcngibarkan bendera merah putih di tiap-tiap rumah, bendi-bendi , 
mobil topi /kopiah dan bahkan pakaian ditempel i dengan merah putih . 
Kelompok-kelompok pemuda bersenjata mu la i berrnunculan. Para 
pcmuda dari berbagai kampung mengumpulkan senjata yang ada 
seperti : badia balansa (bedil buatan sendiri), pistol, granat, pedang, 
tombak dan rudus serta lain-lainnya dalam rangka bersiap untuk 
bcrjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. 

Para pernuda-pemuda di Bukittinggi rupanya belum merasa puas 
apabila Sang Saka Merah Putih belum berkibar di tempat yang tinggi . 
Oleh karena itu mereka akhirnya rnengibarkan bendera Merah Putih di 
puncak jam gadang (jam besar), suatu tempat yang dianggap paling 
tinggi di kota Bukittinggi. Mulanya tentara Jepang yang berjaga di 
sekitar Jam Gadang "menghalangi" usaha para pemuda. Tetapi setelah 
melakukan perundingan kilat dengan pihak Jepang, akhirnya Sang 
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Saka Merah Putih berhasil dikibarkan. Tokoh-tokoh yang hadir dalam 
upacara pengibaran bendera itu antara lain: Mara Karma, Dahlan 
Jambek, Abdul Halim dan tokoh masyarakat lainnya dengan telah 
berkibarnya bendera Merah Putih di atas jam gadang rakyat merasa 
menang sambil meneriakkan "Merdeka". 

Di Sungai Tanang, suatu kampung di Padang Luar, para pemuda 
yang tergabung dalam PRI Padang Luar juga mengibarkan bendera 
Merah Putih di pabrik kertas di kota ini. Mulanya niat mereka 
mendapat rintangan dari pihak Jepang. Sebab, pihak Jepang merasa 
terikat oleh perjanjian dengan pihak Sekutu untuk menjaga status quo 
Apalagi kedatangan para pemuda tidak semata-mata hendak 
mengibarkan bendera Merah Putih melainkan juga menuntut agar 
pabrik kertas itu diserahkan kepada pihak Republik. 

Para pemuda berusaha mengepung pabrik dengan membawa 
senjata tajam dan pistol, sedang tentara Jepang mengancam akan 
meledakkan pabrik tersebut apabila para pemuda terus maju. Akhirnya 
pecah pertempuran diantara mereka. Dari pihak Republik gugur satu 
orang yang dikenal sebagai mantan Giyugun sedangkan dari pihak 
Jepang dilaporkan meninggal sebanyak sembilan orang. Akhirnya 
insiden ini dapat ditengahi oleh pimpinan pemuda "Mara Karma" 
Pihak Jepang akhirnya menyerah dan mengizinkan pengibaran Sang 
Saka Merah Putih di tempat itu. 

Pertempuran Sungai Tanang ini memberi kesan yang mendalam 
kepada para pejuang, bahwa para pemuda Indonesia mampu 
menqhadapi pasukan pendudukan Jepang. Hal ini menambah 
keyakinan dan kepercayaan para pemuda dalam perang 
mempertahankan kemerdekaan, dari rongrongan Kolonialis Belanda 
dan para antek-anteknya. 

3.3.2 Aksi Menentang Residen Roesad dkk. 

Telah disinggung di atas bahwa Mohammad Syafei merupakan 
salah satu tokoh masyarakat yang cukup moderat dan dapat diterima 
oleh berbagai pihak termasuk penguasa pendudukan Jepang. Oleh 
karena itulah pada akhir tahun kekuasaannya, tokoh ini diangkat 
menjadi Residen Sumatera Barat. Akan tetapi dia sendiri menyadari 
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bahwa dirinya kurang begitu banyak mem a hami masalah politik . 

la lebih paham mengenai ma salah pendid ikan y ang telah lam a 

ditekuninya di Kayutanam-Padang. Oleh karena itu ketika suhu politik 

di bulan-bulan awal kemerdekaan semakin mcningkat, yang ditandai 

antara lain oleh konflik-konflik internal, ia mengajukan pengunduran 

diri selaku Residen dengan alasan keseh a tan . Pada awal bulan 

November 1945, kedudukannya lalu diserahkan kepada Roesad Dt. 
Perpatih Baringek, seorang tokoh yang san gat berpengaruh dalam 

kelompok adat dan seorang ahli adat M inangkabau . Semasa 

pcmerintah Kolonia! Belanda, ia merupakan pejabat Pribumi paling 

tinggi pangkatnya di daerah Sumatera Baral. Menurut beberapa 

sumber dia dikenal sebagai orang yang cukup dekat dengan tokoh 

nasionalis Tan Malaka.6 7 

Penunjukkan Roesad sebagai Residen sebenarnya tepat mengingat 

dia mempunyai cukup pengalaman dalam bidang pemerintahan 

Namun latar belakangnya sebagai mantan bi rokrat Kolonia( Belanda 

telah menjadi kendala bagi ruang gerakn ya dalam membenahi 

adm inistrasi pemerintahan di daerahnya . Berbagai cara tel ah 

ditempuhnya untuk melunakan sikap ketidak senangan penduduk 

setempat terhadap mantan-mantan pegawa i kolonial, antara lain 

dengan menempatkan "pemimpin rakyat" sebagai pemimpin Luhak 
atau Bupati . Pemimpin rakyat itu biasanya merupakan tokoh paling 

bcrpengaruh dan paling kuat di daerah sete mpat. Umumnya para 

pcmimpin rakyat ini sangat lemah penge tahuannya mengenai 
administrasi pemerintahan. Sementara mantan pegawai kolonial yang 

nota bene mempunyai pengalaman administrasi yang baik ditempatkan 

sebagai wakilnya. Akan tetapi usahanya itu nampak sia-sia. Bahkan 

ada yang menuduh bahwa penempatan pej abat-pejabat baru pada 

posisi-posisi di pemerintahan itu tidak didasarkan kepada kemampuan, 

kualifikasi, atau pun keyakinan atas sifat revo lusionemya, melainkan 

ditentukan oleh hal-hal yang berbau nepotisme, atau koncoisme, baik 
dc ngan Roesad sendiri atau dengan sejumlah anggota KNI di tin gkat 
Kcresidenan . Keadaan ini kemudian diperpa rah oleh kondisi ekonomi 
ya ng semakin memburu k, terutama di daera h-daerah pantai sebelah 
'.'>c latan 1-. eres idenan. 
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Keadaan seperti itulah akhirnya mendorong munculnya gerakan­
gerakan rakyat yang bermuara pada munculnya kerusuhan, yang 
intinya menentang para pejabat baru tersebut gerakan-gerakan yang 
cukup menonjol terjadi misalnya di Painan, Talu, Payakumbuh, dan 
Solok. Untuk meredam keadaan ini, Roesad mencoba mengatasinya 
dengan cara mengganti pejabat yang 'didaulat' rakyat. Namun 
tindakannya ini justru menimbulkan ketidakpuasan di kalangan 
anggota KNID Keresidenan. Mereka secara terbuka melakukan oposisi 
terhadap Roesad disertai tuntutan agar memberhentikan semua pejabat 
yang pernah bertugas dalam pemerintahan Belanda dan Jepang. 
Tekanan-tekanan ini akhimya membawa ke arah pertentangan baru 
melawan Gubernur Sumatera Hasan. Dt. Simaradjo, pimpinan partai 
adat MTKAAM dan Azis Chan yang saat itu menjabat sebagai wakil 
Walikota Padang, mengajukan tuntutan kepada Gubernur agar 
memberhentikan Roesad selaku Residen Sumatera Barat. 

Mulanya Gubernur Hasan mencoba mempertahankan Roesad pada 
posisinya. Namun karena dalam rapat pleno KNID Sumatera Barat 
yang diadakan pada tanggal 16 Maret 1946 yang dihadiri Gubernur. 
Hasan tuntutan itu tetap disuarakan, maka akhirnya Roesad terpaksa 
digeser menjadi Residen yang diperbantukan kepada Gubernur. Rapat 
pada pertengahan bulan itu sekaligus memilih Dr. Mohammad Djamil 
Dt. Rangkayo Tuo sebagai Residen Sumatera Barat menggantikan 
posisi yang dulu ditempati Roesad .. 68 

3.4 Masalah Vo/ksfront (Persatuan Perjuangan) 

Penempatan Mohammad Djamil sebagai Residen Sumatera Barat 
rupanya cukup cepat. Kemampuannya berbicara, ditambah, dengan 
sikap tanpa komprominya terhadap Belanda dalam setiap pidatonya di 
seluruh daerah Keresidenan membuat namanya cukup populer di 
kalangan masyarakat. Sikapnya yang cukup terang-terangan anti 
Belanda menyebabkan pihak Belanda mencapnya sebagai ekstremis 
yang cukup berbahaya. Di samping itu di kalangan orang Republik 
juga, khususnya di kalangan anggota KNI, terdapat beberapa orang 
yang kurang begitu menyukainya. Misalnya yang tidak menyukainya 
secara pribadi antara lain Chatib Sulaiman.69 
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Rapat KNI pada pertengahan Maret 1946 itu, selain memilih 
Mohammad Djamil, juga sepakat untuk membentuk Volksfront 
Sumatera Barat dengan mengambil model Persatuan Perjuangan yang 
dibentuk Tan Malaka di pulau Jawa. Adanya lembaga Volksfront in i 
diharapkan perbedaan pendapat dan kontlik-kontlik, personal, politik, 
dan ideo logi yang terjadi sebelumnya dapat diatasi. Tak lama 
kemudian cabang-cabang Volksfront didirikan di distrik-distrik dan 
nagari-nagari yang diprakarsai oleh KNID setempat. Berdasarkan 
hasil rapat KNID Sumatera barat ditetapkan bahwa Volksfronl 
bertanggungjawab untuk permasalah ekonom i Sumatera Barat, dengan 
tugas utamanya adalah membiayai dan menyediakan suplai Angkatan 
Bersenjata Republik. Guna mendukung rencana tersebut, KNI 
mentransfer fonds kemerdekaan kepada lembaga itu, dan mel impahkan 
urusan ekonom i kepada badan tersebut, seperti memungut pajak dari 
rnasyarakat. Sebagai catatan, modal awal fonds kemerdekaan itu 
berasal dari pembendaharaan Hokokai yang diambil alih KNI, lalu 
ditambah modalnya melalui gerakan pengumpulan dana masyarakat. 70 

Harapan rakyat terhadap Residen Baru dan Vo/ksfront sebagai 
mitra dalam mengatasi masalah perekonomian di Sumatera Barat 
ternyata hanya berjalan dalam waktu tidak begitu lama. Pertentangan 
antara Residen dengan Volksfront mulai mencuat setelah ada beberapa 
kebijakan yang dilakukan oleh badan tersebut dinilai oleh Residen 
melampaui wewenangnya. Ternyata Volksfront tidak hanya memungut 
pajak, tetapi juga memungut bea masuk atas setiap barang yang keluar 
masuk kota-kota. Selain itu Volksfront menganggap dirinya sebagai 
satu-satunya badan perjuangan yang berhak memungut pajak. Bahkan 
dibeberapa daerah Volksfront juga melarang partai-partai politik 
mengumpulkan bantuan makanan dan uang dari rakyat. Padahal cara 
tersebut mulanya merupakan hal yang biasa bagi partai untuk 
membiayai lasykar perjuangan yang dibentuknya. 

Sumber kontlik yang paling utama antara Residen melawan 
Volksfront itu terutama dalam masalah moneter, yaitu sewaktu 
pemerintah Republik berusaha menggantikan mata uang Jepang dan 
Nica dengan mata uang Republik. Dalam menangani masalah ini, 
Volksfront telah mengambil langkah ekstrim yangjustru menyebabkan 
kekacauan ekonomi semakin meningkat di Sumatera Barat. Oleh 
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karena itu Residen terpaksa mengambil alih kendali dan membatalkan 
semua keputusan Volksfront, walaupun sebelumnya telah disepakati 
bahwa masalah ekonomi adalah menjadi hak badan tersebut. Bahkan 
pada tanggal 5 April terjadi satu deklarasi bersama dengan tokoh­
tokoh Volksfront yang menyatakan bahwa badan tersebut setuju untuk 
mengembalikan kekuasaan ekonominya kepada pemerintah. 

Usaha kompromi antara Residen dan Vo/ks.front itu ternyata 
kurang begitu menolong keadaan. Masyarakat, terutama di daerah 
pedesaan menjadi bingung dan tidak tahu pasti, pedoman siapa 
sebenarnya yang harus dipatuhi dan dituruti. Dalam suasana begitu 
muncul beberapa peristiwa yang cukup serius bagi keutuhan 
perjuangan masyarakat Sumatera Barat, yaitu peristiwa Baso dan 
Peristiwa 3 Maret 1947. 

3.4. 1. Peristiwa Baso 

Baso adalah sebuah kecamatan yang jaraknya hanya beberapa 
kilometer dari kota Bukittinggi. Gerakan di daerah ini yang disebut 
sebagai Gerakan Baso dipimpin oleh Abdul Rahman Tuanku Nan 
Putih dan saudara tirinya, Burhan Malin Kunieng Tuanku Nan Hitam. 
Pusat Gerakan Baso berada di Sarik Lawas di atas bukit dekat 
kecamatan Baso. Tuanku Nan Putih adalah ulama yang berpengaruh 
di daerahnya sejak tahun 1920-an. Sewaktu pemberontakan PKI tahun 
1927 dia ditangkap Belanda lalu dibuang ke Madura selama tiga lahun. 
Dalam tahun 1930-an ia bergabung dengan Permi dan PNI Baru. Pada 
masa pendudukan Jepang, ia mendorong para pengikutnya untuk 
masuk Giyugun. 

Sewaktu Jepang kalah, dia bergabung dengan saudara tirinya 
Tuanku Nan Hitam yang baru pulang dari Bangkinang bersama tiga 
perwira Jepang dengan sejumlah truk. Dari ketiga perwira Jepang 
itulah Tuanku Nan Putih dan Tuanku Nan Hitam mendapat bantuan 
latihan militer bagi sejumlah pemuda setempat yang memperoleh 
reputasi sebagai jagoan yang gagah berani. Kedua tokoh ini 
menyokong Program Minimum Tan Malaka yang hanya mau 
berunding dengan pihak Sekutu atau Belanda atas dasar pengakuan 
I 00% Indonesia Merdeka. Bahkan Tuanku Nan Hitam menafsirkan 
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I 00% mcrdeka itu radi kal lag i da ripada saudara nya . Peng ikut ked ua 
ora ng in i sc bagian ikut berga bung di gar is d e pan kota padang, 
se m c nta ra y ang lainn ya mulai m e lakuk a n tindakan-tindaka n 
rcvo lusioner di sekitar kecamata n Baso. 

Sepe r1i j uga beberapa keku atan revolu s ion er yang fanatik di Jawa, 
<.icra kan baso umumnya juga mc ngarahkan sasarannya kepada oran g-· 
o ra ng yan g dianggap terlibat dengan kekuasaan Kolonia! Belanda 

co ntohnya Landjumin Dt. Tumanggung beka s perwira tinggi dan 
anggota Yolksraad zaman Kolonia! Belanda ( bapak angkat Chaerul 
Saleh) diculik dan dibunuh. 71 

Pengaruh gerakan ini sampai ke kota Tengah, Suaian dan lain­
la in . Menurut beberapa sumber ajaran Tuanku Nan Putih dan Tuanku 
Nan Hitam ini menganggap bahwa agama adalah bohong belaka, 
T uhan Allah itu tidak ada, surga dan neraka c uma ada di dunia saj a 
buka n di akhirat. Barang siapa yang mengerj akan solat di tangkap. 

Bi sa saja keterangan ini salah dan terlalu mcndramatisir mengingat 
t indakan-tindakan para pengikut kedua orang itu dinilai cukup keji 
seperti tidak mengenal Tuhan. 

Gerakan Baso ini mempunyai barisan sendiri , dan mempunyai 
pos- pos penjagaan di antara jalan Bukittin ggi dan Payakumbuh 
di sebuah jalan sepi yang bernama Ujung Tengah. Anggota gerakan 
ini melakukan perampokan, pencurian , pencul ikan dan pembunuhan­
pembunuhan terhadap orang yang dianggap mereka sebagai lawan­
lawan atau yang tak disenangi kerbau, sapi , beras, dan padi menjadi 
sasa ran pencurian dan perampokan . Pada malam hari mere ka 
merampok berkeliling kampung. Menurut kepercayaan pemimpin 
mereka, oran g-orang yang tidak masuk gerakan mereka, boleh dibunuh 
dan o ran g itu dianggap sebagai kolonialis karena itulah banyak orang­
o rang yang mereka tuduh sebagai kapitalis atau kaki tangan koloniali s 
hilang beg itu saja atau dikabarkan dibunuh o leh Gerakan Baso in i. 

Ada yang mengatakan bahwa Gerakan itu mengajarkan bahwa 
"N craka da n Surga" itu ada di dunia . Orang-o rang yang diculik itu 
kemudian di s iksa di dalam Neraka ciptaan mereka. Salah seorang 
tokoh masyarakat yang di siksa sampai mati di Neraka itu ada lah Datuk 

Tcm anggun g. 



60 

Gerakan Baso ini semakin meningkat di saat pemerintah terpecah 
belah dan belum memiliki komando tentara yang memadai . 
Pemerintah sendiri pernah mengirim utusan untuk membujuk kedua 
bersaudar itu untuk melunakkan tindakan-tindakan mereka yang 
mengarah kepada tindakan yang semakin brutal. Namun usaha itu 
tidak berhasi I. 

Para pemimpin Keresidenan semakin khawatir atas gerakan baso 
itu, terutama berkaitan dengan politik yang ditempuh Pemerintah Pusat 
yang dianggap sangat kompromistis terhadap kekuatan Belanda, yang 
sangat tidak memuaskan kalangan masyarakat Minangkabau. 
Sementara gerakan baso dikenal sangat mencela setiap tindakan 
kompromistis terhadap lnggris dan Belanda. Selain itu Gerakan Baso 
mempunyai lasykar bersenjata yang cukup lengkap yang benar-benar 
berada di luar kontrol pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah sangat 
khawatir gerakan itu dapat mengilhami dan memicu rasa 
ketidakpuasan yang menggumpal di kalangn masyarakat Minangkabau 
itu menjadi satu aksi kerusuhan yang sangat merugikn kekuatan 
Republik dalam menghadapi kekuatan Belanda dan antek-anteknya. 

Untuk mencegah munculnya permasalah yang lebih serius; lagi 
maka akhirnya pemerintah di Sumatera Barat memrintahkan 3 
batalyon Resimen I untuk bergerak menuju Baso. Daerah-daerah yang 
menjadi sasaran operasi ini ialah kampung-kampung Simarasok, 
Sungai Sarik, Pincuran Putih, Ujung Gubuk, Kotatinggi, dan hampir 
seluruh daerah kecamatan Baso. Operasi militer besar-besaran itu 
boleh dikatakan tidak mendapatkan perlawanan yang cukup berarti 
dari Lasykar Baso yang sempat menakutkan itu. Oprasi tersebut 
berhasil menangkap puluhan anggota-anggota Gerakan Baso beserta 
kedua pemimpin mereka Tuanku Nan Hitam dan Tuanku Nan Putih. 
Gerakan operasi penumpasan berlangsung sampai tanggal 16 April 
1946. Menurut Abdul Halim, Komandan Batalyon-2 dari Resimen I, 
jumlah korban dari peristiwa itu berjumlah sekitar 113 orang 
meninggal dunia. 

Kedua tokoh Baso itu kemudian dijatuhi hukuman mati . Menurut 
pihak keluarga kedua tokoh baso itu, mereka tidak pemah diberitahu 
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secara resmi tentang hukuman itu. Bahkan mereka tak pernah 
menerima kembali mayat dari anggota keluarganya itu . 

Unjuk kekuatan dari pihak pemerintah itu dianggap perlu 
mengingat situasi politis di Sumatera Barat cukup kritis. Tindakan 
yang mereka am bi I sekaligus dimaksudkan sebagai kekuatan-kekuatan 
yang mencoba-coba membelot dan memanfaatkan kekacauan di daerah 
lain di Sumatera Baral. 

3. 4.2 Peristiwa 3 Maret 1947 

Peri stiwa 3 Maret I 947, pada hakekatnya merupakan kontlik 
antara berbagai kekuatan-kekuatan sosial setempat, khu susnya dua 
kekuatan sosial, yaitu pemerintah denga n TRl-nya (kemudian 
berhadapan dengan tokoh-tokoh cendekiawan berpendidikan Barat, 
partai-partai dengan lasykar bersenjatanya. Latar belakang terjadinya 
peristiwa 3 Maret 194 7 adalah : 

a Ra sa tidak puas dari golongan aga ma yang merasa bahwa 
pemerintah sudah dipengaruhi golongan sosialis dan komuni s 
terutama dilihat dari penasehat-penasehat sipil keresidenan yang 
dekat dengan Residen, hampir semuanya dari partai sosialis atau 
komuni s. 

b. Di dalam tubuh pemerintah dan T RI tumbuh golongan 
cendikiawan yang berpendidikan Barat yang dianggap hanya 
mementingkan keduniawian dan mengabaikan agama. 

c. Masyarakat merasa tidak puas terhadap sikap pemerintah yang 
dianggap memberi peluang pada Sekutu (NICA) sehingga 
mengakibatkan lambannya revolusi . 

d. Rasa tidak puas melihat kehidupan mewah sejumlah perwira 
Divisi IX dan dianggap banyaknya korupsi mulai menghinggapi 
golongan perwira. 

e. Di tubuh TRI sendiri timbul kecemburuan sosial antara perwira­
perwira dengan bawahannya. Kecemburuan ini tampak nyata 
ketika diadakan penggabungan lasyka r ke dalam tubuh T RI 
Banyak yang belum adanya penggabungan berpangkat setingkat 
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pcrwira. lalu se telah bcrgabung ke dalam tubuh TRI justru 
mengalami penurunan pangkat. 

f. Sedang masyarakat Sumatera Barat yang pada waktu khususnya 
di Bukittinggi kondisi sosial ekonomi sedang merosot ke tingkat 
kcmiskinan. Sementara pihak TRI justru banyak melakukan 
tindakan berfoya-foya. 

Namun menurut satu sumber, alasan terpenting dari 
pemberontakan itu adalah kejengkelan beberapa tokoh polisi agama 
setempat akibat adanya ketidakseimbangan pengaruh mereka di antara 
pemerintahan pedesaan dan dukungan yang mereka peroleh dari 
pedesaan itu. Tokoh-tokoh Islam seperti Saalah Jusuf Sutan Mangkuto 
dan Adam B.B. menyaksikan situasi di keresidenan yang memonopoli 
posisi penting di lingkaran petinggi sipil dan militer adalah kelompok 
intelektual sekuler. Padahal yang memenangkan dalam pemilihan 
nagar i adalah kelompok agama, khususnya yang mendapat dukungan 
parta i Masyumi. 7c 

Ketidakpuasan kelompok Islam memuncak sewaktu diadakan 
pertemuan KNIP di Malang yang bertujuan mengesahkan isi perjanjian 
Linggarjati. Beberapa kelompok agama menjadi yakin bahwa kaum 
intelektual berpendidikan Belandalah, yaitu yang pada waktu itu 
memimpin pcmerintahan keresidenan yang berusaha mencari simpati 
dan berpikir cara Belanda. 

Bertolak dari fakfor-faktor di atas, kemudian muncul suatu badan 
yang bernama PAKI (Pemberantas Anti Kemerdekaan Indonesia) yang 
digerakkan oleh beberapa partai politik Islam dan kelompok lasykar 
agama dan sekular. Tanpa disadari gerakan mereka telah dieksploitir 
olch kaki tangan Belanda Selain S.J Sutan Mangkuto dan Adam £3.B . 
terdapat nama Nazaruddin Dt. Rajo Mangkuto, tokoh Lasykar adat 
Hu!uba!ang. Dt, Simatadjo, sekretaris MTKAAM. dan Bachtiar Junus 
yang dikenal sebagai Mayor Jenderal Hizbullah di Sumatera. Gerakan 
ini menyebar di berbagai kota di Surnatera Baral. Rencana gerakan ini 
antara lain : 

Akan mengadakan perebutan kekuasaan di Bukittinggi serta kota­
kota lainnya dari tangan sipil dan rniliter. 
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2. Sebagai alat untuk melaksanakan gerakan dipilihlah Barisan 
Hizbullah, tetapi dinyatakan hanya beberapa orang saja. 

3. Akan menyerahkan ulama-ulama untuk membantu memotivasi 
rakyat dalam rencana perebutan kekuasaan. Rapat-rapat ulama 
diadakan antara lain di Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang 
Panjang, Solok, Pariaman. 

4. Rencana perebutan kekuasaan ini akan diadakan tanggal 3 Maret 
1947. 

Sesuai dengan rencana, menurut gerakan ini, pada tanggal 3 Maret 
194 7 Hizbullah akan melaksanakan perebutan kekuasaan Walaupun 
kenyataan hanya beberapa orang saja yang tergabung dalam gerakan 
ini. Gerakan ini secara simultan dilancarkan di Bukittinggi, Padang 
Panjang, Payakumbuh, Pariaman da beberapa kota lainnya di Sumatera 
Barat. Dalam perebutan kekuasaan ini temyata hanya tokoh-tokoh 
sipil yang dapat ditangkap. Sedang sasarannya sebenamya adalah 
perwira-perwira TRI seperti Ismail Lengah, A. Alim dan lain-lain, 
berhasil lolos. Bahkan TRI kemudian mampu menguasai keadaan. 
Hanya di Jambu Air dan Tarok (Bukittinggi) terjadi pertempuran, 
walaupun akhimya pihak TRI yang dapat menguasai keadaan. 

Di kota lain seperti Padang Panjang, Payakumbuh dan Pariaman, 
gerakan ini tidak jadi meletus karena situasi segera dapat dikuasai 
TRI. Semua pemimpin dari gerakan ini dapat ditangkap. Temyata 
mereka berasal dari berbagai aliran dan golongan. Mereka kemudian 
diajukan ke pangadilan. Putusan pengadilan menyatakan bahwa 
gerakan itu tidak ditunggangi oleh suatu partai tertentu dari golongan 
Islam. Hal ini sekaligus menimbulkan bahwa Masyumi bersama 
Hizbullah-nya merupakan organisasi yang bersih, yang tidak ada 
sangkut pautnya dengan kejadian ini.73 

Setelah peristiwa-peristiwa tersebut di atas Volksfront 
menyerahkan kembali kekuasaannya kepada penguasa militer dan 
penguasa sipil pemerintahan Keresidenan. Tindakan itu kelihatannya 
seperti suatu kemenangan Residen Mohammad Djamil atas Volksfront. 
Akan tetapi banyak pula yang menilai sesungguhnya Residen Djamil 
adalah Residen yang lemah sehingga kurang cocok dengan situasi 
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politik waktu itu yang semakin memanas dengan kedatangan pasukan 
Sekutu, terutama Belanda. Namun para tokoh KNI khawatir jika 
terjadi penggantian Residen justru akan menurunkan prestise 
pemerintahan Sumatera Barat. Jalan keluar akhirnya muncul, yaitu 
sewaktu Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga sub-provinsi, yaitu 
Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan . Mohammad 
Djamil dapat dibujuk untuk menerima jabatan sebagai sub-Gubernur 
Sumatera Tengah . Sedangkan posisinya sebagai Residen digantikan 
oleh Mr. Mohammad Rasjid yang dapat diterirna oleh para pemimpin 
Volbfront . 
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BAB IV 

Jatuhnya Kota-kota RI di Sumatera Barat 

4.1 Kedatangan Tentara Sekutul Belanda di Sumatera Baral 

Wilayah Indonesia pada dasarnya berada di bawah Soulh East 
Asia Command (SEAC) yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat. 
Namun oleh Amerika Serikat pengawasan terhadap wilayah Indonesia 
dise rahkan kepada lnggris. Atas dasar itulah kemudian lnggris 
membentuk Allied Forces Ne/her/ands East Indies (AFNEI) dibawah 
pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI berkekuatan 
tiga divisi dengan tugas melaksanakan Perintah Gabungan Kepala­
kepala Staf Sekutu yang diberikan kepada SEAC, diantaranya : 

I. Menerima penyerahan kekuasan dari tangan Jepang. 

2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu. 

3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian 
dipulangkan. 

4. Menegakan dan mempertahankan keadaan damai terutama di 
kota-kota besar (Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Medan) 
untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintahan Sipil. 

5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang, dan menuntut 
mereka di depan pengadilan Sekutu. 74 
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Untu k mengetahui bagaimana situasi dan kondis i politik d i 
Indonesia . Sekutu mengirimkan satu mi si d i bawah pimpinan Mayor 
A.G . G reenha lqh . Pada 8 September 1946, mereka diterjunkan di 

Bandar Uda ra Kem ayoran dengan tugas mempersiapkan pembentukan 

markas besar sekutu , dan mengadakan kontak dengan kamp-kamp 

interniran sekutu. Namun apa yang merekajumpai di Jakarta , berada 

di luar perhitungan mereka . Bangsa Indonesia telah memanfaatkan 

kekoso ngan kekuasaan-akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu . 
memproklamasikan kemerdekaannya. Walaupun demikian, mereka 

melaporkan kepada atasannya Laksamana Muda Patterson, bahwa 

mereka telah berunding dengan Mayor Jenderal Yamaguci tentang 

tugas-tugas yag harus dilakukan oleh pihak Jepang sebelum pasukan 

Sekutu datang. Adapun mengenai proklamasi kemerdekaan serta 

pemerintahan RI dilaporkan sebagai gerakan rakyat yang kacau dan 
tidak terorganisir. 

M isi G reenhalqh ini kemudian disusul oleh misi kedua yang tiba 
di Jakarta pada tanggal 15 September 1945 dengan menggunakan 
kapal penj e lajah Cumberland, yang dikawal kapal penjelajah Belanda 

Tromp, dan membawa rombongan, RAPWI , Palang Merah lnggri s 
dan pejabat-pejabat penting Belanda antara lain Van Der Plas dan 
Van Straten . Kapa I itu juga membawa rombongan Skadron Penjelajah 
V lnggris Laksamana Muda WR Patterson dan mendaratkan sebagai 
Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesi a. 

Dalam Perjalanan rombongan Sekutu dari Tanjung Periuk ke kota 
Jakarta, rombongan ini terkejut menyaksikan suatu kenyataan dari 
kekuasaan RI. Melihat kenyataan ini dalam pertemuan pertama 
den gan pimpinan-pimpinan Indonesia, pihak Sekutu menyatakan 
bahwa mereka akan menghormati kemerdekaan bangsa Indonesi a. 
dan merek a hanya akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

keputusan Sekutu. Akan tetapi pernyataan ini hanyalah sebagai takt ik 
pihak l nggri s saja untuk mempermudah misinya, yang sebenarnya 
tidak hanya sebagai pengemban amanah Sekutu , melarikan juga 
sebagai sahabat erat pemerintah Belanda. Oleh karena itu langkah­
langkah yang ditempuh lnggris selalu menguntungkan pihak Belanda. 
Hal in i an tara lain terlihat sewa kt u pasukan l nggris yang 
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mengatasnamakan pasukan Sekutu untuk pertama kali mendarat di 
Jakarta. 

Ternyata dalam rombongan itu terdapat orang-orang Netherland 
Indies Civil Administration (NICA) yang secara terang-terangan 
hendak menegakkan kembali negara Hindia Belanda. Sikap seperti 
itulah yang menyebabkan pandangan bangsa Indonesia terhadap 
'pasukan Sekutu' itu berubah. 76 Kontak senjata antara pasukan 
Indonesia melawan pasukan Sekutu pun tidak dapat dihindari lagi. 
Kenyataan semacam inilah yang membuat beban perjuangan bangsa 
Indonesia semakin berat. 

Di Sumatera Barat rombongan Sekutu yang pertama kali datang 
adalah rombongan Palang Merah yang diterjunkan di kota Padang pada 
tanggal 20 Agustus 1945. Setelah itu pada 8 September dan 23 
September 1945 juga diterjunkan beberapa orang rombangan kecil 
Sekutu dengan tugas memberikan penjelasan mengenai kedatangan 
tentara Sekutu ke Sumatera Barat. Setel ah kedua belah pihak 
memahami kedudukan masing-masing maka di dapat persetujuan 
bahwa Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Barat akan ikut 
membantu menyelesaikan tugas-tugas Sekutu .77 

Pada tanggal I 0 Oktober 1945, gelombang pertama pasukan 
Sekutu mendarat di Teluk Bayur, Padang. Pendaratan pasukan pertama 
dipimpin oleh Mayor Jenderal H.M. Chambers. Kekuatan pasukan ini 
terdiri dari satu Brigade Divisi India ke-26 yang jumlahnya kurang 
dari satu batalyon, dengan markas besar Brigade ke- 71, Lincoln I dan 
Garhwal Rifles. 78 Mereka ditemani oleh Mayor Jenderal A.I. Spits 
sebagai wakil Belanda. Sebagai catatan, Mayor Jenderal Spits 
sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Belanda di Sumatera. 
Kedatangan pasukan lnggris ini tidak luput dari pengamatan pihak 
Republik. Sebab di pelabuhan itu tidak kurang dari lima ratus orang 
pemuda republikein Sumatera Barat yang hadir menyamar sebagai kuli 
pelabuhan untuk memata-matai seluruh kegiatan Sekutu itu. Mereka 
melakukan itu karena sebelumnya sudah tersebar isu bahwa orang­
orang NICA akan ikut serta dalam rombongan Sekutu itu. 

Sebenarnya, sebelum mendarat di Teluk bayur, pihak lnggris telah 
mendapat infonnasi yang cukup membesarkan hati mengenai daerah 
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yang akan mereka darati. Mereka menerima informasi bahwa kekuatan 
Belanda di Sumatera cukup baik bahkan penduduk di daerah-daerah 
sepenuhnya diurus oleh pemerintahan sipil Belanda. Namun ketika 
mendarat di Teluk Bayur, mereka melihat suatu kenyataan bahwa yang 
berkuasa adalah orang-orang Indonesia, bukan Belanda. Di kota itu 
mereka menemukan beribu-ribu pemuda yang berkobar-kobar hasil 
pendidikan militer Jepang, meneriakkan kata "merdeka", dan sangat 

anti Belanda, yang kemudian berkembang menjadi anti lnggrisjuga. 79 

Sesuai dengan peraturan internasional yang berlaku, maka tugas 
Sekutu di Sumatera Barat adalah mengurus penyelesaian masalah 
perang dengan Jepang. Untuk itu Sekutu mendirikan pos-pos 
penjagaan di Teluk Bayur, Muara, Komplek Rumah Sakit Tentara, 
Simpang Alanglawas , dan sebagainya dengan markas besarnya 
mengambil tempat di kantor wali kota Padang, yang sebelumnya sudah 
dikosongkan oleh wali kota Padang Mr. Abu Bakar Yaar, pengganti 
Dr. A. Hakim . 

Sejak awal kedatangannya pihak Sekutu berjanji tidak akan 
mencampuri urusan Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Barat, 
dan pihak Republik memahami posisi lnggris sehingga tidak 
menghalangi tugasnya di Sumatera Barat. Oleh karena itu selama 
bulan Oktober tugas rekapitulasi pasukan Jepang berjalan mulus. 
Mayor Jenderal Motitake Tanabe, komandan Tentara ke- 25 Jepang 
dan wakilnya Laksamana Sueto Hirose menandatangani secara resmi 
penyerahan semua pasukan Jepang di Sumatera yang dilakukan di kota 
Padang pada tanggal 21 Oktober 1945.80 

Namun seperti halnya di Jawa, sikap kompromis dari pihak 
Republik telah disalah gunakan oleh pihak lnggris. Sebagai badan 
RAPWI (Rescue of Allied Prisoners of War and Internees) lnggris 
telah memberi peluang besar kepada NICA yang memboncengnya 
untuk mengadakan infiltrasi dan provokasi bahkan Inggris, pasukan 
Sekutu telah mempersenjatai bekas tawanan perang Jepang yang baru 
dibebaskannya itu. 81 

Pasukan NICA yang mendapat dukungan dari sekutunya itu 
bertindak angkuh dan sewenang-wenang meminta dan menduduki 
gcdung-gedung bekas kantor mereka dulu. Akibatnya suhu politik di 
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kola Padang pada khususnya dan Sumalera Baral pada umumnya 
mulai meningkat. Dan insidenpun mulai bermunculan, terutama 
selelah lerjadi aksi penurunan bendera Merah Putih oleh orang-orang 
NICA di kantor Syahbandar Teluk Bayur. 

Melihat kondisi seperti itu para pemuda segera membentuk 
barisan pengawal yang menjaga kantor-kanlor pemerintah. Kota 
Padang mulai dibanjiri oleh poster-poster dalam bahasa Indonesia dan 
lnggris yang isinya menentang penjajahan dan menolak kembali 
kekuasaan Belanda di Indonesia. Aksi para pemuda itu ternyata telah 
membual tentara lnggris tersinggung dan mengadakan pembersihan 
berupa pencabikan poster-poster dan merusak tempat-tempat poster 
tersebut. lalu dilanjutkan dengan penggel edahan kantor-kantor 
percetakan yang dicurigai sebagai tempat mencetak poster-poster 
tersebut bahkan sampai pembakaran kantor pemuda di Pasar Jawa. 
Beberapa tokoh pemuda di antaranya d itangkap dalam aksi 
pembersihan itu. 

Seiring dengan itu orang-orang NIC A juga aktif melakukan 
infiltrasi . Mereka mendatangi kantor-ka ntor pemerintah dan 
menghubungi pegawai-pegawai lama dan menjanjikan kepada mereka 
scbagai pegawai Belanda serta akan memperoleh gaji yang tak terbayar 
selama masa pendudukan Jepang.8= 

Namun insiden yang paling serius terjadi awal bulan Desember 
1945 . Pasukan Inggris melakukan gerak cepat untuk memperluas 
daerah pengawasannya di kota Padang, antara lain dengan mengarnbil 
alih Sekolah Tehnik di Simpang Haru . Guru-guru sekolah itu 
melakukan protes atas pengambilalihan sekolah tersebut. Namun pihak 
lnggris tidak menggubrisnya, malahan mereka menangkap dan 
memukuli guru-guru tersebut, di antaranya adalah Said Rasad (yang 
kemudian menjadi Wakil Walikota Padang). Sebagai balasannya pihak 
Republik melakukan serangan dadakan te rhadap konvoi pasukan 
lnggris. lnsiden itu terus berkembang yang berpuncak pada hilangnya 
dua mirinir dan terbunuhnya Mayor Andreson dan Nona Allingham. 
seorang anggota Palang Merah Sekutu di pemandian Sungai Beramas 
yang letaknya kurang lebih 11 km ke arah selatan kota Padang. 
Menurut kabar, sebelum dibunuh Nona Allingham sempat diperkosa 
dulu.83 
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Atas tindakan brutal itu, maka pihak lnggris melakukan tindakan 
balasan yang tidak kalah kejinya, yaitu dengan menyerang dan 
membakar tiga buah desa yang berada dekat tempat kejadian, dan 
menyerang barak-barak TKR serta kantor-kantot BPPI di Padang.84 

Tindakan-tindakan keras dari kedua belah pihak telah membuat kota 
Padang dalam keadaan darurat perang. 

Keadaan darurat itu dalam satu segi ternyata telah membawa 
keuntungan bagi pihak Republik. Sewaktu pihak lnggris sibuk 
menyusun pertahanan menyangga di sekitar Padang, maka pihak 
Republik dengan leluasa merintis kondisi guna mempersiapkan diri 
melawan Belanda. Selain itu pihak, Republik juga berupaya 
menunjukan kepada pihak Inggris selaku pasukan sekutu bahwa 
pemerintahan sipil Republik Indonesia mempunyai kemampuan untuk 
mengurus pemerintahan, termasuk urusan peradilan . Selain itu 
pendekatan-pendekatan yang dilakukan kaum nasionalis Indonesia 
terhadap pasukan lnggris yang sebagian besar terdiri dari pasukan 
India yang membawa hasil yang menggembirakan. Tidak sedikit dari 
orang-orang India terutama yang beragama Islam lalu membelot 
memihak Indonesia lengkap dengan persenjataannya. Meskipun para 
pemimpin pasukan lnggris cenderung memperkecil ruang gerak dan 
kemungkinan terjadinya pembelotan itu, upaya itu tetap saja terjadi. 
Dilaporkan sampai pasukan lnggris meninggalkan Sumatera Barat 
jumlah pembelot mencapai 746 orang.85 

Tadinya pihak Indonesia masih terus melakukan usaha-usaha 
untuk menarik simpati pasukan lnggris, antara lain dengan 
menunjukan bahwa gerakan-gerakan rakyat atau yang disebut kaum 
ektremis itu merupakan retleksi dari kekecewaan rakyat terhadap 
peranan pasukan lnggris selaku pasukan Sekutu yang dianggap telah 
melampaui kewenangannya. Apalagi tugas pemulangan pasukan 
Jepang selesai, seharusnya pasukan lnggris selaku pasukan sekutu 
harus pergi pula dari Sumatera. Tetapi apa yang terjadi justru 
sebaliknya. Pasukan lnggris yang ada bukannya dikurangi, malah 
bertambah dengan kedatangan pasukan lnggris dari Jawa. 

Perseteruan antara pihak lnggris dan Indonesia mencapai titik 
puncaknya ketika pasukan lnggris menahan secara sewenang-wenang 
tiga o ran g pejabat Republik di Keresidena n, ya it u: Mr. Suta n 
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Mohammad Rasjid (Residen), Mr. Haroen Al Rasjid (Kepala peradilan 
Keresidenan), dan Johny Anwar, Kepala Polisi di kota Padang. 
Penculikan ketiga pejabat Republik itu adalah sebagai tuntutan untuk 
pembebasan seorang Indonesia yang diduga menjadi mata-mata untuk 
Belanda. Semula lnggris meminta agar mata- mata itu diperikasa di 

kota Padang. Tuntutan itu tidak dipenuhi oleh pihak Republik yang 

kemudian menyebabkan pihak lnggris melakukan penculikan terhadap 
ketiga pejabat Republik. Masalah ini kemudian dapat diatasi setelah 
Mohammad Djamil yang baru diangkat sebagai Gubernur Muda 
Sumatera Tengah ikut campur dalam masalah ini. Mata-mata orang 
Indonesia itu dibebaskan , setelah itu pihak lnggris pun membebaskan 
ketiga pejabat Republik yang ditahannya. Namun setelah insiden ini, 

kontlik antara pihak Republik dengan pihak Inggris terus berlangsung 

sampai masa tugas lnggris selaku kekuatan Sekutu di Sumatera selesai. 

Menjelang berakhirnya masa tugas pasukan Inggris di Sumatera, 

ya itu pada bulan September 1946, satu detasemen pasukan Belanda 
yang terdiri dari 75 orang mendarat di kota Padang, sekaligus sebagai 
ujung tombak Brigade U yang akan mengambil alih pengawasan kota 
Padang dari tangan lnggris. Sebelumnya Brigade U bertugas di 

wilayah Jakarta-Jawa Barat. Kedudukannya kemudian digantikan oleh 
Divisi 7 Belanda yang memasuki Jakarta pada pertengahan November 
1946. Pasukan dari Brigade "U" Belanda yang selama ini bertugas di 
front-front Jakarta dan sekitamya ditarik dan dipindahkan ke Padang 
untuk menggantikan pasukan Sekutu. Brigade "U" dibawah pimpinan 
Kolonel J.W. Sluyters terdiri dari Batalyon "Princes Irene'', Batalyon 
"Jangers", Batalyon V Penserwagon Huzaren Van Borcel, Batalyon 
1-8 RI, Batalyon 2-14 RI dibantu oleh SATBANPUR lainnya seperti 
Afdeeling IV Artileri, Kompi Ill Genie Lapangan dan lain-lain.86 Pada 
tanggal 29 November secara resmi, Kolone l J.W. Sluyter menerima 
kota Padang dan Teluk Bayur dari pihak Sekutu. 

Seperti halnya di pulau Jawa, sebelum pasukannya meninggalkan 
Surnatera Barat, pihak Inggris masih berusaha untuk mempertemukan 
pihak Republik data Belanda dalam satu meja perundingan. Namun 
pembicaraan itu mengalami kemacetan. Dalam setiap pembicaraan 
se lalu ditandai dengan percekcokan kedua belah pihak pada dasarnya, 
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tidak percaya bahwa hasi l pembicaraan antara delegasi Indonesi a 
dengan Belanda akan mampu memutuskan sendiri kasus di daerah ini . 
Mereka lebih yakin bahwa hanya dengan aks i militerlah segal a 
permasalahan di antara mereka dapat diatasi. 87 

Pada 28 November 1946 itu juga diadakan serah terima pasukan 
Sekutu (lnggris) dengan tentara Belanda dan besoknya 29 November 
1946, pasukan I nggris meninggalkan Padang. Seluruh pos-pos 
peninggalan sekutu diisi oleh Brigade "U" Belanda dibawah pimpinan 
Kol.J.W.Sluyter. Pada mulanya Belanda hanya bertindak sebagai 
pengganti Sekutu di daerah yang didudukinya. Dan lnggris pun 
memeringatkan bahwa daerah kontrol Belanda di Padang sebetulnya 
terbatas pada blok-blok RAPWI di utara dan selatan kota Padang. 
Selain itu juga lapangan terbang Tabing dan pelabuhan Teluk Bayur. 
Jalan antara kota dan kedua tempat tersebut hanya terbuka untuk 
konvoi saja . Di luar blok-blok RAPWI dan kedua tempat itu 
merupakan daerah kontrol dan tanggung jawab Republik. Artinya 
peraturan yang berlaku adalah peraturan pihak Republik. 

Namun Belanda yang mempunyai keinginan keras untuk 
menegakkan kembali Nederlands-lndie tentu tidak mau menuruti 
nasehat temannya itu. Secara sepihak pasukan Belanda bergerak 
menduduki tempat-tempat yang strategis di pusat kota Padang dan 
menyerbu markas TKR pada dini hari yang mengakibatkan 
komandannya gugur dan 99 orang anggotanya tertangkap. Akibat 
peristiwa ini para pejuang Sumatera Barat yang dipelopori oleh TNI 
bersama barisan-barisan rakyat melakukan serangan terbuka ke kota 
Padang dari tiga Front yaitu front Utara, Timur dan front Selatan. 

Pendaratan pasukan Belanda disambut .oleh pasukan Republik 
dengan serangan dan ranjau . Ranjau dekat Batang Cubadak 
menghancurkan sebuah brencarrier Belanda. Ranjau darat di 
Pampangan dekat Bukit Putus menewaskan beberapa pasukan 
Belanda. 88 Sergapan dan penghadangan dilain tempat seperti di 
jembatan Babuai menewaskan beberapa orang pasukan Belanda dan 
berhasil menghancurkan brencarrier, satu brenggun, dan satu pistol 
dapat dirampas.80 Serangan tersebut rnernbawa kerugian yang tidak 
sedikit dipihak Belanda. 
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Akibat seringnya terjadi pertempuran di kota Padang maka rakyat 
berduyun-duyun mengungsi ke daerah pedalaman Sumatera Barat 
yang masih dikuasai oleh pihak Republik Indonesia. Tetapi suasana 
tegang di Sumateta Barat itu untuk sementara dapat ditenangkan 
dengan datangnya berita gencatan senjata dar i pusat. 

Di Jakarta Persetujuan Linggarjati d itandatangani pada 16 
November 1946. Untuk menjelaskan maksud persetujuan itu 
Pemerintah Pusat mengirim tiga orang ke Sumatera Barat untuk 
mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak yang dilaksanakan 
pada I I Desember 1946. Persetujuan Linggarjati di Sumatera Barat 
pihak RI diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin (Ketua), Dr. A.K ., Gani 
(Anggota dari pusat), Letjen Urip Sumohardj o (Anggota), Mr. Moh. 
Rasjid (Anggota) , Letko! A. Halim (An ggota), Marzuki Jatirn 
(Anggota), Kapten A. Salim Yakup (Anggota), Darwis (Anggota) , 
Mr. Nazarudin,(Anggota), Kapten Na s run AS (Peninjau) . 
Sedangkan pihak Belanda diwakili: Dr. Kuts (Ketua), Jenderal Mayor 
Buurman Yan Yreeden (Anggota), Kolonel Sluyter (Anggota), Mayor 
Schotsborg (Anggota), Kapten Hendricks (Anggota), Kapten Tiden 
(Anggota), Letnan vreenedal (Anggota), De Boer (Anggota) dan 
Waarnar (Anggota).90 Isi yang terpenting dari persetujuan itu adalah 
pengakuan de factv atas Indonesia (Jawa, Madura, Surnatera). 

Rupanya pihak Belanda yang rnerasa berada di posisi yang kuat. 
Secara terang-terangan Belanda rnenerj a ng adanya kerjasama 
administras i Belanda Indonesia di kota Padang, yang pada dasarnya 
telah disetujui sebelumnya berdasarkan konsesi perjanjian Linggarjati . 
Oleh karena itu Belanda menentang peranan Polisi Republik Indone­
s ia berperan sebagai pemelihara kearnanan di Padang.9 1 Belanda 
bersikeras untuk dapat menguasai pos-pos pol is i dan daerah demarkasi 
itu serta rneminta agar pos-pos Indonesia ditempatkan jauh dari garis 
demarkasi . 

Adanya tuntutan-tuntutan seperti itu , pihak, Republik Indonesia 
pun sudah rnemperkirakan bahwa apa ya ng ada dalarn kon sesi 
perjanjian Linggarjati jelas sangat rnerugikan pihak Republik . Jika 
pihak Republik menarik aparat keamanan dan pemerintahnya dari kota 
Padang, rnaka hal itu dapat diartikan bahwa semua penduduk yang 
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berada di sana di bawah kekuasaan Belanda. Oleh karena itu pihak 
Republik pun cenderung berpendirian keras untuk tidak menyetujui 
semua tuntutan Belanda. Apalagi hubungan Sumatera Barat dengan 
pihak pusat di Yogyakarta tidak begitu lancar sehingga instruksi 
spesifik dari sana tidak cepat mereka terima. 92 

Pada 28 Desember 1946 Belanda mengadakan penggeladahan di 
dalam kereta api . Akhirnya komandan TNI Sumatera Barat, Ismail 
Lengah mengeluarkan pengumuman pembatalan gencatan senjata. 
Dan ketegangan antara kedua belah pihak pun semakin meningkat. 

Pada tanggal 31 Desember 1946, Belanda melancarkan beberapa 
kali serangan udara ke beberapa desa di sekitar Padang yang nota 
bene berada jauh di luar garis demarkasi. Desa-desa yang mendapat 
kerusakan akibat serangan udara itu antara lain : di Lubuk Begalung, 
Bandar Buat, dan Pasar Usang. Akibat dari serangan itu maka sejak 
awal tahun 1947 pertempuran kembali meletus antara Belanda 
me lawan rakyat Sumatera Barat . Pihak Belanda mengarahkan 
persenjataannya yang modern untuk melenyapkan kekuatan RI di 
Sumatera Barat. Belanda menggunakan pesawat udara (mustang), 
mortir houwitzer, carrier (sejenis panser). Padahal pasukan Republik 
hanya menggunakan senjata seadanya, yaitu senjata peninggalan dan 
ra mpasan dari Jepang dan Belanda, ditambah dengan beberapa 
persenjataan hasil rakitan sendiri seperti born, senapan balansa dan 
bambu runcing. Walaupun demikian semangat rakyat Sumatera Barat 
sangat tinggi. 

Dan untuk menghindari agar gedung-gedung atau fasilitas lainnya 
jatuh ke tangan Belanda, pihak RI menggunakan taktik bumi hangus 
sebagai senjata terakhir .93 

Beberapa peristiwa yang terjadi sejak awal tahun 1947 antara 
pihak RI dan Belanda : 

I . Penyerangan meriam Belanda atas Alai, Kampung Kalawi, 
Andalas, Anduring dan sekitamya, 7 Januari 1947. Tembakan 
gencar tersebut dalam rangka melindungi gerakan tentara Belanda 
kejurusan Ampang, Anduring, Lubuk Bagalung dan Pisang . 
Gerakan tersebut mendapat perlawanan dari pasukan republik . 
seoran g prajurit TRI melakukan serangan "jibaku" dengan 
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mempergunakan ranjau darat, sehigga dua truck Belanda beserta 
isinya hancur. 

2. Penyerahan markas Batalyon gabungan I. Resumen Ill di lndarung 
dari udara, 8 Januari. Penyerangan in i berbuntut dari sehari 
sebelumnya, Komandan Batalyon I Mayor Anwar Badu Iuka parah 
dan Mahmoed Pianis terkenal tewas. 

J. Penyerangan at as Pasar Bandar Buat, 18 Januari 194 7. 
Penyerangan terhadap pasar pada hari pekan ini, mengakibatkan 
lebih lima puluh rakyat tidak berdosa, sebagian wanita dan anak­
anak, meninggal dan puluhan lainnya Iuka parah. 

4. Usaha Belanda Memasuki lndarung, 20 Januari 194 7, dengan 
didukung oleh pesawat udara dan dilindungi senjata berat seperti 
brencarrier serta tembakan mortir dan pantserwagen. Hari itu 
juga pasukan Belanda meninggalkan lndarung. 

5. Beberapa pertempuran di Front Utara, terutama di Tabing dan 
Kompi Harimau tiram, yang menguasai pos-pos pantai . 

6. Pertempuran Sungai Pisang, merupakan pertempuran antara ALRI 
di Sungai Beramas, akhir Januari dan pasukan Belanda yang 
sedang mendaratkan pasukannya. 

7. Gempuran terhadap markas SPO di Pasar Oesang 11 Januari. 
Penyerbuan ini merupakan buntut dari sepasukan Belanda yang 
terkena ranjau, sehari sebelumnya yang menyebabkan JO orang 
pastikan Belanda tewas dan Iuka-Iuka termasuk diantaranya 
beberapa perwira. 

Selain itu, Belanda juga melakukan serangan dan penembakan 
yang ditujukan kepada rakyat yang tidak berdosa, sepertii penembakan 
dari udara terhadap rakyat yang sedang berbelanja di Pasar Tabing, 
Lubuk Buaya, Duku dan Pasar Oesang. Belanda juga menembaki 
kereta api yang lewat membawa pengungsi keluar kota yang 
mcngakibatkan banyaknya korban dari rakyat biasa. Sementara 
pertempuran terus berlangsung perundingan ditingkat pusat silih 
berganti . 
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Sejak dibatalkannya genjatan senjata, telah bebcrapa kali diadakan 
perund ingan kem bali antara pihak RI dengan Belanda di Padang, yaitu 
pad a tanggal 3 April 194 7 dan tanggal 8 Apr il l 94 7 yang 
menghasilkan beberapa keputusan . Setelah itu diadakan lagi 
perundingan pada tanggal 3 Mei 194 7. Delegasi RI dipimpin oleh 
Kolonel Ismail Lengah, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh 
kolonel J.W. Van Sluyters . Perundingan ini pun diadakan di Padang. 
yang dihadiri oleh Wali Kota Padang. 

Dalam Perundingan yang di sebutkan terakhir, disepakat i 
rnengenai gari s demarkasi yang membujur dari Sungai Beremas 
-Tanah Sirah-Tabing.95 Setelah itu kedua komandan itu mengadakan 
perjalanan bersama untuk memeriksa garis demokrasi Timur. 
Berdasarkan hasil perundingan tadi terlihat jelas bahwa sejak 
kedatangannya tanggal 28 November 1946, Belanda telah berhasil 
memperluas daerah kekuasaannya . Pada waktu menerima kekuasaan 
dar i pihak Sekutu, daerah yang dikuasai Belanda hanya sekitar Hotel 
Oranye (sekarang Hotel Muara), Belantung, Rumah Sakit tentara di 
Ganting dan ditambah pos-pos Sekutu yang berada d i Teluk Bayur, 
Tabing, pinggir Batang Arau dan pinggir Bandar Bakali 

4.2. Agresi Militer Belanda 

4.2.1 Agresi Militer Belanda I 

Berdasarkan hasil-hasil perundingan yang telah disepakati antara 
pihak RI dan Belanda di Sumatera Barat disebutkan bahwa jalur 
selebar 2 km antara daerah yang dikuasi pihak RI dan Belanda, 
dianggap sebagai daerah tidak bertuan (bebas dari militer). Tetapi 
kenyataannya di daerah itu tetap jadi ajang pertempuran, dan terjadi 
terutama karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak 
Belanda .96 Dan akhirnya secara sepihak pemerintah Belanda 
membatalkan semua hasil perundingan itu dan langsung melakukan 
agresi militer. 

Di Sumatera Barat perang Agresi Militer I didahului dengan 
pembunuhan Wali Kota Padang, Baginda Azis Chan yang terjadi pada 
tanggal 19 Juli 1947. Kepala Baginda Azis Chan meninggal karena 
kena hantaman benda berat dan sebutir peluru . 
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Setelah peristiwa itu Belanda menyerbu kota Padang dari segala 
penjuru. Pasukan RI pun tidak begitu saja menyerahkan daerah ini 
kepada pihak Belanda, meskipun mereka tah u persenjataan Belanda 
jauh lebih lengkap dan lebih modern daripada yang mereka miliki . 
Daerah front Timur perlawanan pihak RI berada di bawah pirnpinan 
Mayor Ahmad Husein . Selain pasukannya sendiri dia dibantu oleh 
pasukan Sin ga Harau , 3 Kompi Hisbullah dan barisan perjuangan 
lainnya. 

Di Front Timur pertempuran terjadi selama dua hari berturut­
turut, lndarung jatuh ketangan Belanda. Pasukan Belanda bertahan di 
Air Siah, pintu gerbang "Subang-pas" benteng alam di lembah Bukit 
Barisan.97 Rencana Belanda untuk merebut kota Solok pusat Resimen 
Ill , dapat digagalkan akibat perlawanan yang gigih dari TN!. Perang 
gerilya yang dilancarkan terus menerus oleh TNI, 23.-25 Juli 1947, 
memaksa Belanda mengundurkan diri kem bali ke lndarung. TNI 
berhasil menerobos pertahanan Belanda d i Kepala Datar antara 
lndarung dan Padang, yang menyebabkan Belanda mundur sampai 
pusat kota Padang.98 Di sini mereka mengakui keunggulan TNI dengan 
perlengkapan yang jauh lebih sederhana dan di front Timur ini tidak 
pemah terlampaui oleh pasukan Belanda. 

Di Front Utara keadaan tidak jauh berbeda dari Timur. 
Pertahanan TNI di Tabing dapat diterobos oleh Belanda 22 Juli 194 7. 
Pasukan Belanda melaksanakan penyerangan gerak cepat, mereka 
berhasil maju sampai ke Lubuk Alung. Dalam tempo tujuh saja 
Be landa telah dapat menguasai jalan raya Tabung sampai Muara 
Kasang. Di Muara Kasang pasukan Belanda hanya dapat ditahan oleh 
pasukan RI untuk sementara waktu saja. 

Keberhasilan pasukan Belanda itu terutama dalam serangannya 
itu selalu dibantu oleh pesawat-pesawat tem pumya yang menembaki 
dan membom posisi pasukan RI , yang memak sa pasukan TN! terpaksa 
mundur untuk menyelamatkan diri . Strategi pertahanan diatur oleh 
Mayor Mu stafa sebagai Komandan batalyon yang berkedudukan 
di Pasar Usang. Di front ini ditegaskan kompi-kompi Berantai , 
Bakapak, Berayun dan Bakipeh. 
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Secara serentak jalan antara Tabing Lubuk Minturun, Hilalang -
Lubuk Minturun dan Lubuk Buaya-Tanjung Aur dikuasai Belanda, 
sehingga praktis jalan-jalan penting dikenegerian Kato Tangah jatuh 
ketangan belanda . Dari Muara Kasang pasukan Belanda yang bergerak 
ke arah Pasar Usang, mendapat perlawanan dari TNI. Karena kekuatan 
Belanda sangat besar, maka TNI terpaksa mundur dan Belanda dapat 
menduduki Duku. 

Front Utara ini merupakan daerah dari pesawahan sehingga 
penyerangan oleh TNI hanya dapat dilakukan pada malam hari . 
Serangan yang gigih pada malam hari, sepanjang jalan Pasar Usang 
hingga Padang menjadi kancah peperangan sehingga memaksa 
Belanda mengundurkan diri ke Lubuk Alung, 25 km sebelah Utara 
Padang. 

Di Front Selatan daerahnya sempit antara lereng-lereng curam 
Buk it Barisan di sebelah Timurnya dan Samudra Indonesia di sebelah 
Barat. Pada 21 Juli 1947 Belanda dari Teluk Bayur mengarahkan 
mortirnya ke daerah Sungai Beramas dan Bukit Lampu, Pengambilan 
dan Bungus. Pasukan darat Belanda dengan dilindungi pesawat udara 
melintasi garis demarkasi dengan pasukan mobil berlapis baja 
dihalang-halangi oleh Batalyon Topan, Batalyon Gunung Raya dan 
satu seksi dari markas Resimen 111. 

Agresi militer Belanda I ini mendapat perlawanan bukan saja dari 
kalangan TNI saja, melainkan juga dari rakyat Sumatera Barat. Para 
alim ulama misalnya, mengeluarkan fatwa bahwa perang kemerdekaan 
adalah perang sabil (sabilillah) . 

Atas desakan PBB, pada tanggal 2 Agustus1947 meminta agar 
diberlakukan gencatan senjata. Pada tanggal 4 Agustus 194 7 Presiden 
RI mengeluarkan perintah agar pasukan Republik Indonesia 
menghentikan termbak-menembak. Seruan itu baru berlaku di 
Sumatera Barat sehari sesudahnya. Akan tetapi pihak Belanda di 
Sumatera Barat menerima keputusan itu dengan setengah hati. Hal ini 
terbukti pada 8 Agustus Belanda masih melancarkan serangan ke Parit 
Malintang, sebelah Utara Lubuk Alung. 

Setelah menyadari bahwa kekuatan para pejuang RI tidak 
se imbang dengan pasukan Belanda yang jauh lebih modern itu, 
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akhirnya para pejuang republikein melakukan taktik perang gerilya. 
Pasukan TNI dan Iasykar-lasykar pemuda terpaksa melakukan gerakan 
mundur ke desa-desa , bahkan ke daerah pedalaman sambil melakukan 
konsolidasi dan membangun pertahanan-pertahanan baru. Di dalam 
masa gencatan senjata itu pemerintah daerah Sumatera Barat mulai 
berbenah diri dalam usaha menggalang persatuan. Apalagi setelah 
melihat FPN tidak lagi berfungsi secara baik, yang disebabkan terlalu 
banyaknya perbedaan politik di dalamnya. Oleh karena itu kemudian 
bentuk badan baru dengan nama "Markas Pertahanan Rakyat Daerah". 
FPN kemudian bergabung ke dalamnya . 

.J.2.2 Agresi Mililer II 

Di Sumatera Barat Agresi Mi liter Belanda Kedua dimulai dengan 
kedatangan pesawat terbang Belanda di atas kota Bukittinggi pada 
dini hari 19 Desember 1948, sebagian orang mengira bahwa pesawat 
itu sedang membawa rombongan Presiden Soekarno dalam perjalanan 
menuju ke India, sehingga para pemimpin di Bukittinggi menyiapkan 
sejumlah kendaraan untuk menyambut kedatangan rombongan itu di 
pangkalan udara Gadut. Akan tetapi pesawat yang ditunggu itu tidak 
kunjung turun, maka timbulah kecurigaan . Besok harinya tanggal 19 
Desember 1948 barulah menjadi jelas dengan ditemukan pamtlet­
pamtlet yang rupanya dijatuhkan oleh pesawat milik Belanda yang 
menyatakan bahwa Persetujuan Renville tidak berlaku lagi. Pagi itu 
pula pesawat terbang Belanda kembali beraksi, Bukittinggi dan 
sekitamya di born dan menembaki pemancar RRI tangsi-tangsi dan 
kendaraan yang bergerak disepanjang jalan. Akibat penembakan dan 
pemboman itu banyak bangunan-bangunan yang rusak. Sebagian 
penduduk panik dan berusaha mencari perlind ungan atau bersiap-siap 
untuk mengungsi keluar kota. Sebagian lag i mencoba memonitor 
s iaran radio dalam dan luar negeri.99 

Dengan demikian jelaslah bahwa Bukitt inggi yang waktu itu , 
merupakan ibukota menjadi sasaran utam a bagi Belanda dalam 
serangannya pada agresi Mi liter Belanda kedua ini . Pada hari itu juga 
pemimpin di Sumatera Barat sepakat untuk meninggalkan Bukittinggi 
dan perjuangan selanjutnya akan dilakukan secara gerilya. Di antara 
pemimpin itu antara lain Menteri Kemakmuran RI Mr. Syafruddin 
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Prawiranegara yang baru sebulan berada di Bukittinggi, Mr. Teuku 
Moh . Hasan sebagai Ketua Kompempus Sumatera, Gubernur Sumatera 
Tengah Mr. Nasrun dan PTTS Kolonel Hidayat dan Mr. St. Moh 
Rasjid yang pada hari itu sedang berada dikota Pariaman. Mereka 

meninggalkan Bukittinggi menuju kompleks perkebunan teh Halaban, 
disebelah Selatan kota Payakumbuh . Di sana bertemu dengan tokoh­

tokoh setempat. Dalam pertemuan tersebut d isadari bahwa perjuangan 

tak bo leh dihentikan begitu saja, hanya karena tertawannya Pemimpin 
Terti ngg i RI di Jogyakarta . Menghentikan perjuangan berarti 
pengkh ianatan terhadap cita-c ita proklamasi . 

Selanjutnya dengan tekad y an g bulat mereka memulai 
musyawarah data menganalisa situasi. Dan untuk sementara waktu 

mereka akan menjadikan daerah pedesaan dan pedalaman sebagai 
basis perlawanan . Tak lama kemudian sampai telegram dari Jogyakarta 
yang menunjuk Mr. Safruddin Prawiranagara untuk membentuk 
perneri ntah an RI darurat. Berdasarkan isi telegram in i maka lah irlah 
"Pemer intahani Darurat Republik Indonesia" (PDRI.), yang kemudian 
melanj utkan perjuangan bangsa Indonesia dengan bergerilya. 

Bersamaan dengan pernboman kota Bukittinggi Belanda 
menggerakan satuan ternpurnya dari Padang ke segala jurusan secara 
besar-besaran dengan dipelopori oleh pesawat penginta i, pernburu dan 
pernborn . Pesawat-pesawat pengangkut C atalina menjatuhkan 
pasukannya di Danau Singkarak dan Batu Tebal, di Ujung Selatan dan 
pantai Timur Danau Singkarak. '00 Gerakan pasukan Belanda dalam 
merebut kota-kota penting di Sumatera Barat yang meliputi : 

4.2.2 .1 Front Utara 

Pada 19 Desember 1948 pasukan Belanda bergerak ke arah Utara 
melintasi garis demarkasi Renville di Batang Tapakis. Pertempuran 
terjadi dengan pasukan TN! yang menjaga garis demarkasi tersebut, 
ya itu batalyon-batalyon dar i Residen VI dan Mobrig melakukan 
perlawanan . Karena kekuatannya yang tidak seimbang maka pasukan 
TN! mengundurkan diri ke arah Parit Melintang, terus ke Sicincin. 
Dalam pertempuran itu dari pihak TNI 2 orang anggota Mobil brigade 
(Mobrig) gugur. 
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Esok harinya 20 Desember 1948 pasukan Belanda melanjutkan 
serangannya ke Sicincin . Dengan mudah Sic incin dapat direbutnya 
dan TNI telah mengundurkan diri ke Kayu Tanam dan Tandikat. Hari 
itu juga Belanda meneruskan serangannya untuk merebut Kayu Tanam 
akap tetapi dapat dipukul mundur oleh TNI bersama rakyat. Tanggal 
21 Desember 1948 pasukan Belanda melancarkan serangan kedua 
kalinya ke Kayu Tanam . Serangan dilakukan dari dua arah yaitu dari 
arah jalan raya Padang Bukittinggi dan dari arah Hilalang Panjang ke 
Tandikat. Pertempuran berlangsung cukup lama. Sebagai rakyat 
terpaksa mengungsi. 

Selanjutnya karena persenjataan yan g tidak seimbang TNI 
mengundurkan diri ke Anduring dan Lembah Anai sambil 
melakukan bumi hangus antara yang kena sasaran : Kompleks INS 
Kayu Tanam, Rumah Sakit, Sekolah Rakyat, Pasar, Kantor Wali nagari 
dan 12 rumah pendudukan Pasukan TNI untuk sementara waktu 
bertahan di Kandang IV dan melakukan penghancuran jembatan yang 
menuju Lembah Anai dan membuat pertahanan di Singgalang. Karena 
kuatnya pertahanan TNI disini, pasukan Belanda tidak dapat 
dilanjutkan gerakannya ke arah Utara sehingga hanya bertahan di Kayu 
Tanam. Dari Kayu Tanam pasukan Belanda mulai mengarahkan 
sasarannya untuk merebut kota Pariaman . Sebelum bergerak ke 
Pa riaman , kapal perang Belanda telah mondar-mandir di Lautan 
Indonesia, di depan pantai Pariaman dan menembaki kota Pariaman 
dan sekitarnya. ALRI berusaha mempertaha n kota Pariaman dan 
serangan Belanda yang berasal dari laut, sedangkan TNI Angkatan 
Darat dari residen I menghadapi serangan dari darat. 

Pada 26 Desember 1948 pasukan Belanda yang berada di Lubuk 
Alung berusaha merebut Pauh Kembar, tetap1 usaha ini tidak berhasil 
Karena itu Belanda men gal ihkan sasarannya untuk merebut Kuraitaj i. 
Pasukan Belanda di gerakkan dalam dua j urusan yaitu dari Lubuk 
Alung dan dari Sicincin. Pada 4 januari 1949 pasukan Belanda 
digerakkan secara screntak dengan dilindungi oleh pesawat terbang. 
Karena kua tnya pasukan Belanda itu maka pasukan TNI yang 
rn ernpertahankan daerah itu mengundurka n diri secara terpencar­
pencar ke berbagai desa di sekitamya yaitu Duku, Kampung Dalarn 
Padusunan, Naras, sikapuh dan Limau Pu rut. 103 Kemudian dengan 
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mudah Pauh kembar dari Kuraitaji dapat diduduki Belanda pada 5 
Januari 1949. Dari Kuraitaji pasukan Belanda berusaha merebut kota 
Pariaman. Serangan atas kota Pariaman dilakukan dari dua jurusan. 
Yang pertama melalui Teluk Camparuh-Pariaman dan yang kedua 
me lalu i Air Santok-Sungai-Pasak Palung-Pariaman .' 04 Pertempuran 
sengi t terjadi antara TNI dengan pasukan Bednda yang diakhiri dengan 
terjadinya perkelahian sangkur. Kerugian dipihak TNI 43 orang gugur. 
Kota Pariaman dapat diduduki Belanda 6 Januari 1949 dan Mayor 
Sulaiman sebagai Komandan Pangka lan bergabung dengan PDRI dan 
sisa pasukannya bergabung dengan Resimen YI. 

4.2.2.2 Front Timur 

Di front Timur pasukan Belanda pada 19 Desember 1948 dengan 
kekuatan yang lebih besar mulai melintas garis demarkas i di Air Sirah. 
Gerakan pasukan Belanda ini dimula i dengan penembakan dari udara 
terhadap pertahanan TNI di Air Sirah , Lubuk Gadang dan Lubu k 
Silasi h. Dengan mudah Air Si rah dapat dikuasai, begitu juga Lubuk 
Gadang dan Lubuk Selasih . Pasukan TNI yang membuat pertahanan 
di Bukit Subang mengadakan perlawanan, akan tetapi karena kekuatan 
yang tidak seimbang baik personel , materii l maupun persenjataan 
maka pasukan TNI dari Resimen III yang bertahan di daerah tersebut 
mengundurkan diri secara terpencar-pencar.105 

Pasukan Belanda dari Lubuk Selasih melanjutkan gerakannya ke 
arah Solok. Karena kekuatan yang tidak se imbang maka pertahanan 
TN! yang ditempatkan di sepanjang Lubuk Silasih-Solok, satu demi 
satu dapat direbut Belanda. Mula-mu la Talang, kemudian Selayo, terus 
ke Tanah Garam. Untuk memperkuat penyerbuannya ke Solok, 
Belanda menurunkan pasukan payungnya di Sumani dan Batu Tebal 
dengan mempergunakan 4 buah pesawat Catalina yang didaratkan di 
Danau Singkarang. Pendaratan pasukan payung Belanda di daerah 
tersebut dimaksudkan untuk memutuskan hubungan Solok-Padang 
Panjang dan untuk menyerang Solok dar i jurusan Lubuk Silasih dan 
dari arah Padang Panjang. Dengan kedua gerakan itu Belanda dengan 
mudah merebut kota Solok 20 Desember 1949. 

Pasukan TNI dar i Res irnen Il l yang berusaha mempertahankan 
kota Solok, terpaksa mengundurkan diri secara terpencar-pencar. 
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Sebagian dibawah pimpinan Kapten Anwar Badu mengundurkan diri 
ke arah Sijunjung dan sebagian lagi yaitu Markas Resimen III di bawah 
pimpinan Mayor Ahmad Husein mengundurkan diri ke arah Alahan 
Panjang. 

Setelah kota Solok berhasil diduduki, maka pada 21 Desember 
1948 pasukan Belanda yang mendarat di Danau Singkarak ditugaskan 
untuk merebut kota Padang Panjang dan Batu Sangkar. Gerakan ke 
Padang Panjang dan batu Sangkar ini diperkuat dengan satuan tank 
dan panser. Di Kubu Kerambi terjadi pertempuran sengit dan 
sesudah pasukan panser Belanda melepaskan tembakan senapan mesin 
berat, nagari itu baru dapat didudukinya .100 Dari Kubu Kerambi 
pasukan Belanda tersebut dibagi dua sebagian ditugaskan untuk 
menyerang Padang Panjang dan sebagian lagi untuk merebut 
Batusangkar. Dengan mudah kedua kota itu dapat diduduki Belanda 
karena memang telah dikosongkan. Sebab, pasukan TNI telah ditarik 
ke tempat lain . Demikian juga pasukan TN I di Batusangkar ditarik 
keluar untuk pertahanan di Sungai Tarab. 

Pasukan Belanda yang berada di Sol ok terus melanjutkan 
penyerbuannya ke Sawah Lunto. Untuk merebut kota Sawah Lunto 
Belanda membagi pasukannya ada yang melewati jalan raya dan 
sebagian lagi melewati jalan kereta api . Di Guguk Sarai terjadi 
perlawanan sehingga ada beberapa dari pasukan TNI yang dibunuh 
dengan bayonet. Batalyon Singa Harau yang mempertahankan Sawah 
Lunto memberikan perlawanan sengit, sehingga baru tanggal I Januari 
1949 pasukan Belanda bisa memasuki daerah ini namun pasukan TNI 
dan para pejuang republikein lainnya tidak menyerahkan begitu saja 
kota ini . Kota ini baru ditinggalkan pasukan RI setelah terlebih dahulu 
dibumihanguskan. 

Pasukan TNI terus mengundurkan diri ke Tanjung Ampalu dan 
Sinjunjung. Namun tak lama kemudian Tanjung Ampau dan Sijunjung 
pun dapat direbut Belanda. Pasukan TNI dibawah pimpinan Kapten 
Anwar Badu mengundurkan diri secara berpencar, ada yang ke Air 
Luo Sikabur-Tanjung Gedang dan ada pula yang ke Lintau­
Payakumbuh . 
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Pasukan Belanda yang bergerak ke arah Timur telah berhasil 
menduduki Padang Panjang pada 20 Desember 1948. Dari sini Belanda 
tidak segera melanjutkan serangannya ke Bukittinggi, karena adanya 
laporan bahwa Bukittinggi dijaga kuat oleh TNI. Baru pada tanggal 
22 Desember 1948 pasukan Belanda menuju Bukittinggi dengan 
mudah dapat menduduki kota ini, karena sebelumnya pasukan TN! 
memang telah meninggalkan kota ini. 

Dari Bukittinggi pasukan Belanda terus menuju Payakumbuh dan 
terjadi pertempuran di Baso, karena TNI mengadakan perlawanan. 
Akan tetapi karena kuatnya pasukan Belanda, TNI terpaksa mundur 
sehingga kota Payakumbuh dapat diduduki Belanda. Dari Baso ini 
TN! mengundurkan diri ke Kamang. Sedangkan TNI yang 
mempertahankan Payakumbuh mengundurkan diri , ke Air Kuning, 
Limbukan dan AURI ke Piobang.107 

4 .2 .2 3 Front Selatan 

Pasukan Belanda melancarkan serangannya terhadap TNI yang 
bertahan di Siguntur Tua dari dari dua jurusan. Serang pertama dan 
Te luk Kabung bergerak menuju Siguntur Muda dan berhasil diduduki 
Be landa . Kemudian serangan kedua diarahkan ke Painan dapat 
diduduki , tetapi Belanda sore harinya terpaksa mundur Baru pada 
6 Januari 1949 Belanda kembali menyerang Painan . Serangan ini 
dimaksudkan untuk memotong Siguntur Tua dari belakang. Batalyon 
II di bawah pimpinan Muchni Zen dan Kompi Gati yang 
mempertahankan Painan mundur ke arah Lumpo. 

Dari Painan pasukan Belanda menuju keduajurusan yaitu ke arah 
Se latan menuju Bala i Selasa dan ke arah Utara menuju Siguntur Tua. 
Pada 4 Maret 1949 pasukan Belanda dari Salida Kecil melancarkan 
serangan secara besar-besaran ke arah Bayang, Tarusan dan Pasar 
Baru . Di Tarusan pasukan Belanda mendapat perlawanan dari TNI 
demikian pula di Pasar Baru . Akan tetapi pasukan Belanda lebih besar 
dibandingkan pasukan TNI sehingga TNI mundur dan melakukan 
perlawanan bergeri !ya. 

Untuk merebut daerah-daerah Pesisir Selatan bagian Selatan 
la innya maka pada 14 April 1949 Be landa mendaratkan pasukannya 
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di Muara Sakai. Pendaratan pasukan ini dilindungi pesawat tempur 
Belanda dan bantuan tembakan kapal dari laut. Pendaratan pasukan 
Belanda dari Muara Sakai ini dimaksudkan untuk membantu pasukan 
Belanda yang telah bergerak dari Painan ke arah Selatan yang telah 
sampai di Balai Selasa. Sedang pasukan TNI di bawah pimpinan 
lmran melakukan perlawanan, namun dapat dipatahkan. Dari sana 
pasukan Belanda menuju ke lnderapura dan pada tanggal 22 April 
1949 lnderapura dapat direbut dan dikuasai Belanda. Demikian pula 
Topan dan dari Tapan Belanda bergerak menuju Sungai penuh dan 
dapat direbut 25 April 1949. 

Sampai bulan April 1949 pasukan Belanda telah berhasil merebut 
kota-kota penting di Sumatera Barat, seperti Solok, Padang Panjang 
Bukittinggi, Batu Sangkar, Payakumbuh, Sawah Lunto, Sijunjung 
Alahan panjang, Muara Labuh, Pariaman dan Sungai Penuh. Namun 
dikemukakan oleh George Mc Tuman Kahin, pada dasamya sejak 
bulan Januari 1949, pasukan Belanda hanya menguasai kota-kota itu 
pada siang hari saja. Setelah matahari terbenam, pasukan TNI kembali 
menguasai medan. 106 Artinya dengan jatuhnya kota-kota penting, 
bukan berarti Belanda sudah berkuasa di Sumatera Barat. Apalagi 
daerah-daerah di luar kota yaitu desa-desa atau nagari-nagari, baik 
siang maupun malam hampir sepenuhnya dikuasai oleh TN! dan rakyat 
Indonesia dengan PDRlnya. 

Dibawah ini dikemukakan basis perjuangan gerilya rakyat 
Sumatera Barat setelah Belanda melancarkan Agresi Militernya yang 
kedua. Sumatera Barat yang merupakan Sub Territorium dibagi 
kedalam Sub Komando-Sub Komando dan Sektor-sektor Front-Front 
Pertempuran. 

4.3. Daerah Sub Komando A . 

../. 3.1 Padang Pariaman 

Setelah Pariamanjatuh ke tangan Belanda 6 Januari 1949 pasukan 
TNI mundur dan terpecah-pecah ada yang ke Tunggul, Limau Purut, 
Padusunan, Sikapak, Pauh, dan Cubadak Air. Pasukan-pasukan TN! 
selalu mengganggu pos-pos Belanda dan mencegat patroli-patrolinya. 
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Pos-pos Belanda itu terletak di Pariaman, Basung, Sungai Limau, 
Kuraitaji. Pauh Kembar Sungai Sarik, Tandikat dan lain-lain . 
Sedangkan pasukan-pasukan TNI bergerilya di daerah Pariaman adalah 
Kompi Bakapak dipimpin Muhammad Noer, Kompi Bakipeh dipimpin 
Zaidin Bahry, Kompi Yager dibawah pimpinan Yusuf Siraj dan ALRI 
dan PMT, BPNK. 109 Pada 17 Januari 1949 pasukan Belanda yang 
mengadakan patroli di daerah Pauh dihadang ALRI yang bertahan di 
daerah tersebut. Pertempuran terjadi selama satu jam, sampai akhimya 
pasukan ALRI didesak mundur ke Padusunan dan Sikapak dengan 
korban satu orang yaitu Jaafar. 110 

Belanda yang berhasil menduduki Pauh, pada sore harinya 
terpaksa mundur lagi ke Pariaman. Setelah itu patroli Belanda tidak 
pemah lagi ke Pauh. Pada tanggal 7 Februari 1949 ALRI menghadang 
patroli Belanda di Teluk Embun Padusunan . Pasukan Belanda secara 
diam -diam maju ke daerah itu melal ui sawah, dihujani peluru oleh 
anggota ALRI yang bersembunyi diatas bukit. Akibatnya seseorang 
pasukan Belanda mati kena tembak, selain itu banyak yang Iuka-Iuka. 
Pertempuran itu berlangsung ± 45 men it dan ALRI kemudian mundur 
ke Sikapak dan Tungkai . 

leh karena posisi Belanda terus terancam di Pariaman maka pada 
7 Maret 1949 dengan bantuan dari Padang Belanda melakukan serbuan 
ke daerah luar kota . Sasaran utamanya adalah daerah luar kota. Sasaran 
utamanya adalah daerah-daerah Cubadak Air, Sikapak, dan Limau 
Purut. Pada hari itu satu kompi pasukan Belanda bersenjata lengkap, 
dipelopori 3 tank dan dibantu senjata berat bergerak ke Simpang Apar. 
Dari tempat itu Belanda melakukan gerak tipu, tanknya bergerak terus 
ke Naras, sedangkan sepertiga pasukannya menyerap, menyelinap, 
menyel usuri Batang Manggung menuju ke Cubadak Air. 111 

Pasukan TNI yang terdiri dari kompi Bakapeh, dan Bakapak yang 
mengetahui gerakan pasukan Belanda itu segera mengambil posisi 
yang strategis di Bukit Cubadak Air. Akhimya terjadi pertempuran 
yang sengit yang menimbulkan banyak korban dipihak Belanda. Untuk 
menyelamatkan sisa pasukannya Belanda dengan pasukan tanknya 
melepaskan tembakan gencar. Sedangkan sisa pasukan infanterinya 
menyelamatkan diri di tengah sawah yang padinya sedang menguning. 
Setelah pertempuran itu, beberapa hari kemudian Belanda melakukan 
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operasi pembersihan ke Cubadak Air Du kuh dan Timau Purut. 
Scbelumnya Belanda melakukan bombardi me n atas Cubadak Air, 
untuk menghindarkan banyak korban, pasukan Belanda itu dibiarkan 
saja oleh TNI. Kemudian pasukan TNI pindah ke daerah Padang Alai, 
Ca mpago, dan Kampung Dalam. Pasukan Belanda melanjutkan 
ge rakannya ke arah Naras, tetapi di jembata n Lating dicegat oleh 
pasukan TNI sehingga terjadi pertempuran selama dua hari, 

Akibat dari pertempuran itu Belanda mengerahkan pesawat udara 
dan meriamnya. Pasukan TNI mengundurkan diri dari daerah Naras 
dan Kampung Dalam ke Mudik Padang. Kepindahan pasukan TNI ini 
rupanya diketahui Belanda, sehingga daerah ini dihujani oleh mortir 
Belanda dari Sicincin . Sebagai balasannya Kompi Berayun melakukan 
serangan terhadap pos Belanda di Tapakis dan penghadangan antara 
Sungai Sarik Kato Mambang. Sekembalinya dari pertempuran itu 
Lettu Moh. Nur diangkat sebagai Komandan A dan Letnam Harlan 
Darwis sebagai Komandan Sektor Komando Keamanan Kota (KKK). 

Selanjutnya Operasi gerilya pun dibagi sebagai berikut : 

I. Pasukan Mayhudin Algamar dan Yari Turki ditugaskan untuk 
menguasai daerah Kudu, Sikapak, Padang Sago, dan Mudik 
Padang. 

2. Pasukan Darwis ditugaskan untuk menguasai daerah Kampung 
Dalam-Sungai Limau. 

3. Pasukan Zaidin Sakry ditugaskan untuk menguasai daerah 
Kuraitaji dan sekitamya. 

4. Pasukan Slun (ALRI) ditugaskan untuk menguasai daerah Ulakan. 

5. Pasukan Yusuf Siraj (Yager) ditugaskan untuk menguasai 
Pekandangan, Sicincin, Pauh Kembar dan Lubuh Alung. 112 

4.4. Daerall Sub Komando B 

./ . ./. 1 Solak 

Setelah kota Solok jatuh ke tangan Belanda, maka daerah Solok 
dan sekitarnya dibagi menjadi dua (2) daerah gerilya. 
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I . Solok Utara 

Daerah ini menjadi tanggungjawab pasukan Letda Bakhtiar yang 
terdiri dari pasukan Rabain, pasukan Nawi dan pasukan Rosmen . 

2 Solok Selatan 

Daerah ini menjadi tanggungjawab Letda Yahya Usman. Pasukan 
m1 terdiri dari pasukan Letda Yusuf Usman, Letda Idris Majid , 
Pasukan Alizar di Muara Panas dan pasukan A. Rakhman di Koto 
Hilalang Pasukan-pasukan tersebut mendapat bantuan dari PMT dan 
BPNK serta pemerintah setempat beserta rakyatnya. Sasaran 
serangannya adalah pos-pos Belanda dan konvoi-konvoi Belanda. 
Pada 28 Desember 1948 sebuah patroli Belanda telah dicegat di Gaung 
dan terjadi pertempuran di Tabek . Dalam pertempuran ini 8 orang 
anggota TNI gugur, diartaranya Letda Yahya. Tanggal 9 Maret 1949 
terjadi pertemptaan di pelapik, Solok Selatan. Dalam pertempuran ini 
pasukan TNI berhasil menghancurkan sebuah truk musuh dan 
menewaskan beberapa orang pasukan Belanda 

./ . ./.2. Sawah lunto/Sijunjung 

Sawah Lunto/Sijunjung adalah satu Kabupaten yang memiliki dua 
kawedanan Sawah Lunto dan kawedanan Sijunjung. Pada masa agresi 
Mi liter Be landa kedua daerah Kawedanan Sawah Lunto menjadi 
daerah operasi gerilya pasukan yang dipimpin Letnan Syofyan Tamala 
yang dibantu oleh pasukan Rusman Usman di Bantu Arang Utara dan 
pasukan Lettu M. Anas d i Batu Arang Selatan. Sedangkan daerah 
Kawedanan Sijunjung menjadi daerah operasi gerilya pasukan Letda 
Darmy dibantu oleh Letda Syamsuddin di Tanjung Gadang, Letda 
Nasrun di Sijunjung dan Salim Halimi di Tanjung Ampalu. Dalam 
operas inya pasukan-pasukan gerilya itu selalu mendapat bantuan dari 
PMT (Pasu kan Mobil Teras) dan BPNK (Badan Pertahanan Nege ri 
dan Kota ), begitu juga dari rakyat setempat. Sasaran gerilya adalah 
pos-pos Belanda dan pencegahan konvoi patrol i Belanda. Pos-pos 
Be landa yang sering menjadi sasaran gerilya adalah sawah Lunto, 
Talawi, dan Tanjung Ampalu . 
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./ . ./.3 Alahan Panjang/ Muara Lahuh 

Di daerah ini Komandan pertempurannya adalah Lettu Arief 
Amin. Daerah pertempurannya dibagi atas : Muara Labuh dengan 
komandannya Letda Amir Hamzah; Alahan Panjang dengan 
komandannya Letda Zainul dan Seksi Mob il dengan Komandannya 
Serma Zainuddin. Sasaran gerilyanya adal ah pos-pos Belanda dan 
patroli/ konvoi Belanda. Pada tanggal 2 Me i 1949 pasukan Belanda 
meninggalkan Muara Labuh, karena seringnya mendapat gangguan 
dari pasukan gerilya. Pada tanggal 19 Mei 1949 terjadi pertcmpuran 
di Tanjung Batik dan Alahan Panjang. Dalam pertempuran ini dua 
ora ng pasukan Belanda tewas dan sebuah senjata dapat dirampas 
pasukan gerilya. 

4.5 Daerah Sub Komando C 

Daerah Sub Komando C ini dibagi atas tiga sektor yaitu : 

I. Sektor pertempuran Kerinci di bawah pim pinan Letda Murady . 

2. Sektor pertempuran lnderapura dibawah pimpinan Letda lmran 
JR. 

3. Sektor pertempuran Painan dibawah pipi nan Lettu Mugni Zein. 

Atas kerja sama yang baik antara pemeri ntahan setempat PMT, 
BPNK dan rakyat , pasukan-pasukan terseb ut di atas melakukan 
perlawanan gerilya terhadap kedudukan-kedudukan Belanda sesuai 
dengan tanggung jawab masing masing. Sasarannya adalah pos-pos 
Belanda dan patroli serta konvoi Belanda. Sejak datangnya Belanda 
sampai pada 23 Agustus 1949 pertempuran selalu berkobar di daerah­
daerah tersebut di atas . 

4.6 Daerah Pertempuran /ainnya 

./.6.1 Bukillinggil Maninjau (Agam Tua) 

Daerah basis gerilya TNI di sekitar Buk itti nggi antara lain Empat 
Angkat, Kubang Putih , Jambak, Baso, Matur, Kamang, Banu Hampu, 
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Sunga i Puar dan lain-lainnya. Diantara basis gerilya tersebut di atas, 
Kamang rnerupakan daerah yang sering mendapat serangan dari 
pasukan Belanda. Karena daerah in i cukup terbuka dan di situ ternpat 
ked udukan pimpinan TN! d i Sumatera Barat Letkol Dahlan Jambek 
dan Kolonel Syarif Usman . 

Pasukan Belanda pernah mengadakan patroli ke Padang 
Gelanggung ke arah Barat melalui Sianok dan Matur, dan berhasil 

menangkap seorang tokoh PDRI yaitu Jaksa Agung Abdul Muthalib 
Moro . Dan ke arah utara, ke Lubuk Sikaping, pasukan Belanda 

tertahan di Palupuh . Daerah ini merupakan daerah strategis bagi 

gerilya. 

Pada rnasa agresi Militer Belanda kedua hanya sekali Belanda 

rnemasuk i pertahanan Palupuh , yaitu ketika Belanda berusaha mencari 

du a orang pi lot pesawat terbangnya yang tertembak jatuh di daerah 
ini. Se la in itu Sunga i Puar merupakan salah satu daerah yang baik 

dij ad ikan bas is geri lya. Nagari Sunga i Puar yang ter letak di lereng 
G unung Merapi sering menjadi sasaran serangan Belanda. Karena 
letaknya diketinggian memudahkan untuk komunikasi dan ke Selatan 
dapat berhubungan dengan Bukit Batabuh te rus ke Las i dan Candung 
yang berbukit-bukit dan berjuang dalam . Ketika Bukittinggi di born 
Be landa pada 19 Desember 1948 ban yak penduduk kota yang 
mengungsi ke nagari Sungai Puar. 

4. 6. 2 Batu Sangkar dan Lintau Bua 

Setelah Batu Sangkar jatuh ke tangan Belanda, pasukan TNI dan 

Mobrig menyingkir keluar kota . Sebagai Kornandan Front 
pertempuran di daerah ini adalah Mayor Syuib. Serangan gerilya yang 

dilakukan ini bersarta dengan pasukan mobrig dipimpin oleh Kapten 
Yusu f Indra. Pasukan ini seringkali melakukan penyerangan ke kota 
Batu sangkar. Dalam serangan ini pasukan geriya dibantu PMT-BPNK 
beserta rakyat setempat. Daerah pertahanan adalah di Sungayang dan 
Sungai Tarab . 

Perternpuran-pertempuran yang terjadi di daerah ini antara lai n 
lain pertempuran di Sungai Jambu yang terjadi tanggal 9 Maret 1949. 
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Dalam pertempuran ini. pasukan TNI kehilangan Letnan Marah Yulius 
(Atom), seorang Iuka-Iuka, sedangkan di pihak Belanda tewas 5 
orang. Sedangkan di daerah Lintau Buo sering mendapat gangguan 
dari Udara. Belanda yang tidak berhasil me nduduki Lintau Buo 
rnelalui Batu sangkar, berusaha melalui jalan Tanjung Ampalu­
Kumanis, Sitangkai dan mendirikan pos di Taluk dengan petunjuk 
seorang penghianat yang bemamajaar. 113 Sebelum daerah Lintau Buo 
dapat diduduki terjadi pertempuran yang hebat dengan PMT. 
Pertempuran terjadi di Labuh Dalam yaitu menjelang Pangian. 

-1. 6. 3 Padang Panjang 

Padang Panjang juga merupakan daerah gerilya. Di daerah ini 
selain serangan-serangan gerilya yang dilakukan terhadap pos-pos 
Belanda, TNI juga melakukan pencegatan-pencegatan terhadap patroli 
dan konvoi Belanda. Diantaranya adalah : 11 ~ 

I . 

3. 

Pencegahan terhadap patroli Belanda di Ko to Lawas. Pencegatan 
dilakukan di Pancuran Tujuh. 

Pencegatan terhadap patroli Belanda di Pandai Sikat, Tanjung dan 
dan Pagu-pagu. Tentara Pelajar yang me lakukan pencegatan di 
daerah ini berhasil menirnbulkan ban yak kerugian dipihak 
Belanda. Akibatnya Belanda rnengganas dan membakar 70 buah 
rumah penduduk . 

Pencegatan terhadap patroli Belanda di Pan injauan. Di Tiga Suku 
Belanda berhasi I menangkap I 0 orang anggota BPNK, tapi karena 
mereka memberikan perlawanan, maka 9 orang gugur. Di Batu 
Banyak terjadi pula pencegatan, tetapi ke rugian di pihak TNI I 
orang. rakyat 3 orang dan I 0 buah rum ah penduduk dibakamya. 

Pen c ega tan terhadap patroli Beland a ke Batipuh . Akibat 
pencegatan ini 2 ora ng pejuang Batipuh Atas gugur dan Belanda 
membunuh sebelas o rang rakyat di Ladang lawas. 

-1. 6. -I Payakumbuh 

Setelah Payakumbuh jatuh ketangan Belanda, mereka berhasil 
mcmbuat pos-posnya di beberapa tempat seperti di Koto Nan Gadang. 
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Tiaka, Guguk Payo Basung dan sebagainya. Sedangkan TNI yang 
semula menyingkir dan beberapa hari kernudian kembali untuk 
mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan posisi pasukan 
d iatur sebagai berikut. 11 5 

Payakurnbuh-Lintau-Tungka: dijaga oleh Batalyon Singa Harau 
dibawah pimpinan B. Dt. Panduko Malano dan Makinudin. 

Payakumbuh-Taram -Tanjung Pati dijaga oleh Mobrig dengan 
komandannya Silalahi dan Batalyon Merapi dibawah 
komandannya Kamaruddin Dt. Machudum dan Munir A. 

Jalan Payakurnbuh ke Bukittinggi dijaga Batalyon Singa Harau 
dibawah pimpinan Nurmatias . 

Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi dijaga ketat pula oleh pasukan 
yang dipimpin oleh Kapten Syafei komandan front SO Kota yang 
kemudian digantikan oleh Mayor Thalib . 

Disamping itu Piobang pasukan AURI yang menjaga lapangan 
udara. 

Pada tanggal 15 Januari pasukan TN! mengadakan serangan 
urnum atas kota Payakumbuh . Serangan ini dilakukan dari duajurusan 
yaitu Utara dan Selatan . Tujuan serangan ini untuk mengalihkan 
perhatian Belanda, guna mengamankan rapat yang diadakan di Situjuh . 
Pasukan TNI berhasil rnasuk kota dan membakar rumah-rumah Cina. 
Akan tetapi pasukan Belanda telah menuju Situjuh pada malarn itu 
juga sehingga terjadi peristiwa Situjuh. Mengenai peristiwa Situjuh 
ini lebih Ianjut akan dijelaskan dalam bab berikutnya. 
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BABY 

PERANAN DESA DALAM PERANG GERILYA 

5. I Pembentukan Basis Geri/ya 

Sarnpai dengan April 1949 Belanda telah dapat rnenguasai kota­
kota, penting di Sumatera Barat seperti So lok, Pedang Panjang, 
Bukittinggi , Batusangkar, Payakurnbuh , Sawah Lunto, Sijunjung, 
Alahan Panjang, Muara Labuh, Sungai Penuh den Pariarnan . Narnun 
dcngan penguasaan kota-kota itu bukanlah bera rti bahwa Belanda telah 
berk uasa penuh di Sumatera Barat. Daerah-daerah di luar kota tersebut 
di atas rnasih dikuasai oleh militer dan pemerintahan sipil Republik 
Indonesi a. Pemerintah Republik menyadari bahwa unsur dasar yang 
menentukan hasil perjuangan melawan Kolonialis Belanda dan antek­
an teknya adalah faktor dukungan rakyat di pedesaan . Jadi yang sangat 
penting adalah bagaimana cara menarik dukungan pedesaan itu. 111

' 

Pihak Belanda sendiri sudah lebih dahu lu mengetahui betapa 
pcn tingn ya dukungan pemerintahan sipil di tingkat pedesaan . 
Se bagaimana telah disinggung di muka, untuk kepentingannya 
pemerintah Kolonia! Belanda telah berpura-pura mengikuti tradisi adat 
dan men ye leksi pejabat-pejabat lokal , yan g dalarn kenyataannya 
ada lah untuk rnemanipulasi tradisi-tradi si adat untuk rnenciptakan 
kepemimpinan lokal yang direstuinya. 117 Kom posisi Kerapatan Nagari­
nagari umumnya ditentukan oleh pernerintah ko lonial , sehingga makin 
banyak kepala nagari ya ng berpaling kepada Belanda. Para pernimpin 
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nagari seperti ini o leh para penduduk desa dianggap tidak lagi 
merupakan wakil-waki lnya . Mereka dianggap hanya sebagai agen dar i 
penguasa ko lonial. 

Pa d a m inggu -m inggu pertama kemerdekaan , komposi si 
Keparatan Nagari-nagari itu mengalami sedikit perubahan, terutama 
karena adanya tekanan-teka nan da ri kalangan pemuda. Meskipu n 
demikian, di sebagian besa r daerah kepala nagari tradisional warisan 

zaman kolonial Belanda pada umumnya masih tetap memperoleh 
keduduka n dalam administrasi loka l. O leh karena itu kecurigaan 

masyarakat, khususnya kaum republike in terhadap kepala nagari lama 
masih tetap ada. 

Pemerintah keresidenan di daerah Sumatera Barat menyadari 
adanya ketidakpuasan semacam itu . Dia percaya jika penduduk desa 
ikut serta da lam pemilihan pejabat-pejabat lokal atau kepala nagari, 
mereka tentunya akan merasa ikut terpanggil untuk mempertaruhkan 

kalangan Republik Indonesia untuk memberi rasa tanggung jawab 
kepada kelompok agama dan pemuda pada khususnya, terutarna dalam 
rnelaksanakan urusan lokal dal a m pemer intahan yang baru rnaka 
pernerintah RI di Sumatera Barat menetapkan bahwa perubahan­
perubahan mendasar akan kelompok dalarn masyarakat akan terwakili 
dalam pemerintahan . Langkah pertama bagi pembentukan pemerintah 
lokal yang lebih demokratis adalah lewat pemilihan Dewan Perwakilan 
Rakyat Nagari (DPRN ) untuk menggantikan KNID tingkat desa. 

Sejak dibentuknya DPRN yang lebih sering disebut DPN, 
sebagian besar desa melakukan pem i lihan secara langsung atas dewan­
dewan perwak ilan desa tersebut. Menurut laporan Belanda, 
peme rintahan nagari telah rnengalami reorganisasi besar-besaran . 
Setiap nagari diperintah o leh DPN semacam Kerapatan Nagari pada 
per iode sebelumnya. J ika pada periode sebelumnya yang menjad i 
ketua Kerapatan Nagari adalah Penghoeloe Kepala, maka pada masa 
Republik DPN dikepalai o leh seorang Wali-Nagari .118 

Dengan diselenggarakan pemilihan-pemi lih an sepe rti telah 
disebutl-an tadi, maka bentuk kepem impinan desa yang lama telah 
diakhiri . Partai politik yang banyak berpengaruh dalam proses 
pemilihan kepa la negari baru (yang lebih banyak dipakai isti lah Wali 
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nagari) adalah Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Sekitar 
90% dan semua wali nagari yang baru dipilih berasal dari semua wali 
tersebut walaupun sudah ada reorganisasi dengan hasil seperti di atas, 
namun pihak Belanda tetap mempunyai keyakinan bahwa kebanyak 
penghulu, sekalipun nasionalis, akan menerima kedatangan Belanda 
dengan senang hati .120 

Sebelum kota-kota penting itu jatuh ke tangan Belanda kekuatan 
pasukan TNI masih merupakan kekuatan yang terpusat dalam 
kcsatuan-kesatuan yang lebih besar. Tetapi dengan jatuhnya suatu 
pertahanan atau sebuah kota. pasukan TNI dan juga Kepolisan Negara 
(khususnya Mobrig) mundur dalam kolompok-kelompok yang lebih 
kecil. Tujuan dipecahnya kesatuan-kesatuan ini antara lain, pertama, 
untuk menghindari pengejaran dan serangan udara Belanda; dan kedua 
untuk mengamankan daerah-daerah tertentu yang menjadi sumber 
logistik bagi kekuatan kaum republikein . Misalnya pasukan Mobrig 
pimpinan Raden Yusuf dan Mobrig keresidenan di bawah pimpinan 
Amir Mahmud ditarik ke luar Bukittinggi menuju ke daerah Palupuh. 
Di pilihnya daerah ini antara lain dengan pertimbangan, selain 
daerahnya bergunung-gunung yang cocok untuk pertahanan. Di daerah 
ini dahulu Imam Bonjol membuat benteng pertahanannya di sini. 
Selain itu karena di belakang daerah ini adalah daerah surplus beras 
yang merupakan sumber bahan makanan mayoritas penduduk 
Sumatera Barat. 121 

Kondisi alam di daerah pedalaman yang sulit ditembus itu 
membuat pemerintah Republik dapat menggunakan tekanan terhadap 
lnggris dan kemudian juga Belanda, melalui ancaman untuk 
memutuskan jalur batubara, listrik, dan suplai air. 122 Setelah adanya 
agresi militer pertama, pemerintah Keresidenan telah memblokade 
daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda sampai dengan bulan 
November 1948 Belanda merasakan akibat blokade tersebut yang 
membuat daerah-daerah yang dibawah kontrolnya kekurangan 
buah-buahan, sayuran dan temak unggas yang biasanya didatangkan 
dari desa-desa daerah pedalaman .123 

Dengan demikian terpencamya pasukan TNI dan kekuatan kaum 
republikein lainnya itu tidaklah berarti bahwa kekuatan dan kekuasaan 
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republik Indonesia telah hancur Justru dengan adanya penyebaran ini 
membuat pihak Belanda mengalami kesulitan dalam operasi 
m ii iternya . Sebab daerah yang harus mereka awasi dan dijaga 
keamanannya menjadi sangat luas. Para pejuang republikein yang 
harus mereka hadapi tersebar mulai dari kota atau pinggiran kota 
sampai jauh ke pelosok desa, bahkan ke hutan-hutan yang jauh dari 
kampung-kampung. Banyak di antara mereka itu tidak sempat kembali 
kepada kesatuannya semula, dan mereka in i lalu bergabung dengan 
badan-badan Pemerintah Sipil atau badan-badan perjuangan lainnya. 
Ada yang menjadi Camat Militer, Wedana Militer, Wali Perang, 
anggota atau Komandan Markas Komando Rakyat Kecamatan 
(MPRK), Sadan Pengawal Negari dan Kota (BPNK), Pasukan Mobil 
Teras (PMT = pasukan elit keamanan yang direkrut dari BPNK) atau 
anggota gerilya di nagari. Dengan demikian terjadilah pemerataan 
pasukan TN! di seluruh daerah, termasuk daerah pendudukan . Sebagai 
akibatnya medan pertempuran pasukan TNI tidak lagi terbatas, tetapi 
meluas ke seluruh daerah di Sumatera Barat. 

Seperti pada Agresi I dalam Agresi Belanda ke-11 TN! juga 
berjuang bahu membahu dengan staf Pemerintahan setempat dan 
dengan pemuda-pemuda yang bergabung dalam PMT-BPNK. 1 ~4 Begitu 
juga rakyat yang mengungsi ataupun yang tinggal di daerah 
pendudukan selalu siap untuk memberikan apa yang ada pada mereka 
demi kelancaran perjuangan , walaupun mereka berada dalam serba 
susah . Banyak hasil produksi pertanian atau pertambangan dari daerah 
pedalaman dipakai untuk membeli keperluan perjuangan, terutama 
untuk membeli senjata dan amunisi . Memang pihak Republik telah 
membuat semacam pabrik senjata sendiri di bekel-bekel Jepang di 
Sawahlunto, lndarung yang kemudian dipindahkan ke Solok, dan 
Payakumbuh. Akan tetapi senjata-senjata yang dihasilkannya masih 
kurang dapat diandalkan. Selain itu hasil komoditi dari desa ini 
digunakan untuk kebutuhan sandang dan pangan. 

Partisipasi para petani di pedesaan dalam membiayai perjuangan 
in i tercermin pula dalam kesepatan mereka untuk memberikan iuran 
perang, sebesar I 0%. Pada bu Ian April 1946, Volksfront mengeluarkan 
perintah pertama kepada para petani di pedesaan agar membayar iuran 
itu dari has il panen padinya . Mulanya perintah itu kurang efektif 
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sehingga banyak yang menghindari pembayaran iuran itu. Tetapi 
dalam perkembangan berikutnya, terutama setelah pemungutan itu 
dilakukan oleh satu panitia nagari, maka pengutan itupun mulai lancar. 
Setelah agresi belanda yang pertama, iuran itu tidak saja dibebankan 
kepada penghasil padi saja, tetapi juga pada pendapat lainnya. 
Pemungutan itu sendiri dijadikan tanggung jawab wali nagari. 
Lepalang rakyat merasa mereka membantu kerabatnya yang berjuang 
demi kemerdekaan, seperti telah disinggung di atas, mereka re la 
menangguhkan kebutuhannya sendiri demi revolusi. Akan tetapi bila 
mereka tahu bahwa pengorbanannya itu hanyalah dipakai oleh pasukan 
militer yang malas-malasan, tidak sedikit panduduk desa yang 
mengancam atau menghentikan bantuannya itu. m 

Pada umumnya TNI melakukan serangan-serangan gerilya pada 
malam hari dan ditunjukan langsung terhadap pos-pos Belanda. 
Sehingga meraka terpaksa bertahan dan tidak berani keluar. Sebaliknya 
pada siang hari pasukan Belanda selalu mengadakan patroli ke daerah 
sekitamya. Disaat itu pasukan TNI bersembunyi di tempat-tempat 
tertentu atau kembali sebagai rakyat biasa melakukan pekerjaan sehari­
hari . Pada tempat dan saat-saat yang menguntungkan pasukan TNI 
mengadakan serangan ataupun cegatan terhadap patroli Belanda itu. 
Oleh karena itu serangan gerilya membawa korban dan kerugian yang 
besar terhadap Belanda. 

Dalam usahanya membasmi gerilyawan, Belanda melakukan 
berbagai tindakan. Diantara usaha itu ada yang bersifat "lunak" seperti 
mendekati pemuka-pemuka rakyat atau orang-orang yang dianggapnya 
berpengaruh dengan cara mengangkat orang-orang tersebut menjadi 
pegawai seperti Wali Nagari, Carnal dan sebagainya dan diberi gaji . 
Kepada rakyat, Belanda membujuk dengan membagikan pakaian, 
obat-obatan dan lain-lain. 126 Namun perkiraan Belanda bahwa 
perubahan sistem pemilihan kepala nagari dari Kerapatan Nagari 
menjadi DPN yang didominasi partai adalah sesuatu kekeliruan 
temyata tidak terbukti. Belanda tidak mengetahui bahwa menipulasi 
yang dilakukannya selama itu justru membuat para kepala nagari 
dijauhi rakyatnya sendiri. 

Memang tidak dapat dipungkiri ada juga sebagian penduduk yang 
terbeli hatinya oleh orang-orang NICA. Namun pada umumnya 
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semangat berjuang mereka tidak merosot oleh tekanan-tekanan pihak 
Be la nda. Apalagi setelah pemerintahan Darurat di bawah pimpinan 
Mr. Safrudin Prawiranagara terus menerus mendatangi desa-desa dan 
memberikan penerangan serta dorongan semangat kepada mereka. 
Penduduk desa pun membalas perhatian pemimpinnya dengan 
me ndukung terus perjuangan dengan cara mereka antara lain 
memberikan makanan dan lain-lain. 

Dr. Sambijono yang ikut dalam rombongan Safruddin misalnya, 
sesampai di desa-desa yang dikunjunginya selain memberikan 
penerangan mengenai perjuangan, ia juga bekerja keras memberantas 
penyakit-penyakit yang ada di kalangan masyarakat waktu itu. antara 
lain pen yak it prambos ia . 1 ~ 7 Dem ikian TNI bersama rakyat secara terus­
menerus menggangu kedudukan/patroli Belanda dimana-mana dengan 
tekad tidak akan mundur. 

5. 2 Pembentukan Jaringan Pertahanan (logistik) 

Agresi Militer Belanda I mendapat tantangan dari seluruh rakyat 
umatera Barat, bahkan Alim Ulama mengeluarkan fatwa bahwa 

pe ra ng mempertahankan kemerdekaan adalah perang sabil. Pada 
ta ngga l 30 Juli 1947 dibentuk "Front Pertahanan Nasional" yang 
diketuai oleh Hamka, Sadan ini bekerja sama dengan "Dewan 
Pertahanan Daerah " (DPD) dalam mengorganisir kekuatan . 
Perlawanan tidak saja dilakukan oleh pasukan yang terjun langsung ke 
medan peperangan. Bagi kaum perempuan atau masyarakat yang sudah 
ti dak mampu ikut ke garis depan, mereka mensuplai kebutuhan 
pasukan ke garis depan dengan membentuk dapur-dapur umum atau 
kepanduan .128 Antusias perlawanan Rakyat Sumatera Barat dapat 
terekam dalam kutipan di bawah : 

Hari ini, tanggal 27 Jul i 1947, di depan hadirin 
ya n g memenuhi gedung bioskop, Rasjid d an Ismail 
Lengah membentangkan suka duka para prajurit di Front 
ya ng memperihatinkan , apalagi sesudah agresi baru 
saja berlal u, serta terb unuhnya dengan secara kejam Wa li 
Kota Padang. Kedua pemimpin men g ura ika n den gan 
su ngg uh keperluan-keperluan prajur it y an g semaki n 
meningkat dan makin mendesak. apalagi dengan ki an luasnya 



front pertempuran ..... Mereka hampir seren tak menyerahkan 
dan mendaftarkan sumbangan, kaum ibu tanpa berpikir lagi 
melepaskan gelang, subang, lontin, bahkanpun cincin kawin , 
karena itulah yang terbawa pada ketika itu . 

... .. Hampir dua bulan kemudian pada 27 September 
1947, atas penunjukan Wakil Presiden Hatta, telah berdiri 
pula Panitia Pusat Pengumpulan Emas ... .. . Panitia ini 
bertujuan untuk mengumpulkan sumba ngan-sumbangan 
Emas dari masyarakat bagi pembelian sebuah pesawat 
terbang dari luar negeri. 

Para cerdik pandai, alim ulama dan ninik mamak tidak 
ketinggalan ikut membantu. Akhirnya sebuah pesawat 
terbang telah dapat diperoleh dengan secara patungan itu .. .. 
Emas bekas sumbangan itu masih tersisa sebanyak 2,5 kilo­
gram dan dititipkan pada Bank Negara, yang sesudah 
penyerahan kedaulatan diserahkan seterusnya pada Bank 
Indones ia di Jakarta. 129 
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Ide pembelian pesawat terbang tersebut berasal dari Muhamm ad 
Hatta yang waktu itu menjabat sebagai wak il Presiden dan terbukti 
bahwa kegiatan itu bi sa be rhasil atas dukungan dan partisipasi rak}at 
S um ate ra Baral . Disamping kuatnya pengaruh lembaga adat , 
part isipasi dan dukungan masyarakat Sumate ra Barat dalam rangka 
perj uan ga n mempertahankan kemerdekaan merupakan gabun gan 
anta ra kesadaran berjuang dari rakyat, persuasif para pemimpin dan 
to ko h masy arakat lokal , maupun pengaruh pemimpin nasional 
Mo hammad Hatta yang waktu itu menjadi Wakil Pres iden RI . 
Pcngaruh Hatta yang memang berasal dari Sumatera Barat sangat besar 
dan menentukan jalannya perjuangan .130 

Pertahanan pihak Republik setelah Agresi Militer Belanda I ya ng 
gaga! it u di Padang Area tetap terkoodinar dengan baik dan susah 
untuk d itembus Belanda. Akan tetapi dengan tercapainya persetuj uan 
Renville, 17 Januari 1948, menyebabkan kemunduran, baik ekonomi 

maupun pertahanan. Bidang ekonomi terjadi infiasi yang hebat, 
sehingga uang Urips seharga Rp. 25 ,- tidak mempunyai harga lagi . 
Disamping itu akibat penuh sesaknya Bukitt inggi ibu kota Sumatera 
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Tengah oleh pengungsi , harga makanan rnelambung tinggi dan susah 
di dapat. 

Di bidang pertahanan dengan disetujuinya Renville membuat 
pihak Republik sangat terpukul. Beberapa pertahanan yang sangat 
ideal diberbagai front terpaksa ditinggalkan .131 Umpamanya saja di 
fron t Timur pertahanan yang sangat ideal di Kepala Datar yang tidak 
dapat ditembus oleh pasukan Belanda semasa agresi I terpaksa 
ditinggalkan. Pertahanan baru dibentuk di Air Sirah dimana medannya 
tidak menguntungkan sama sekali . 

Setelah TNI harus meninggalan kantong-katong pertahanan 
mereka yang strategis, pada awal 1948, kembali TNI di Minangkabau 
mengalami cobaan yang berat dengan berlakunya Rekonstruk si 
Oktober 1948.132 Terlebih lagi adanya peraturan perampingan personil 
tentara tersebut berjalan I am bat. Situasi di Sumatera Barat umumnya 
dengan berlakunya "Rera" itu menambah kacau pertahanan program 
Rera tersebut secara psikologis sangat mempengaruhi moril tentara. 
sehingga tidak bertahan secara efekti f dari serbuan belanda. Di tengah 
situasi ekonomi dan kondisi TNI yang kacau karena restrukturisasi 
mili ter yang belum tuntas, Belanda melancarkan Agresi Militernya 
yang ke-11. Operasi perang kilat yang dilancarkan Belanda dengan 
persenjataan lengkap, dalam waktu yang relatif singkat berhasil 
mematahkan perlawanan TNI dengan menduduki kota-kota penting di 
Sumatera Barat. 

Pasukan dari jurusan Utara setelah berhasil menghancuran Front 
Utara bergerak ke Bukittinggi. Pasukan dari Front Timur menuju 
Sawahlumo melalui Batusangkar, Tabek Patah dan Tanjung Alam 
memasuki Bukittinggi dari arah Timur dan Payahkumbuh dari arah 
Barat. m 

Pertahanan TNI di berbagai front dalam waktu hanya dalam 
beberapa hari , berhasil dibobol oleh Belanda. Pasukan TNI yang 
mem pertahankan pertahanan terse but mengundurkan d iri dengan 
dengan membumihanguskan tempat-tempat yang diperkirakan dapat 
dimanfaatkan Belanda dan melakukan penghadangan sekedarnya 
sambil mengundurkan diri ke pedalaman untuk melakukan perang 
geri I ya .134 
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Selanjutnya pertahanan dan perlawanan terhadap Belanda 
digerakkan dari pedalaman secara geril ya, Markas TNI pun 
diungsikan ke pedalaman dan berpindah-pindah bersama PDRI dengan 
pemerintah militernya. Pemerintahan Mi liter tuntuk daerah Sumatera 
Barat ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1948 yang dikeluarkan oleh 
PTTS Nomor WKS/ Isl . 038 , dan sebagai Gubernur Militernya 
ditu njuk Mr . St. Moh. Rasyid. Sebagai pertimbangan mengapa 
Sumatera Barat dijadikan daerah militer, dikemukakan karena kita 
berada dalam keadaan perang, sehingga untuk menjamin efektivitas 
perj uangan , pemimpin dapat mengambil keputusan dengan cepat dan 
tcgas terutama mengenai pertahanan .115 Zaman gerilya yang secara 
fo rmal di bawah pimpinan PDRI adalah saat terkaburnya segala balas. 
"Orang kota" telah harus jadi "orang dewasa" militer memegang 
jabatan si pil , dan sipil menjadi penguasa rni liter, menleri-menteri 
sa ling mengis i jabatan dan sebagainya. Kekaburan batas ini bukanlah 
anarki, tetapi kesedihan memikul tanggung jawab bersama demi cita­
ci ta bersama.136 

Peranan PDRI adalah peranan kunci da lam mengatu r aliran 
in fo rmasi. sehingga mata rantai komunikasi tak lerputus-putus, Di 
bclaka ng mata ran tai terse but se benarn ya 1idak dapat diabaikan 
pe ra nan rakyal pedesaan yang secara spontan dan sukarel a membantu 
pcrj uangan revolusi, antara lain mernberi tempal berteduh, bahan 
ma kanan , menyumbangkan tenaga pengan gku t, ke se muan ya 
menopan g perjuangan dari nasi bungkus (Nuk.), pengangkut alat-alat 
peny iaran , membual jalan dan jambatan dan lain sebagainya. 117 

Pasukan TNI yang tercerai berai banyak dibantu oleh BPNK yang 
membuat pertahanan yang kuat di nagari-nagari . Unluk memperkuat 
pe rtahanan dan perlawanan di pedalaman, disamping didirikan dapur­
da pur umum. Alim Ula ma, cerdik pand a i dan Penghulu ya ng 
mcru pakan ti ndak lanjut inslruksi Gubemur Mi liter Sumatera Baral di 
pergunak.an untuk membiayai perang.138 

Tetapi sebagian besar rakyat tidak memberikan I 0% saja, bahkan 
apa yang ada mereka serahkan untuk keperluan perang. Pada beberapa 
tem pat, di tengah-tengah rumah kosong telah te rsedia makanan dalam 
bc ntuk ubi rebus. Jagung rebus dan lain-la in yang telah disiapkan 
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penghuninya diwaktu malam, sedangkan siang hari mereka perg1 
mengungsi. Makanan itu disediakan untuk para pejuang yang lewat 
kesana. 139 

Ada pula pada beberapa nagari (desa) apabila tentara atau pejuang 
lewat, diwaktu pergi atau pulang mereka sudah disediakan nasi 
bungkus atau buah-buahan. Kalau mereka baru saja makan, maka nasi 
bungkus atau buah-buahan itu disuruh bawa saja. Dengan demikian 
kemanapun tentara, para pejuang atau pemimpin sipil pergi mereka 
tidak akan mendapatkan kesukaran makanan, karena dimana-mana 
rakyat telah menyediakannya. 

Apalagi pada tempat-tempat tertentu sudah disediakan makanan 
bagi tentara dan pejuang lainnya. Akibat serangan Belanda secara 
terbuka dan frontal dengan Agresi Militer ke-11 nya, sempat membuat 
kocar-kacimya pertahanan Republik dan untuk beberapa waktu tidak 
ada ketentaraan yang berfungsi secara optimal dalam menjalankan 
tugas pertahanan. 140 Aki bat lebih jauh dengan cepat pas ukan Belanda 
berhasil menyusup ke pedalaman dan menguasai sebagian besar daerah 
Republik . Tetapi pasukan Belanda tidak dapat secara efektif 
menguasai daerah-daerah tersebut. 

Secara perlahan-lahan dibangun pusat-pusat pertahanan di daerah­
daerah pedalaman dengan melibatkan hampir seluruh rakyat Surnatera 
Barat. Kekuatan-kekuatan yang terhirnpun rnelakukan perlawanan 
gerilya, terhadap pertahanan musuh secara seporadis. Perlawanan 
terutarna dikordinir oleh BPNK dan sisa-sisa TNl. 141 Bila dilihat 
selintas , Belanda secara cepat berhasil rnenyusup sampai ke 
peda I aman ke daerah Republik, namun dengan semangat rakyat 
rnernbentuk barisan pertahanan ditiap-tiap nagari secara bersama sama 
rnengandalkan kekuatan rakyat. Belanda hanya kuat mempertahankan 
sebagian kota yang didudukinya, tapi di luar itu TNI , BPNK dan 
gerilyawan yang rnernerintah .14 2 

Untuk memperjelas peranan rakyat dan desa atau nagari dalarn 
perang kemerdekaan 1945--1949 di daerah Sumatera barat, di bawah 
ini ada beberapa contoh kasus, seperti 'Peristiwa di Situjuh' , peristiwa 
Cubadak Air', dan' Perternpuran Sungai Puar' . 
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5.3 Peristiwa di Situjuh 

Situj uh Batur sebuah desa yang terletak 13 km di Se latan kota 
Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang merupakan desa yang 
tak dapat dilupakan oleh rakyat Sumatera Barat. Di Situjuh Batur telah 
terjadi sebuah tragedi pada masa agresi Mi liter Belanda II yang banyak 
membawa korban, akibat penyerbuan tentara Belanda. Mereka yang 
ko rban ada sekitar 69 orang, te rmasuk pem impin, anggota TNI dan 
BPNK yang ketika itu sedang mengiku ti rapat militer . Rapat/ 
musyawarah Situjuh Batur merupakan lanjutan rapat dari Kolo tinggi. 
Koto Tinggi yang terletak ± 63 km dari Payakumbuh merupakan desa 
yang strategis letaknya dalam perang ger ilya dan dijadikan pusat 
PDRI , markas Gubemur Militer Sumatera Barat. 

Rapat d i Koto Tinggi diadakan I 0 Januari 1949 sempat terputus 
akibat kedatangan patroli Belanda . Rapat tersebut dihadiri o leh 
pc mimpin Militer, sipil dan tokoh terkemu ka, diantaranya Gubernur 
Militer S umatera Barat Mr. S .M . Rasy id, Letkol Dahlan Ibrahim 
komandan Kesatuan tentara Teritorial Sumatera Barat "Banteng", 
Chatib Sulaiman Ketua MPRD dan lain-lain nya.143 

Pa da rapat te rs e b ut di b icarakan la ngkah-lan g kah untuk 
menghadap i Belanda dan permasalahan lai nnya. Salah satu bas il 
ke putu sannya adalah mengadakan perte muan lanjutan den gan 
mengundang seluruh kekuatan tentara yang tercerai-belai. 1

H Maka 
d iambillah inisiatif oleh puncak pimpinan m iliter dan si pil mencari 
te mpat yang dianggap paling aman un tuk mengadakan rapat , 
mengadakan tindakan selanjutnya menghadapi Belanda. 145 Desa 
S itujuh Batur dipilih menjadi tempat rapat lanjutan yang diadakan 
pada tan gga l 15 Januari 1949. Rapat diadaka n di sebuah lakuk (lurah) 
ya ng da lamnya kira-kira 20 meter dan lebar 100 meter dengan sedikit 
persawahan yang membentang ke arah Utara dan hanya mempunyai 
satu ja lan masuk dan dua "jalan tikus" untuk keluar. Di sini berdiri 
bcberapa buah bangunan yang merupakan satu kompleks perumahan, 
antara lain sebuah rumah, sebuah langgar dan sebuah kincir padi yang 
akan dipakai sebagai tempat tidur tempat peristirahatan para peserta 
musyawarah. 146 
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Persiapan rapat S itujuh Batu r, relatif singkat, mengerahkan 
ratusa n rakyat, terutama untuk mempersiapkan keamanan . Kemudian 
diam bi I keputusan untuk meruntuhkan jembatan-jembatan dan jalan­
jalan menu ju Situjuh Batur dirusakkan . Pohon-pohon kayu dan kelapa 
yang tumbuh dipinggir jalan, semuanya ditebangi dan dirubahkan ke 
te ngah jalan. Di tempat-tempat tertentu diadakan pengawalan oleh 
PM T-BPNK secara terus menerus. 1

H 

Peserta rapat sudah hadir pada tanggal 14 Januari 1949 dan rapat 
dimulai pada malam harinya, dipercepat dari rencana semula tanggal 
15 Januari 1949. Rapat dipimpin oleh Chatib Sulaiman sebagai wakil 
Gubernur Militer Mr. S.M. Rasyid yang berhalangan hadir dan rapat 
baru selesai pukul 4.30 pagi dengan hasil kesimpulan : 

I . Supaya diadakan koordinasi yang lebih baik . 

2. Melakukan pencegatan-pencegatan yang lebih aktif terhadap 
patroli Belanda. 

3. Merusak jalan-jalan yang mungkin dilalui patroli Belanda dan 
menumbangkan pohon-pohon kayu untuk dijadikan rintangan di 
jalan tersebut. 

4. Menyiapkan pasukan-pasukan yang kuat untuk, dipergunakan 
pada waktu mengadakan serangan serentak, serangan umum 
terhadap kota-kota yang lebih diduduki Belanda.148 

Sebagian peserta rapat ada yang segera pulang, sebagian lagi 
beristirahat sampai sembahyang Subuh. Kebanyakan pemimpin 
tertidur ditempat itu. Tanpa diketahui oleh pemimpin-pemimpin kita 
(TN!) pasukan Belanda dari Payakumbuh telah mengepung Lembah 
Situjuh dari em pat jurusan, yaitu dari Payakumbuh : 

I . Melalui Limbuhan-Situjuh Bandar Dalam 

2. Melalui Padang Jaring-Situjuh Godang. 

3. Melalui Tangah Padang Bumbing. 

4 . Melalui Piladang-Tungkar, 149 

Pasukan TNI yang ditugaskan menjaga rapat itu tidak 
mengetahu i sama sekali kedatangan pasukan Belanda. Karena tertipu 
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oleh kaki tangan Belanda yang berada di dalam tubuh TNI sendiri . 
Lebih kurang satu jam terjadi percampuran yang tidak berimbang, 
meskipun pihak TNI melawan dengan gigih. Akhirnya mereka tidak 
berdaya dan gugur satu persatu sebagai kesuma bangsa. Dan 69 orang 
yang gugur, diantaranya Chatib Sulaiman sebagai arsitek perlawanan 
Sumatera Barat, Letkol Munir Latif komando Residen II, Arisun St. 
Alamsyah bupati Militer Kabupaten Limapuluh Kota, Mayor 
Zainuddin (tembak), serta banyak lagi lainnya . 

Pasukan Belanda meninggalkan Situjuh pada siang harinya, 
setelah membunuh dan membakar rumah-rumah penduduk dan 
membawa sekitar 60 orang tawanan . Dalam perjalanan kembali ke 
Payakumbuh mengantisipikasi pasukan Belanda dicegat oleh pasukan 
Singa Harau dan BPNK, dibawah pimpinan B. Dt. Malanto.150 Dalam 
pertempuran ini banyak pasukan Belanda yang terbunuh dan penduduk 
yang ditawan Belanda dapat melarikan diri . 

Keberhasilan Belanda dalam peristiwa Situjuh Batur akibat 
pe rsiapan yang kurang matang dari TNI dan BPNK dalam 
mengantisipasi serangan dan juga adanya pengkhianat dalam tubuh 
TNI , Letnan Kamaluddin yang dikenal dengan nama Tambiluak. 
Akibat peri stiwa ini juga membawa dampak psikologis yang hebat 
terhadap pertahanan militer Sumatera Barat. Suasana panik dan kacau 
terjadi hanya berkat waktulah secara perlahan-lahan pemerintahan dan 
pertahanan berhasil dibangun kembali. 

5.4 Pertempuran di Cubadak Air. 

Desa Cubadak Air yang termasuk Kabupaten Padang Pariaman . 
Sesudah Belanda menduduki Pariaman, TNI melakukan gerilya di 
daerah ini antara lain di desa Cubadak Air, Limau Purut dan Sikapak. 
Pada tanggal 7 Maret 1949 pasukan melancarkan operasi pembersihan 
ke daerah luar kota yang utamanya adalah Cubadak Air, Limau Purut 
dan Sikapak. Satu kompi pasukan Belanda bersenjata lengkap yang 
dipelopori 3 buah tank dan dibantu senjata berat lainnya bergerak 
menuju ke Simpang Apa. Dari tempat itu Belanda melakukan gerak 
tipu, tanknya bergerak terus ke desa Naras, sedangkan sepertiga 
pasukannya menyusuri Sungai Batang Manggung menuju Cubadak 
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Air.151 Gerakan itu di ketahui oleh Kompi Bakapak dan Barayun dan 
scgara rnengambil posisi yang strategis di Bukit Cubadak Air. 

Ketika pasukan Beland a itu berjarak 50 meter, pasukan TN I 
me lepaskan ternbakan dan terjadilah pertempuran yang sangit yang 
menga kibatkan banyak korban d i pihak Belanda . Untuk 
menye lamatkan sisa pasukannya, pasukan tank Belanda melepaskan 
tembakan dengan gencar.152 Kemudian infanterinya mengundurkan dir i 
ke tengah sawah yang padinya sedang mengunin g. 

Sete la h perternpuran itu , beberapa hari kemudian Beland a 
mengadakan operasi lagi ke Cubadak Air, Dukuh dan Limau Purut. 
Pasukan Belanda melakukan bombardemen Cubadak Air dari Udara, 
untuk menghindar i banyak korban , pasukan gerilya tidak mengadakan 
perlawanan dan mengund urkan diri ke daerah Padang Alai , Cornpago 
dan kampun g dalam . Pasukan Belanda melanjutkan gerakannya ke 
arah Naras dan di jembatan Latin g di hadang oleh pasukan TNI 
sehingga terjadi pertempuran selama dua hari. Aki bat pertempuran ini 
Belanda menyerahkan pasukan dari pesawat udara . 

5.5 Pertempuran Sungai Puar 

Nagari Sungai Puar terletak di lereng Gunung Merapi termasuk 
Ka bu paten Agam . Penduduknya selain menjadi petani terkenal 
menjadi pandai besi dan pedagang. Selama perang melawan Belanda 
para pandai besi dari Sungai Puar sangat banyak jasanya dalam 
mernb uat senjata untuk kepentingan perjuangan, mulai dari pisau 
belat i dan se njata- se njata tajam lainnya, rnengolah born-born 
peninggalan Jepang menjadi ranjau darat dan sebagainya.153 Begitu 
juga kaum ibu di desa ini tidak ketinggalan membantu perjuangan, 
terutama sekal i dalam mengusahakan perbekalan, dapur um urn dan 
Palang Merah . Dapur umurn terutarna rnembantu para pengungsi 
pejuang dan pernimpin pemerintahan yang berada di daerah ini . 
Kegiatan-kegiatan digaris belakang ini dipelopori oleh Sadan 
Pembantu Barisan Muda (BPBM) yang dipimpin oleh !bu Khasyiah 
sebagai Ketua dan Nursyam sekretaris, Asma bendahara dengan 
pembantu-pembantunya ditiap jorong diantaranya: Aminah, Nurmana, 
Nurani, Bastiar, Jarana, Rahimah , Azizah, Hasna, Gadis, Kalisyah dan 
Sarni . 
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Sungai Puar adalah suatu daerah yang min us, sehingga sangat 
sulit untuk mengumpulkan beras, tetapi bagaimanapun juga demi 
perjuangan, BPBM dengan kaum ibu tetap menjalankan tugas mereka 
dengan sekuat kemampuannya. 154 Selain itu para pemuda Sungai Puar 
pun tidak ketinggalan menyumbangkan tenaganya, tidak saja yang ikut 
berperang, tapi ada juga yang menjadi ku rir dalam menjalankan 
tugasnya tidak mengenal bahaya dari musuh . 

Pada agresi Belanda ke-11 Nagari Sungai Puar dijadikan basis 
gerilya dan menjadi sasaran serangan Belanda Setelah Bukittinggi di 
born Belanda pada 19 Desember 1948, banyak penduduk kota yang 
mengungsi ke nagari Sungai Puar ini, mengungsi ke nagari Sungai 
Puar ini , bahkan dari kota-kota lain di Surnatera Barat, sehingga 
Su ngai Puar menjadi ramai . 

Di S ungai Puar dibentuk Markas Perta hanan Rakyat Nagari 
( MPRN) dan pemerintahan disana oleh seorang Wali Perang Umar 
Datuk Garang. Pada tanggal 2 Januari 1949 pasukan Belanda 
mengadakan operas i ke desa Sarik dan Sunga i Puar dan menembak 
seorang pemuda dan seorang lagi ditangkap Dan pada tanggal 18 
Maret 1949 Belanda kembali memasuki Sungai Puar dan mendapat 
pe rlawanan dari pasukan TNI dan pemuda-pemuda pejuang bersenjata 
lai nnya. Dalam pertempuran yang terjadi 6 o rang tewas dari pihak 
Be landa dan seorang Iuka-Iuka, sedangkan di pi hak kita 4 orang gugur 
dan seorang Iuka. Selain itu pasukan Belanda merampas padi rakyat 
dan membunuh seorang penduduk. 

Serbuan Belanda berikutnya tanggal 24 Maret 1949 menyerbu 
Sungai Puar. Dalam pertempuran yang di mu lai pukul 16.00 sore 
pasukan Belanda terbunuh 16 orang dan dip ihak TNI gugur 2 orang 
prajurit, 12 rumah terbakar, 2 orang rakyat kena tembak dan 2 orang 
Iu ka-Iuka. Pasukan Belanda selain melancarkan operasinya, juga 
me lakukan tembakan-tembakan dengan meriam, markas dari jarak 
jauh dengan membabi buta. Menurut catatan Wali Nagari Sungai Puar 
j umlah korban yang gugur termasuk yang hilang dalam agresi Belanda 
ke-11 di daerah ini ada 96 orang. 
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5.6 Pertempuran Sungai Jamhu dan Sikaladi 

Pasukan TNI, Resimen VI yang mundur dari Front Utara telah 
rnengarnbil kedudukan di daerah Padang Panjang, Batusangkar, 
Kabupaten Tanah Datar yang berada di sekitar negeri Peninjauan­
Talangtangah-Mansiro-Padangbawang-Gunung dan Sirnabur yang 
terletak di Pinggang Gunung Merap i.155 

Dengan kedudukan di daerah-daerah itu kesatuan TNI dapat 
rnenguasai hubungan lalu lintas antara Padang panjang, Batu sangkar, 
Di daerah tersebut juga berkedudukan beberapa kesatuan lain yang 
rnundur dari daerah Ombilin dan Kabukerarnbil. Mereka berasal dari 
Bukittinggi untuk memperkuat pertahanan TNI di daerah ini terhadap 
musuh yang datang dari Solok. 

Selain itu terdapat juga pasukan Mayor Anas Karim dari 
Komandemen Sumatera di Sekitar Padangpanjang yang bersama 
dengan Letnan Kris Noermatias di daerah itu membentuk pertahanan 
rakyat dengan nama Komando Pertempuran Batipuh X Koto. Pasukan 
Belanda beberapa kali mencoba menembus pertahanan itu tetapi selalu 
gaga I. 

Pasukan TNI yang mengadakan patroli di daerah Sungai Jambu 
mendadak bertemu dengan pasukan Belanda, sehingga terjadi 
pertempuran. Sungai Jambu desa d i kaki gunung Merapi antara 
Padangpanjang dan Batusangkar, tidak jauh dari desa Simabur. Dalarn 
pe rtempuran ini telah gugu r Letnan II Marah Juliu s (Atom) dari 
kesatuan Batalyon Kuranji dan seorang anggota pasukan TN! 
mendapat Iuka-Iuka, sedangkan di pihak Belanda lima orang mati 
ditembak .156 

Sebelum pertempuran yang terjadi pada 9 Maret 1949, Julius 
Atom bersama Letnan Bachtiar dan Letnan Sofyan Tamala baru saja 
selesai menghadiri rapat dengan Kapten Sjoeib beserta carnat militer 
dan MPRK-nya di Sunga i Batai untuk membicarakan rencan a 
mengadakan suatu serangan dan pembentukan perbekalan di Front 
Tanah Datar. Marah Jul ius (Atom) dikenal sebagai perwira dar i 
Resi men Ill / Kuranj i yang gagah beran i dan sudah beberapa kali 
melancarkan serangan-serangan terhadap pertahanan Belanda, sej ak 
dari kota Padang dan di daerah So lok . 
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Begitu juga di Sikaladi sejak awal revol u-; i telah dijadikan tempat 
pencegatan terhadap iringan-iringan serdadu k pang dibawah pimpinan 
Dahlan Ibrahim dan pada agresi Belanda ke-11 desa Sikaladijuga telah 
dijadikan tempat pencegatan konvoi-konvoi Belanda. Ketika terjadi 
scrangan umum atas kota Batu Sangkar di bawah pimpinan Letnan 
<; ukardirnan di Sika ladi pasukan TNI telah m.: ncegat pasukan Belanda 
) ang datang dari Padangpanjang. Sehingga te rjadi pertempuran yang 
banyak membawa korban dipihak Belanda Tiga truk yang beri s i 
tentara Belanda dapat dihancurkan .157 

£3erita penghentian tembak menembak (cease fire) dari Jogyakarta 
didengar o leh PDRI dengan perantaraan rad io dan juga didengar pula 
ba hwa Bung Hatta telah terbang ke Aceh untuk rnenemui pemerintah 
darurat . Akan tetapi karena PDRI berad a di Sumatera Ten gah, 
khususn ya di Sumatera Baral. tentu saja Bung Hatta tidak bisa 
111e njumpa1 Mr. Safruddin . 1 >s Oleh kare na itu 'pemerintah' dari 
Jogyakarta mengutu s satu delegasi terdir i dari Moh . Natsir, Dr. 
l.e imena, Dr. Halim, dan Agus Yaman untuk berjumpa dengan Mr. 
Safruddin , dan mengajak kembali ke Yogyakarta . Delegasi akhimya 
bcrtemu dengan Safruddin di Payakumbuh . 

Ada sa tu langkah pemerintah RI di Yogyakarta, yang sedikit 
banyak membuat kecewa para pimpinan PDRI. Langkah itu ada lah 
diambiln ya keputusan oleh pemerintah d i Jogya untuk mene ri ma 
tawaran Belanda untuk berunding, tanpa membicarakan dulu dengan 
r ihak PDRI di Sumatera Barat. 

Menurut Safrudin waktu itu, jika pem erintah di Jogya mau 
111e mbicarakan <lulu masalah perundingan it u, tentu hasil perundingan 
akan ber la inan . Sebab, posi s i pihak Indones ia waktu itu (di bawah 
PD RI ) sedang berada di atas angin, dan ha ! ini kurang diketahu i dan 
dipahami o leh para pemirnpin RI yang ditahan di pulau Bangka. Akan 
k tapi scbaga i pejuang scjati , para pemimpin PDRI akhirnya meng ikuti 
pemerintah pusat. Dan Mr. Safruddin beserta kabinet daruratnya itu 
kcmbali ke Jogya dan menyerahkan kembal i mandatnya kepada Bung 
1 latta sclaku Perdana Menteri RI waktu itu.1

'
9 



Catalan 

116 Audrey Kahin, Perjuangan Kemerdekaan : Suma/era Baral 
Dalam Revolusi Nasional Indonesia 19./5-1950. MSI Cabang 
Sumatera Barat. h. 164 . 

117 Ibid 

118 Ibid. h. 165 

119 Angka tersebut merupakan perkiraan dari Mr. Sutan Mohammad 
Rasj id. Ibid. lihat catatan kaki no . 25, bab-5. 

120 Keyakinan ini dikemukakan disampaikan Residen Belanda van 
Straten kepada utusan militer Amerika Serikat yang 
mengunjungi Padang pada bulan Oktober 1947. la mengatakan 
kepada delegasi Amerika itu bahwa kaum Republikein telah 
membuat suatu kekeliruan dengan menggulingkan kekuasaan 
adat dan menggantikan dengan otorita s partai . Lih at 
Mailrapporten. No . 128? Geh/47 . Algemeene Rijkksarschiet-Den 
Haag. 

121 Fatimah Enar d.k .k. Sumatera Baral, 1945--1950. Padang 
Pemerintah Daerah Sumatera Barat, 1976. h. 216--217 . 

122 Kahin. Op.cit. h. 197. 

123 Mailrapporten No. 726/Geh?48 ., Algemeene Rijksarchief-Den 
Haag. 

118 



124 Suma/era Baral 1945i-1949. h. 262. 

125 Kahin . op.cit . h. 203--204. 

126 Suma/era Baral 1945--1949. 

119 

12 7 R. E. Baharuddin , "Tjerita Tentan g Pemerintah Darurat 
Sjafruddin Di Sumatera Tengah", Bingkisan Nasional Kenangan 
10 Tahun Revolusi Indonesia, 17-8-1 945117-8-1955. Djakarta: 
P.T. Upeni. h. 118 

128 Endri Gani, op.cit . him. I 03 . 

129 Ibid. h. 104 

130 MSL op.cit. 

13 1 Endri Gani op.cit, h. 105 . 

132 Ibid 

133 Ibid 

134 Ibid 

135 Ors. V Sardjono & Ors. GL. Marsadji , op.cit. h. 82 

136 MSI , op.cit. h. 41. 

137 Ibid. h. 31. 

138 Endri Gani, op.cit. h. 107. 

139 Sejarah Daerah Sumatera Baral. h. 146. 

140 Endri Gani, op.cit h. 107. 

141 Ibid 

142 Ibid 

143 Ibid. h. 108 

144 Ibid 

145 Kumpulan Klipping, Cahaya Kita, 20 Agustus 1975 . 

146 Ahmad Husein et al, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di 
Minangkabau/Riau 1945--1950. Jilid II , h. 173 . 



120 

14 7 Endri Gani , op.cit.h. I 08 

148 Ibid. 

149 Ors. V . Sardjono, Ors. GL. Marsadji , Pemerintah Darurat 
Republik Indonesia (PDRJ), Penyelamat Negara Dan Bangsa 
Indonesia. Penerbit Tinta Mas, Jakarta 1982, h. 44. 

150 Ibid 

151 Ibid. h. 50 

152 Ibid 

153 Ahmad Husein at. al op cit. 

154 lbid. h. 313 

155 Ibid. h. 24 7 

156 Ibid. h. 247 

157 Ibid, h. 249 

158 R.E. Bahruddin, Loe.cit. 

159 Ibid 

160 Kahin . op cit. h. 28 1--282 



BAB VI 

EPILOG 

Perjuangan rakyat di daerah Sumatera Baral untuk memperoleh 
kemerdekaan dan kedaulatannya, sebenarnya bukan suatu peristiwa 
yang muncul begitu saja Seperti halnya suku lain yang tinggal di 
daerah lain seperti di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, perjuangan itu 
sudah nampak jauh sebelum munculnya gerakan Budi Utomo yang 
dikenal sebagai pelopor organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan 
Indonesia. 

Di Sumatera Barat m isalnya, pada paruh akhir abad ke-19 telah 
terjadi perlawanan rakyat melawan kekuasaan Hindia Belanda di 
daerah itu di bawah pimpinan seorang ulama yang terkenal dengan 
sebutan Imam Bonjol. Meskipun mengalami kegagalan, namun 
pengaruh patriotismenya di kalangan masyarakat Sumatera Barat tidak 
dapat dikikis begitu saja bersamaan dengan dipenjarakannya tokoh 
tersebut. Memang pihak Belanda telah berusaha untuk memadamkan 
semangat yang kuat dikobarkan Imam Bonjol dan para pengikutnya. 
Setelah menghapuskan sistem kerajaan yang di daerah itu, Belanda 
mencoba menggapai hati rakyat Minangkabau terutama di daerah 
pedesaan, antara lain dengan berpura-pura ikut mempertahankan adat 
setempat. Caranya antara lain ikut berperan aktif dalam sistem 
pemilihan kepala negara melalui Kerapatan Nagari-nagari atau melalu 
Minangkabau Raad. Dengan ikut campur tangannya Belanda, lambat 
laun kepala nagari atau Penghulu Kepala yang terpilih umumnya 
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adalah orang-orang yang dapat diterima atau direstui Belanda. 
Otomatis kepala nagari semacam ini adalah orang-orang yang 
berorientasi kepada kepentingan kolonial daripada kepentingan 
rakyatnya sendiri. 

Atas campur tangannya Belanda yang terlalu mendalam dalam 
adat Minangkabau itu, pada tahun 1920-an muncul 'gerakan' yang 
meminta agar Rakyat Minangkabau diberi keleluasaan untuk 
menentukan nasibnya sendiri . Gerakan ini antara lain dipimpin oleh 
Chatib Sulaiman. Namun gerakan ini gagal. Meskipun gerakan ini 
gagal , namun telah menunjukan bahwa keinginan untuk lepas dari 
penguasa kolonial itu tetap menyata di hati masyarakat Minangkabau . 

Hal ini terbukti sewaktu tersiar adanya proklamasi kemerdekaan 
Republik Indonesia (yang mencakup wilayah Sumatera Barat), 
kebanyakan masyarakat di daerah ini secara spontan menyambutnya 
dengan perasaan suka cita. Dukungan mereka terhadap negara 
Republik Indonesia yang baru merdeka itu mereka tunjukan dalam 
tindakan-tindakan nyata, baik semasa transisi , yaitu semasa Jepang 
baru saja kalah dari Sekutu, maupun sewaktu menghadapi Agresi 
Milite r Belanda dalam tahu n-tahun berikutnya. 

Para alim ulama yang c ukup besar pengaruhnya di kalangan 
masyarakat pedesaan telah mempergunakan pengaruh nya itu secara 
baik guna mengajak rakyat pedesaan yang umumnya beragama Islam, 
untuk bersama-sama berjuangan melawan Belanda dan antek­
anteknya, yang mencoba hendak berkuasa kembali di bumi Indonesia . 
Bahkan tidak sedikit para ulama yang mefatwakan bahwa berjuang 
melawan para penjajah sama dengan perang di jalan Allah (perang 
sabillilah). Fatwa semacam itu secara langsung telah menaikkan mori l 
para pejuang di Sumatera barat waktu itu. Bahkan ti dak sedikit 
pendud uk desa yang menyumbangkan perhiasannya, gelang emasnya, 
atau benda lainnya untuk biaya perjuangan waktu itu . Dan tidak sedik it 
pula yang menyediakan tempat dan tenaga untuk mendirikan dapur 
umum bagi para pejuang itu, atau mendirikan rumah sakit bagi para 
pej uang dan yang lainya, yan g terluka akibat perjuangan tersebut . 

Hal-hal seperti inilah yang membuat pertahanan piha k 
republikein. tidak mudah dihancurkan oleh pihak Belanda. Meman g 
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benar pasukan TNI dan badan-badan kelasykaran lainnya berhasil 
dipukul oleh pasukan Belanda sampai mundur ke luar kota. Namun 
dengan adanya dukungan masyarakat di daerah pedesaan tadi, para 
pejuang yang terdiri dari pasukan TNI dan badan-badan kelasykaran 
tadi dapat terus bertahan dengan taktik gerilya. Pasukan republikein 
ini secara terus menerus mengganggu kedudukan pasukan Belanda, 
sehingga pasukan Belanda tidak dapat beristrirahat secara tenang. 
Apalagi jika malam tiba, boleh dikatakan medan sepenuhnya dikuasai 
para gerilyawan Republik Indonesia. 

Demik ian pula pemerintahan sipilnya d i daerah Sumatera Barat, 
seperti di nagari-nagari maupun menjalankan fungsinya secara baik . 
Dukungan mereka terutama terlihat jelas dalam pengumpulan dana 
untuk revolusi berupa iuran perang yang d ikumpulkan melalui wali 
nagari . Dengan dana itulah antara lain diperoleh senjata baru atau 
amunisi . Demikian juga makanan dan Lagi para pejuang diperoleh 
dari para petani desa. Bahkan karena adanya dukungan para penduduk 
desa seperti itulah, Pemerintah Darurat Republik Indonesia pimpinan 
Mr. Safruddin Prawiranagari dapat berjalan dengan baik, dan selalu 
berhasil meloloskan diri dari kejaran dan sergapan pasukan Belanda 
beserta antek-anteknya, sampai akhimya mereka menerima berita 
adanya gencatan senjata melalui radio pemancar yang mereka miliki . 

Solidaritas masyarakat yang terpimpin sedemikian rupa sedikit 
banyak berasal dari kesamaan pandangan terhadap kehidupan yang 
tumbuh dalam masyarakat Minangkabau, berupa : 

I. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam nyata dan juga pada 
nilai positif, teladan baik serta keadaan yang berkembang (Alam 
takambang jadi guru). 

2. Kebersamaan dalam arti, seseorang, untuk kepentingan bersama 
dan kepentingan bersama untuk seseorang (sifat gotong royong). 

3. Kemakmuran yang merata. 

4. Perimbangan pertentangan yakni pertentangan dihadapi secara 
nyata dengan mufakat berdasarkan alur dan kepatutan. 

5. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempuhjalan tengah . 
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6. Menyesuaikan diri dengan kenyataan . 

7. Segala sesuatunya berguna menurut tempat, waktu dan keadaan 

8 Jiwa agama dan jiwa adat mengimbangi segala kesengsaraan . 

Pandangan hidup yang berasal dari adat Minangkabau tersebut 
adalah peraturan dan pedoman hidup yang berlaku di semua daerah di 
Sumatera Barat. Keberhasilan pihak Republik Indonesia dalam 
membangun solidaritas masyarakat pedesaan dapat dilihat antara lain 
dari ungkapan frustasi Belanda yang dinyatakan berulangkali oleh 
Residen Belanda L.B. Yan Straten dalam laporan Maret 1949. Dalam 
laporannya itu diuraikan secara rinci, bagaimana orang-orang Republik 
menetapkan pemerintahan, pajak, keamanan dan jaringan 
komunikasinya yang efektif. Secara gamblang ia menggambarkan 
kegiatan Sadan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) sebagai berikut : 

Di atas segala-galanya, di mana-mana ada Barisan 
Pengawal Nagar i dan Kota, sehingga tidak di satu pun 
kampung yang memberi tern pat kepada para pengkhianat atau 
mata-mata. lni mengingatkan kita kepada Belanda sewaktu 
di bawah pendudukan Jerman, terutama sekali BPNK inilah 
yang rnengurus perbekalan beras dari daerah yang diduduki 
Be landa dan mengurus pelanggaran-pelanggaran . 

Perjuangan yang meluas dari garis depan ke kampung­
kam pun g adalah refleksi yang sesungguhnya dari ide-ide Tan 
Malaka, yang ditulis dalam brosurnya, Sang Geri/ya dan 
Gerpolek. yang is inya menekankan gaya Murbanya-rakyat 
biasa. Hal ini tidak hanya berlaku di kampung-kampung 
terpenc i I, melainkan juga di jalan-jalan utama kita seperti di 
koto Baru, yakni pertengahan jalan antara Padang Panjang­
Bukittinggi, di mana orang-orang kota distop dan dirampas 
o leh pos-pos BPNK dan TN! mengumpulkan bukti di pasar 
untuk perjuangan . Kepala Nagari Parit Malintang diculik dan 
tidak pernah kembali lagi tidak hanya disebuah jalan utarna, 
tetapi di bawah kepulauan asap pos militer. Kedua contoh 
ini, dengan selusin lainnya menggambarkan realistis suatu 
pernyataan yang dilontarkan di warung Padang : "Tentara 



Belanda hanya cukup kuat untuk menguasai kota-kota yang 
diduduki; di luar itu TNI, BPNK dana gerilyalah yang 
berkuasa. 100 
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Dari laporan Van Straten tadi jelaslah bawa peranan desa bukanlah 
sekedar penghias latar dari suatu perjuangan yang besar seperti revolus, 
nasional Indonesia . Di sini jelas terlihat , bagaimana pemerintah 
Republik tingkat keresidenan, bahkan kemud ian tingkat Pusat (PDRI) 
dapat bertahan karena dukungan desa den gan penduduknya yang 
demikian fanatik. Bisa laporan Van Straten ini berlebihan dalam 
menggambarkan sulitnya kaum pengkhianat hidup di desa-desa atau 
nagari. Dengan tidak bermaksud berpolem ik, paling tidak laporan 
tersebut menggambarkan bagaimana komitmen penduduk desa dalam 
mendukung revolusi nasional Indonesia. Walaupun demikian memang 
harus diakui pula setelah selesai melawan Bclanda, tidak sedikit yang 
merasa kecewa karena harapan-harapannya semasa revolusi tidak 
tercapai pada masa damai. 
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